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ABSTRAK

Setelah UU No. 19 tahun 2019 (UU KPK) disahkan, konstruksi
kelembagaan KPK justru bertentangan dengan aspek filosofis, ratio legis, dan
teori lembaga negara independepen yang ‘menjadi dasar KPK dibentuk pada
awalnya (aspek teleologis pembentukan KPK). Teori lembaga negara
independen mengonstruksikan  bahwa struktur lembaga harus lepas dari
cabang kekuasaan negara lainnya, sehingga secara pararel kedudukan
kepegawaiannya juga harus mengikuti konstruksi independensi kelembagaan
tersebut. Namun, paradigma ini tidak dielaborasi dalam UU KPK karena telah
menempatkan KPK secara struktural dan institusional sebagai bagian dari
rumpun eksekutif. Sehingga, transfigurasi status kepegawaian KPK menjadi
ASN menyebabkan independensi pagawai KPK dalam upaya pemberantasan
korupsi akan terdistorsi seeara struktural maupun fungsional. Fokus
permasalahan = (1) Bagaimana pengalihan status pegawai komisi
pemberantasan korupsi menjadi Apartur Sipil Negara untuk mendukung
Kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam pencegahan dan
pemberantasan korupsi (2) Bagaimana desain manajemen kepegawaian
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi agar tetap Independen dalam
menjalankan fungsi dan kewenangannya. Pendekatan yang digunakan yaitu
pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, sejarah, perbandingan.
Hasil penelitian. ini menunjukan bahwa (1) Seluruh Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupst dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali
pegawai yang diperbantukan di KPK seperti penyidik dan penuntut dari instansi
kepolisian dan kejaksaan. Pegawai KPK dialihkan menjadi ASN (PNS atau
PPPK) dengan ketentuan jabatan struktural (PTJS) menjadi JPT dan
Administrator, Pegawai Tetap Jabatan Spesialis dan Administasi (PTJSA)
menjadi PNS, Pegawai Tidak Tetap menjadi Jabatan Pelaksana, sehingga untuk
mendukung kinerja, meskipun berstatus ASN secara fungsional tetap tunduk
pada prinsip-prinsip kelembagaan KPK sebagai independence state institution
Pencegahan dan pemberantasan Korupsi. (2) Desain manejerial kepegawaian®
KPK musti disesuaikan dengan konsep lembaga negara independen yang
mengutamakan otonomi pengelolaan lembaga melalui peran yang lebih
dominan bagi Pimpinan KPK untuk melakukan pengurangan hambatan
dalam menjalankan fungsinya.

Kata kunci : Pengalihan, Status, Komisi Pemberantasan Korupsi,
AparaturSipil Negara,Kepegawaian, Korupsi
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TRANSFER OF EMPLOYEE STATUS OF THE CORRUPTION
ERADICATIONCOMMISSION INTO THE STATE CIVIL APPARATUS
TO SUPPORT THE PERFORMANCE OF THE CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION CORRUPTION INPREVENTION AND
ERADICATION

Wahyu Rialdo, 1920112066, Masters Program in Law, Andalas University,
150 pages, 2021.

ABSTRACT

After Law No. 19 of 2019 (the KPK Law) was ratified, the institutional construction of
the KPK actually contradicted the philosophical aspects, the legislative ratio, and the
theory of independent. state institutions ‘on\which,the {KPK was.formed initially (the
teleological aspect of the formation of the KPK). The theory of independent state
institutions constructs that the institutional structure must be separated from other
branches of state power, so that in parallel the position of its staff must also follow
the construction of institutional independence. However, this paradigm is not
elaborated in the KPK Law because it has placed the KPK structurally and
institutionally as part of the executive family. Thus, the transfiguration of KPK
employee status into ASN causes the independence of KPK employees in efforts to
eradicate corruption to be structurally and functionally distorted. The focus of the
problem (1) is how to transfer the status of the corruption eradication commission
employees to state civil servants!to support the performance of the corruption
eradication commission in preventing and eradicating corruption (2) how to design
the staffing management of the Corruption Eradication Commission employees to
remain independent in carrying out their functions and authorities. The approach
used is the statutory, conceptual, historical, comparative approach. The results of this
study indicate that (1) All employees of the Corruption Eradication Commission were
transferred to State Civil Apparatus (ASN), except for employees who are seconded to
the KPK such as investigators and prosecutors from the police and prosecutors. KPK
employees were transferred to ASN (PNS or PPPK) with the provisions of structural
positions (PTJS) to become JPT and Administrators, Permanent Employees to
Specialist and Administrative Positions (PTJSA) to PNS, Non-Permanent Employees to
Implementing Positions, so“as to support performance, even though they were ASN
status in general. functional remains subject to the institutional principles of the
Corruption Eradication Commission as an independent state institution for the
prevention and eradication of corruption. (2) The design of the KPK staffing
management must be adapted to the concept of an independentstate institution that
prioritizes the autonomy of institutional management through a moredominant role
for the KPK leadership to reduce obstacles in carrying out its functions.

Keywords: Redirects, KPK, State Civil Apparatus, Civil Service, Corruption
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat merupakan salah satu unsur
dasar filosofis negara Indonesia. Sangat dianjurkan untuk mencerdaskan
kehidupan masyarakat dan ikut serta dalam mewujudkan kemerdekaan
yang berlandaskan, kemerdekaan' untuk ‘'membentuk-suatu pemerintahan
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia serta memajukan kepentingan umum. Ketertiban dunia,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta kemerdekaan nasional
Indonesia termaktub dalam konstitusi nasional Indonesia. Partisipasi
dalam pembentukan negara dan pelaksanaan ketertiban dunia, salah satu
sarana kesejahteraan umum, ditandai dengan lahirnya lembaga negara
baru. Munculnya lembaga-lembaga negara tersebut tidak terlepas dari ide
dasar pembatasan dan pembagian kekuasaan dalam pelaksanaan tugas
kekuasaan negara.

Ide pembagian dan pembatasan kekuasaan pada awalnya
dikembangkan sebagai manifestasi dari ide demokrasi konstitusional. lde
konstitusionalisme ini membutuhkan upaya untuk berperilaku sewenang-
wenang dan membatasi kekuatannya untuk mencegah korupsi.!Oleh

karena itu, pembatasan kekuasan dengan fungsi saling mengawasi antar

1 Zainal Arifin Mochtar,2016, Lembaga Negara Independen ““Dinamika Perkembangan
dan Urgensi penataannya Kembali Pasca- Amandemen Konstitusi, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him.12



cabang kekuasaan menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan
dalam sistem Kketatanegaraan. Dalam perkembangan ketatanegaraan
muncul sebuah konsep lembaga negara yang tidak dapat dikategorikan
sebagai bagian dari salah satu rumpun kekuasaan. Selama ini doktrin
ketatanegaran konvensional hanya membagi rumpun itu ke dalam tiga
cabang kekuasan vyaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.?Untuk
memperluas gagasan kelembagaan, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Tahun 1945.'mengamanatkan “Presiden  Republik Indonesia
memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”,
sebagai seorang kepala pemerintahan untuk memegang kekuasaaan
tertinggi maka kepala pemerintahan dapat membentuk lembaga negara
yang bersifat independen_ dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden
Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan
Korupsi.®

Tim pemberantasan korupsi telah mengalami perubahan sampai
terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dituangkan
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 yang
terungkap melalui Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang
Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme.

2 Chrisdianto Eko Purnomo,2010, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni, him.15

3https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/komisi-pemberantasan-korupsi
diakses pada tanggal 25 maret 2021 pukul 22:00 WIB



Komisi  Pemberantasan  Korupsi ditugasi untuk  melakukan
pemberantasan korupsi secara ahli, serius, dan berkelanjutan.* Oleh
karena itu, kehadiran KPK dalam mengemban misi pemberantasan
korupsi yang lebih efektif. Seiring dengan perjalanan ketatanegaran
Indonesia, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi akhirnya diubah. Pada tahun 2019, diiringi dengan
aksi penolakan berbagai pemangku kepentingan, Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tenfahg Peruvbahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
akhirnya disahkan.

Perubahan regulasi ini telah memantik polemik ditengah-tengah
masyarakat. Banyak kalangan menilai bahwa mengubah Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 merupakan bagian dari upaya para pelemahan
terhadap keberadaan institusi anti rasuah tersebut. Bahkan, tidak sedikit
menuding perubahan ini merupakan bagian strategi politik legislasi
parlemen dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pusaran “mega-
skandal” kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan
Korupsi saat ini. Pelemahan institusi melalui jalur politik legislasi inilah
yang diasumsikan oleh Schappele mengarah pada gejala Autocratic

legalism.®

4 https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi  diakses
padatanggal 28 Januari 2021 pukul 06:15 WIB

® Kim L. Scheppele, 2018, Autocratic Legalisme, University of Chicago Law Review,
Volume85, Issue 2, article 2. him. 545-583.


https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi

Salah satu perubahan paling kontroversial dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 adalah penempatan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kelompok eksekutif pada tahap awal
pembentukannya. KPK adalah lembaga negara independen dan tidak dapat
ditandingi dengan tiga pembangkit listrik yang dikenal sebelumnya.
Situasi ini dapat dilihat dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019. Klausul ini menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan
Korupsi adalah badan nésional dalam kelompok penegak yang
bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas kejahatan
antikorupsi sebagaimana mestinya.

Jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan
wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun. Ketentuan ini sejatinya sangat ambigu karena norma
pasal 1 telah meletakannya pada rumpun eksekutif yang oleh ketentuan
Pasal 3 justru menegasi kedudukannya sebagai bagian dan/atau bebas dari
pengaruh kekuasaan'manapun.

Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diletakan pada
rumpun eksekutif maka untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya
akan tetap tunduk pada kekuasaan tersebut. Logika hukum penormaan
ketentuan ini sangat kontradiktif. Tidak ada lembaga negara yang
dinyatakan independen ketika disaat yang bersamaan rentang kendali

kekuasaan masih tetap “membayangi” kedudukan lembaga tersebut.



Disatu sisi lembaga itu berada pada salah satu cabang kekuasaan,
disisi yang lain mencoba untuk kontra terhadap kekuasaan tersebut.
Bahkan, dalam konteks sistem presidensial rentang kendali ini sangat kuat
memengaruhi keberadaan lembaga di bawah kekuasaannya, baik secara
struktural maupun fungsional.

Menyinggung perkembangan —standar tersebut, cenderung terlihat
bahwa telah terjadin p.e'rubah;an situasi Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang sebelumnya merupakan organisasi negara yang bebas dan
dikeluarkan dari tiga bagian kekuatan (eksekutif, legislatif dan yudikatif)
saat ini dikategorikan sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif.
Apalagi penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rumpun
eksekutif diafirasi oleh " Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
36/37/40/PUU-XV/2017 yang menyebabkan hak = angket DPR
konstitusional terhadap KPK.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan kewenangan penyelidikan-
penuntutan Komisi '‘Pemberantasan Korupsi mirip dengan kewenangan
yang diemban oleh kekuasaan eksekutif. Sehingga, dalam perspektif
strukturalisme KPK merupakan perwujudan kekuasaan eksekutif, namun
secara bersamaan KPK didaulat sebagai lembaga independen secara
fungsional. Dalam pandangan teori lembaga negara independen sebuah
lembaga dikatakan independen jika struktur dan fungsi yang melekat pada

kelembagaan bersifat sui generis (tidak dapat dipersamakan dengan



konstruksi lembaga pada cabang kekuasaan manapun)

Kualifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara
independen justru dikuatkan dalam sejumlah putusan yang dikeluarkan
MK sendiri. Diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-
019/PUU-1V/2006 tentang penyidik independen, Putusan Mahkamah
Konstitusi  Nomor 19/PUU-V/2007 tentang Pimpinan  Komisi
Pemberantasan Korupsi KPK dengan implikasi penegasan KPK lembaga
yang bersifat indebe'ndenv yang dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (legislatif,
eksekutif, yudikatif maupun independence agencys lainnya) dan konvensi
pemberantasan korupsi dalam Article 36 United Nations Convention
Against Corruption (UNCAC) sebagai bahan pertimbangan pemerintah
dalam merevisi undang-undang KPK 2019, bahwa:

Such body or bodies or persons shall be granted the necessary
independence, in-accordance with the fundamental principles of the legal
system of the State Party, to be able to carry out their functions effectively
and without any undue-influence.®

Perilaku lembaga negara pada hakekatnya didasarkan pada ilmu
perilaku itu sendiri, yang dikembangkan dengan fokus pada perilaku
manusia di dalam organisasi. Struktur dasar bidang pengetahuan ini
didukung oleh setidaknya dua bagian yang penting meliputi individu

dalam tindakan dan organisasi formal sebagai wadah untuk tindakan ini.

® Article 36 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)



Karena perilaku individu ditentukan oleh faktor individu dan lingkungan,
maka faktor lain yang mendukung perilaku organisasi adalah faktor
lingkungan.’

Bagi Zainal Arifin Mochtar status pegawai lembaga eksekutif dengan
lembaga independen memiliki perbedaan satu sama lain yang disesuaikan
dengan kerja dan tugas masing-masing lembaga.? Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi sebelum masuk kedalam ranah eksekutif diatur
dalam Peraturan Pefnér'intah vNomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya
Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, terdiri dari Pegawai Tetap,
Pegawai Negeri yang di pekerjakan (instansi Kejaksaan dan Kepolisian)
dan Pegawai tidak tetap.

Namun, aturan ini berubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Selain itu, perubahan ini juga diikuti dengan, Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalihan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sesuai
Pasal 2 Peraturan "Pemerintah tersebut, ruang lingkup pegawai KPK
meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Peraturan Pemerintah ini
telah menghapuskan status pegawai kepolisian dan kejaksaan. Secara
kelembagaan, pegawai KPK murni di dalam KPK dan berstatus Aparatur

Sipil Negara (ASN).

" Miftah Thoha, 2008, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Prenadamedia Group,
Jakarta,hlm.197
8 Zainal Arifin Mochtar, op.cit, him.156



Kedudukan KPK secara berjenjang dari atas (eksekusi) ke bawah
(KPK), dengan posisi atas lebih kuat daripada posisi bawah.® Sesuai
dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020
Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Konsekuensinya adalah  pergeseran  status Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai—Aparatur Sipil Negara menyebabkan
segala bentuk peny.eléhggaravm tugas dan kewajiban sumber daya manusia
KPK akan tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Hal ini dikarenakan UU ASN
merupakan lex generalis yang mengatur eksistensi kepegawaian negara,
baik secara kedudukan maupun dalam konteks penempatannya.

Dalam perspektif strukturalisme, posisi KPK secara struktural dan
fungsional akan senantiasa merasa rendah diri dan dapat dipilih oleh
kekuasan eksekutif. Hal ini dikarenakan kekuasaan eksekutif yang lebih
tinggi dari  KPK, sehingga relasi kekuatan yang bersifat imanen
tersebut membentuk sebuah sistem yang - musti dilaksanakan oleh
dibawahnya menyerupai suatu “rantai komando”. Dalam pandangan
strukturalisme, pergeseran kedudukan KPK dari jenis kelembagaan yang
sifatnya independen yang masuk pada ranah kekuasaan eksekutif ini
mengakibatkan KPK akan memiliki watak patologi birokratis (struktur

sosial yang teroganisir secara rasional dan formal). Rangkaian aktivitasnya

® Miftah Thoha, 2014, Birokrasi & Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hIm.2



senantiasa memiliki batas-batas yang jelas, kaku, dan tertutup dari
langkah-langkah yang bersifat progresif dan bahkan ekstra legal. Bahkan,
sistem relasi yang terbentuk tidak akan berorientasi pada fungsi, namun
lebih cenderung membentuk suatu pola hierarkis mirip dengan pola “rantai
komando” atas-bawahan. Implikasinya adalah pelbagai hak, kewajiban,
dan kewenangan yang terdapat pada lembaga ini (KPK) akan dibatasi oleh
aturan-aturan yang bersifat rigid, kaku, dan formil.

Dengan demikién., 'justru' mengualifikasikan ~KPK sebagai bagian
dari rumpun eksekutif (ASN) sangat bertentangan dengan rasio legis
indepedensi struktur-fungsi yang telah “khatam™ dibicarakan pada
pembahasan UU KPK 2002.%°Artinya, secara teleologis KPK memang
telah diletakan sebagai lembaga yang bersifat sui generis yang justru
sengaja tidak dikelompokan 'pada salah satu cabang kekuasaan karena
alasan sejarah kelam pemberantasan korupsi dibawah otoritas salah satu
lembaga kekuasaan, efektivitas, tipologi, serta desain fungsional extra
ordinary unit.!* Representasi filosofis dari kemanfaatan hukum (legal
benefit) inilah —yang ~kemudian menjadi justifikasi dalam proses
pembentukan KPK dahulunya, sehingga dikontestasikan sebagai elemen
untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara

agar agenda pemberantasan korupsi tetap berjalan dengan efektif.*?

10 |ihat DPR RI, Risalah Sidang Pembahasan UU KPK 2002: Agenda pembahasan
posisi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, DPR RI, Jakarta, 2001, hlm. 33-55.

1 1bid. him. 60-88.

12 Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, Nurul Adhha, 2021, Construction of Legal
Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018,
Jurnal Cita Hukum, Volume 9, Nomor 1. him. 159-178.



Secara pararel, pelaksanaan pengalihan status pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi sebanyak 1.349 untuk menyandang status
Aparatur Sipil Negara yang dipimpin oleh ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi tidak sesuai dengan arahan yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020
dikarenakan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pejabat
pemerintahan telah melampaui—wewenang yang diamanatkan dalam
peraturan tersebut. o '

Sehingga 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan
dari Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Nomor
652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan
(TWK).® Situasi ini justrus mengindikasikan bahwa proses pengalihan
status kelembagaan KPK' tersebut sangat kental dilatari oleh motif
politik karena instrumen pengalihan yang menggunakan standar TWK
sangat tidak sinkron dengan ketentuan formil dan materil UU ASN.
Namun, fakta ini hanya akan menjadi bahan sandingan pada bab
pembahasan yang nantinya akan digunakan-untuk menguatkan bahwa
proses pengalihan ini senantiasa berkaitan dengan politik hukum
pelemahan KPK.

Berpijak dari hal diatas, maka perlu penafsiran yang lebih paripurna
terkait KPK sebagai bagian konsep lembaga negara independen.

Khususnya, dimensi teleologis dan rasio legis seperti apa yang mendasari

Bhttps://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/05/24/pimpinan-kpk-didesak-cabut-sk-652-
terkait-penonaktifan-75-pegawai-kpk/ diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 01:00 WIB
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dan/atau  melatari  konstruksi  kelembagaan KPK pada awal
pembentukannnya melalui UU KPK 2002 diletakan sebagai institusi yang
tidak termasuk pada pelbagai cabang kekuasan manapun.

Upaya menggeser kedudukan KPK secara institusioal ke ranah
eksekutif merupakan penyimpangan, baik dalam ranah teleologis maupun
filosofis. Sehingga, melacak rasio legis ini juga sangat penting untuk
melihat serta menemukan mengapa tidak dari awalnya KPK itu
dikualifikasikan sa‘ja. Sebagéi lembaga di bawah kekuasaan eksekutif,
sehingga aspek kepegawaiannya mengikuti lex specialis Pegawai Negeri
Sipil.

Secara konkrit, terdapat kontradiksi norma Pasal 1 ayat 3 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang meletakan KPK sebagai bagian dari
eksekutif dengan asas dan teori yang membentuk norma kedudukan atau
kualifikasi KPK pada UU KPK 2002 yang meletakan KPK sebagai
lembaga negara diluar cabang kekuasaan konvensional. Penemuan hukum
atas kontradiksi ketentuan norma ini menjadi sangat penting karena
Pasal 3 UU KPK 2019 justru menegasi kedudukannya sebagai bagian
dan/atau bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Artinya disatu sisi KPK
dikategorikan sebagai lembaga pada rumpun eksekutif, namun disisi yang
berseberangan KPK “dipaksa” independen secara fungsi. Penulis melihat
ada kekeliruan yang nyata dalam konteks ini karena berdasarkan teori
lembaga negara independen, salah satu kriteria independensi itu haruslah

secara struktur dan fungsi. Sehingga, meletakan KPK sebagai lembaga

11



dibawah “bayang-bayang” otoritas eksekutif sekaligus menempatkannya
sebagai lembaga yang musti bebas dari pengaruh apapun adalah hal yang
sangat tidak logis.

Pada titik ini, pembenaran teoritis strukturalisme tidak memungkinkan
KPK menjadi lembaga independen, karena logika "Rantai Komando"
eksekutif yang mengandaikan birokrasi internal, juga meluas ke KPK
sendiri. Selaras dengan hal diatas, ini-akan menentukan apakah pengalihan
status lembaga c.q képegaWaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang
dibentuk pasca Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 sudah sesuai
dengan tujuan awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi
tersebut. Thesis statementnya adalah jika KPK secara kelembagaan adalah
independen sui generis, maka status kepegawaian KPK itu sendiri juga
akan mengikuti tipologi 'sui generis kelembagaannya. Artinya, status
kepegawaian KPK pada awalnya memiliki justifikasi normatif, teoritis,
dan asas tersendiri: mengapa tidak dikonstruksikan sebagai PNS.

Berdasarkan problem yuridis yang dijelaskan diatas, maka penulis
tertarik untuk meneliti-secara menyeluruh ~dimensi institusional KPK
sebagai lembaga negara independen. Hasil analisis inilah yang nantinya
akan memberikan justifkasi pengalihan status kepegawaian KPK itu
sendiri. Dengan demikian, penelitian ini berjudul “Pengalihan Status
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara
Untuk Mendukung Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam

Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai

berikut:

a. Bagaimana pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan korupsi
menjadi Apartur Sipil Negara untuk mendukung Kkinerja Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan
korupsi?

b. Bagaimana desain manajemen Kkepegawaian pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2020 tentang tentang pengalihan pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara agar
tetap independen dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitakan dengan

rumusan masalah yaitu:

a. Untuk mengetahui pengalihan status Pegawai.Komisi Pemberantasan
sebagai Aparatur Sipil Negara dalam mendukung kinerja Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

b. Untuk mengetahui desain manajemen kepegawaian pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, agar
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tetap independen dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

a.

Manfaat Teoritis

Untuk membangun informasi, memperluas cakrawala pemikiran
penulis dan melatih kapasitas untuk mengarahkan eksplorasi yang sah
dan meletakkannya dalam struktur yang tersusun. Diharapkan hasil
pemeriksaan ini‘ d.a'pat bermanfaat dan menjadi sumber wawasan bagi
semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan secara umum dan kKhususnya pada pengembangan ilmu
Hukum Administrasi Negara di bidang Hukum Kepegawaian dalam
hal ini menyangkut tentang pengelolaan Manajemen Aparatur Sipil
Negara dan Hukum Tata Negara dalam Lembaga Negara independen.
Manfaat Praktis

Berkontribusi dan bermanfaat bagi individu, masyarakat, pemerintah
khususnya terkait dengan Hukum Kepegawaian maupun pihak-pihak
yang berkepentingan dalam memperluas informasi yang diidentifikasi

dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

E. Keaslian Penelitian

Dari penelusuran kepustakaan dapat ditemukan, bahwa penelitian yang

menggambarkan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dilakukan oleh

para peneliti terdahulu, baik penelitian tesis maupun jurnal, namun

penelitian- penelitian itu belum menyinggung hal-hal sebagai berikut.
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Pertama, belum ada penilitian yang membahas penempatan status
kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Aparatur Sipil
Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Kedua,
peneliti sebelumnya hanya menekankan penerapan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi, diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketiga, kajian;kéjian sébelumnya secara umum belum sepenuhnya
membongkar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2005. Oleh karena itu, penelusuran literatur menunjukkan bahwa
penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, namun hasil
penelitian tersebut dapat berlanjut pada bagian-bagian tertentu dari
penelitian ini.

Berikut tinjauan terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi penelitian, namun
memiliki permasalahan-berbeda dengan yang diangkat dalam penelitian ini
yaitu:

1. Cory Amanda, S.H, BP. 1420112008 (2016, judul penelitian tentang

Kewenangan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) Di Indonesia Pasca Putusan Praperadilan Nomor.

36/Pid.Prap/2015/PN. JKT.SEL. Tesis, Fakultas Hukum Universitas
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Andalas). Rumusan permasalahan penelitiannya:

a. Bagaimanakah kewenangan penyidik independen KPK pasca
putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/ PN.JKT.SEL?

b. Bagaimanakah proses penegakan hukum (law enforcement)
pemberantasan korupsi yang ideal untuk diterapkan oleh Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Sedangkan dari penelitiannya didapat kesimpulan antara lain:*°

a. Penyidikan fefhadap vterjadinya tindak pidana sebagai mana yang
dimaksud dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) adalah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil tertentu, dengan tugas dan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam KUHAP dan Undang-Undang yang masing-
masing mengatur penyidik PPNS. Kedudukan penyidik menurut
KUHAP adalah penyidik tunggal, dan penyidik/PPNS lain harus
berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

Kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik POLRI tersebut tidak
terdapat pada penyidik independent KPK-yang tertulis dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (UU KPK) Menurut Penulis Penyidik
independen  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vyang

berdasarkan pasal 45 UU KPK tersebut melanggar hukum, karena

14 Cory Amanda, 2016, Kewenangan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Di Indonesia Pasca Putusan Praperadilan
Nomor.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL., Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang,
him.13

15 1bid, him.86
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penyidik yang dibentuk oleh KPK tersebut haruslah dari penyidik
pula di institusi sebelumnya sebagaimana yang terdapat dalam pasal
39 ayat (3) UU KPK. KPK tidak berwenang mengangkat penyidik
sendiri atau penyidik independen yang belum pernah menjadi
penyidik.

b. Terkait dengan adanya sejumlah pendapat yang menyatakan kalau
pada dasarnya KPK -dapat mengangkat Penyidik independen
menurut Pas‘al.38 ayth 2, merupakan pengecualian atas Pasal 7 ayat
2 KUHAP dalam relasinya dengan “wewenang” Penyidik Tindak
Pidana Korupsi untuk tidak berkoordinasi dan diawasi penyidik
POLRI.

Satu pun dalam/ klausulanya, tidak ada frasa yang bisa
termaknai “status Penyidik independen”, kiranya bukan dari unsur
POLRI atau PPNS yang bisa diangkat oleh KPK. Sehingga dalil
Pasal 38 sebagai basis “penyidik independen” dan tidak diragukan
lagi untuk ditolak. Dan berdasarkan beberapa pendapat para ahli
tersebut mengatakan bahwa penyidik harus berasal Kepolisian yang
mana hal tersebut sudah terdapat dalam KUHAP.

2. Dany Wandira, S.H, BP. 1720112015 (2019, judul penelitian tentang

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi

No0.36/PUU-XV/2017. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas).
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Rumusan permasalahan penelitiannya:1®

a. Bagaimana analisis mengenai kedudukan KPK dilihat dari putusan
Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017 Tentang Hak Angket
DPR Terhadap KPK dalam persfektif perkembangan sistem
ketatanegraan di Indonesia?

b. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan DPR terhadap KPK

setelah Putusan Mahkamah-Konstitusi No.36/PUU-XV/2017?

Sedangkan dari penélitiannya didapat kesimpulan antara lain:'’

a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-XV/2017,
Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap sebagai pelaksana
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi karena pada pasal 79 ayat (3) UUMD3 hak
angket merupakan ‘hak untuk menyelidiki pelaksanaannya untuk
melaksanakan peraturan hukum dan/atau kebijakan pemerintah.
Hak angket dapat dilakukan kecuali untuk fungsi penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan.

b. Pengawasan KPK dapat dilakukan secara internal maupun
eksternal. Secara internal, dilakukan oleh seorang Deputi
pengawasan internal dan pengaduan sipil. Secara eksternal, KPK
bertanggung jawab atas pelaporan berkala kepada Presiden, DPR,

dan BPK. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi No.

6 Danny Wandira,2019, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PUU-
XV/2017, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, him.12

17" Ibid, him.106
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36/PUUXV/2017, KPK dianggap bagian dari eksekutif karena
berada dalam ruang lingkup fungsi pengawasan DPR.

3. Oly Viana Agustine, et al, (2019, judul penelitian tentang Politik
HukumPenguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
Sistem Ketatanegaraan. Jurnal, Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara Mahkamah Konstitusi.) Rumusan permasalahan
penelitiannya:*®

Bagaimana .se.h'arusnvya kebijakan hukum  penguatan kekuasaan
KPK dalam sistem penyelenggara negara didasarkan pada putusan
Mahkamah Konstitusi?

Sedangkan dari penelitiannya didapat kesimpulan antara lain:*°

Dalam beberapa | putusannya, Mahkamah Konstitusi telah
memberikan penafsiran yang memperkuat posisi dan kewenangan
KPK dalam penyelenggaraan negara, termasuk KPK sebagai badan
tetap dalam kerangka lembaga eksekutif yang independen. Selain
itu, sebagai salah satu penandatangan telah meratifikasi United
Nations Convention Against Corruption (UNCAC), sehingga
Indonesia perlu mempertimbangkan regulasi antikorupsi. Hong
Kong memiliki IACC, lembaga antikorupsi yang menjadi panutan

pemberantasan korupsi global.

B Oly Viana Agustine, et al.,2019, Politik Hukum Penguatan Kewenangan
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan, Jurnal Konstitusi VVolume 16,
Nomor 2, Juni, him.315.

9 1bid, him.335
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4. Afif Syah Putra, BP 1720112004 (2020, judul penelitian tentang
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam
Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis, Fakultas Hukum
UniversitasAndalas). Rumusan permasalahan penelitiannya:?°

a. Apakah yang menjadi permasalahan dalam fakta hukum
terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan
Tindak Pidana PencucianUang?

b. Bagaima‘na.k'ah kéwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam melakukan penuntutan kasus Tindak Pidana Pencucian
Uang?

Sedangkan dari penelitiannya didapat kesimpulan antara lain :2*

a. Permasalahan dalam fakta hukum terhadap Upaya Komisi
Pemberantasan Korupsi melakukan Tindak Pidana Pencucian
Uang terdapat pada faktor kebijakan hukum yang tidak
melegitimasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak
Pidana Uang dapat dilihat dalam-pasal 74 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, terkhusus dengan Tindak
Pidana Korupsi predicate crime dari Tindak Pidana Pencucian

Uang.

2 Afif Syah Putra,2020, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam
Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis Fakultas Hukum Universitas
Andalas,Padang, him.11

2L |bid, him.154
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b. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan
penuntutan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang hanya
berdasarkan interprestasi Ahli Hukum yang menyatakan bahwa
setiap penyidikan akan bermuara kepada penuntutan, dan jika
diserahkan kepada Kejaksaan, maka asas peradilan cepat dan
sederhana belum dapat diwujudkan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Tebr.it'is
Adapun kerangka teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian
ilmiah ini yaitu:
1.1 Teori Lembaga Negara Independen
Istilah “lembaga ‘negara independen” merupakan istilah yang
paling umum digunakan oleh para ahli, walaupun pada kenyataannya
juga ada pendapat lain yaitu istilah “lembaga negara penunjang”.
Kedudukan lembaga negara independen tidak berada di ranah cabang
kekuasan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, tidak pula
lembaga tersebut dapat diperlakukan sebagai organisasi swasta
ataupun lembaga non- pemerintah yang lebih sering disebut Ornop
(Organisasi  non-pemerintah) atau NGO  (non-Government
Organization)
Secara teoritis, lembaga negara yang mandiri bermula dari
kehendak negara untuk membentuk lembaga negara baru yang

pengisian anggotanya terdiri dari unsur non-negara, diberi hak oleh
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negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai
negara.

Ide lembaga negara yang independen sebenarnya muncul dari
keinginan negara untuk memberikan pengawasan kepada kotamadya,
yang sebelumnya sangat berkembang dalam berurusan dengan kota
madya. Oleh karena itu, negara masih kuat, tetapi merupakan
pengawasan masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan
horizontal.22 | '

Pemicu terbentuknya lembaga negara yang mandiri adalah teori
administrasi kontemporer yang menggambarkan sebuah keadaan
waktu yang sedang berjalan yang bersifat tidak tetap dan cenderung
terus-menerus mengalami perubahan. Namun, keadaan tersebut tidak
dapat lepas dari apa yang sudah berlalu, karena sesuatu yang ada
pada saat ini juga dipengaruhi oleh yang sudah berlalu.

Teori administrasi kontemporer dalam terbentuknya lembaga
negara independent untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat
regulatif dan ‘administratif menjadi bagian dari tugas lembaga
independen. Berkaitan dengan sifatnya tersebut, John Alder
mengklasifikasikan jenis lembaga ini menjadi dua, yaitu:?3

a. regulatory, berfungsi untuk menetapkan aturan dan memantau

aktivitashubungan pribadi; dan

22 Zul Hendri Nov,2020, Politik Hukum Perubahan Status Kelembagaan Pengawas
Pemilu Umum Di Tingkat Kabupaten / Kota, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Padang, him.16-17

2 John Alder, 1989, Constitutional and Administrative Law, The Macmillan Press LTD,
London,him. 232-233.
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b. advisory, digunakan untuk memberikan saran dan nasehat
kepada pemerintah.

Lima tujuan mendasar berdirinya Lembaga Negara Bantu dalam
suatu pemerintahan, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:?*

1. Adanya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya
dan pelayanan yang bersifat personal yang diharapkan bebas
dari risiko campur-tangan politik.

2. Adanyé kéinginén untuk mengatur pasar dengan regulasi yang
bersifat non-politik.

3. Perlunya pengaturan mengenai profesi-profesi yang bersifat
independen, seperti profesi di bidang kedokteran dan hukum.

4. Kebutuhan untuk memberikan aturan pelayanan yang bersifat
teknis.

5. Munculnya lembaga quasi-judiciary dan berfungsi untuk
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (alternative
dispute resolution/ alternatif penyelesaian sengketa)

Untuk menentukan lembaga mana: yang ditetapkan sebagai
lembaga negara pembantu dalam struktur ketatanegaraan Republik
Indonesia, lembaga negara Indonesia terlebih dahulu harus
diklasifikasikan menurut pembentukannya. Setelah amandemen
konstitusi, Indonesia membagi dalam tiga kelompok. Pertama,

lembaga negara didirikan berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945

24 1bid, him. 225
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(kekuasaan yang dilimpahkan secara konstitusional). Kedua, lembaga
negara yang dibentuk dengan undang-undang (kewenangan yang
dilimpahkan kepada legislatif). Ketiga, lembaga nasional yang
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.?

Kelompok pertama, lembaga negara yang secara langsung diberi
wewenang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 19545 antara lain,
Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik InddnéSia, Déwan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Badan Pengelola Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Selain delapan lembaga tersebut, ada beberapa lembaga yang
disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945), namun kewenangannya tidak secara tegas
ditentukan dalam UUD 1945, instansi terkait adalah Departemen
Luar Negeri, pemerintah daerah, panitia pemilihan umum, bank
sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tentara Nasional
Indonesia (POLRI), dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Perlu ditegaskan bahwa delapan lembaga negara yang sumber
kewenangannya langsung bersumber dari UUD, merupakan penegak
kedaulatan rakyat dan berada dalam suasana kesetaraan,

keseimbangan, dan kemandirian satu sama lain.?® Dengan mengacu

25 Feri Amsari, 2020, Hasil Penelitian "Penataan Ulang Kelembagaan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Sistem Ketatanegaraan", Pusako Fakultas Hukum
Universitas Andalas,Padang,him.17

% Firmansyah Arifin, et al.,2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar
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pada negara hukum, maka semua kegiatan negara adalah hukum
yang berlaku, termasuk pembentukan panitia negara yang
independen dengan hak yang sama dengan lembaga negara lainnya
dalam rangka mencapai tujuan negara, harus didasarkan pada
supremasi hukum. dijamin oleh UUD 1945.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, dasar atau alas hukum
pembentukan,‘déh Iegifimasi kewenangan komisi negara independen
baik secara konseptual, maupun normatif dapat digolongkan ke
dalam tiga kategori, yaitu?’

a. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan
konstitusi (constitutional organ / constitutionally entrusted
power)

b. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang (legislatively entrusted power), yang masih terbagi lagi
menjadi ~ komisi negara independen yang  memiliki
econstitutional importance (derajat yang sama dengan lembaga
negara yang dibentuk melalui konstitusi, guna mewujudkan
democratische rechtsstaat).

c. Komisi negara independen vyang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang

(presidential policy).

lembaga Negara, KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan
USAID, Jakarta, him. 96-104
27 Gunawan A. Tauda, op.cit, him.92
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Tujuan dibentuknya lembaga negara independen ini menurut
Hendra Nurtjahjo karena dua hal yaitu:?®Mengingat misi pemerintah
yang kompleks yang membutuhkan kemandirian yang cukup
untuk beroperasi dan upaya untuk memperkuat lembaga pemerintah
yang ada melalui pembentukan lembaga baru yang lebih jelas.

Senada dengan hal tersebut | Dewa Gede Atmadja menyatakan
bahwa Tujuan utama lembaga negara yang merdeka ada dalam
Undang-Unda‘ng. 'Dasar' Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai
dengan tuntutan tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945)di awal alinea keempat UUD
19452 yaitu:
melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
memajukan kesejahteraan umum;
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.

o0 o

Keberadaan lembaga negara yang merdeka ini mengikuti prinsip
konstitusi- .bahwa semua 'lembaga ‘negara harus, ~dibentuk dengan
undang- undang. Hal ini menunjukkan struktur hukum formal suara
terbanyak. Kondisi ini didukung oleh adanya kerangka pemerintahan
yang mapan (berdasarkan hukum hakiki) yang tidak semata-mata

didasarkan pada kekuasaan.

2 Hendra Nurtjahjo,2005, Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State
Auxiliary Agencies) Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum
Unversitas Indonesia, Vol. 35. No. 3, him. 280.

2 | Dewa Gede Atmadja, 2012, Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia
Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Setara Press, Malang, him. 177
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Perdebatan yang muncul kemudian adalah terkait dengan
pertanyaan dasar, bagaimana menempatkan lembaga negara
independed dalam sistem “separation of powers”? Menyinggung hal
ini, William F. Funk dan Seamon menyebutkan bahwa setidaknya
terdapat dua persoalan utama untuk menempatkan lembaga negara
independen dalam konsep “separation of powers”.%° Pertama, karena
pada dasarnya lembaga negara independen sendiri menggabungkan
beberapa sifét . Cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun
yudikatif. Khususnya, lembaga yang memiliki ciri: (1) ‘quasi-
legislatif’ karena memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol
terhadap publik melalui aturan yang dikeluarkannya; (2) kewenangan
eksekutif karena pada dasarnya ia juga menjadi pelaksana regulasi
yang berkaitan dengannya; (3) bahkan disebut ‘quasi yudisial’ karena
memiliki kewenangan untuk mengaplikasikan hukum dan aturan
dalam kasus konkret.

Kedua, kenyataan bahwa lembaga negara independen tersebut
bukan hanya " mencampuradukkan kewenangan cabang-cabang
kekuasaan lainnya, tetapi juga pada hal tertentu dapat disebut
memisahkan diri secara mutlak dari kontrol Presiden.3!Itu sebabnya,
Bruce Ackerman menteorisasikan bahwa di Amerika Serikat pada
saat ini bukan tiga cabang atau empat cabang, melainkan lima

cabang kekuasaan yakni House Representative, Senate, President as

% Feri Amsari, op.cit, him.36
31 Harvad Law Review, 2000, THE NEW SEPARATION OF POWERS Bruce Ackerman,
United State, Vol. 113:633, him.724
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chief of executive, Supreme Court, and Independent Agencies.

Dalam klarifikasinya Ackerman mengatakan: “... the American
contains (at least) five branch : house, Senate, President, Court and
Independent Agencies such as the Federal Reserve Board.
Complexity is compounded by the bewildering institutional dynamics
of the Americans federal system.

Pemisahan kekuasaan—dalam-  sistem ketatanegaraan AS
setidaknya ter‘di.ri'dari iima cabang. Badan independen seperti DPR,
Senat, Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Federal Reserve.
Menurut Bruce Ackerman, ia mengidealkan bahwa bentuk terbaru
dari pemisahan kekuasaan tidak lagi terbatas pada pemisahan tiga
fungsi yang diinginkan oleh Montesquieu.

Berdasarkan pemahaman ini, Ackerman mengatakan cabang-
cabang kekuasaan negara hendaknya dengan tegas dilihat
berdasarkan model kelembagaannya, yang dalam konteks Amerika
Serikat. terdiri dari cabang kekuasaan House of Representatives,
Senate, Presiden, Supreme Court, dan cabang kekuasaan independent
agencies (komisi negara independen).3

Oleh karena itu, lembaga dan komite negara independen
Indonesia berada di luar ruang lingkup tiga sumbu kekuasaan
semula, dan tergantung pada jenis lembaganya, mereka dapat disusun

secara sistematis menjadi cabang-cabang kekuasaan. Bruce

32 Gunawan A. Tauda, 2012, Komisi Negara Independen, Yogyakarta: Genta, him.70
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Ackerman juga mengutip pendapat Peter L.Strauss. Disebutkan
bahwa dua pendekatan dapat digunakan untuk menentukan lokasi
sebuah lembaga negara. Yaitu, pendekatan formal dan pendekatan
fungsional.

Melalui pendekatan formal selanjutnya Peter L. Strauss
menjelaskan Kedudukan lembaga negara dapat ditentukan dengan
melihat peraturan perundang-undangan yang membentuknya, namun
dalam pendekafan fuﬁgsional kedudukan lembaga negara dapat
ditentukan oleh fungsi lembaga tersebut.

Jika dikaitkan teori The New Separation yang dibawa oleh
Brucke Ackerman dengan Komisi Pemberantasan Korupsi masuk
kedalam rumpun eksekutif bertentangan dengan tujuan dibentuknya
lembaga ini dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai dalam lembaga ini
tanpa berstatus Aparatur Sipil Negara tetap menjalankan hak dan
kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pencegahan
dan pemberantasan  korupsi.  Seharusnya  lembaga Komisi
Pemberantasan Korupsi kedudukannya diluar lembaga eksekutif,
legislatif, dan yudikatif.®3

Untuk independensi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi Mahkamah Konstitusi

mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan MK

33 Allan Fatchan Gani Wardhana. KPK Bukan Eksekutif”, https:/ pshk.uii.ac.id /2018/
02/kpk-bukan-eksekutif/ diakses tanggal 19 Juli 2021. Pukul 10:26 WIB
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012-016-019/PUU-1V/2006 tentang penyidik independent relevansi
dengan pengalihan pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara akan
dapat terjadinya mutasi antar pegawai penyidik di Kepolisian dan
Kejaksaan dalam kasus yang sedang ditangani  Komisi
Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas
Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengakibatkan kasus tersebut
mengalami tidak tepat waktu dalam pelaksanaanya.

Secara te(‘)ri.ti's, pevnulis menawarkan gagasan bahwa konsep
independensi kelembagaan KPK haruslah diukur dari relasi
kelembagaan dengan cabang kekuasaan yang lain. Semakin tidak
terkualifikasi dengan cabang kekuasan manapun, maka tingkat
indepedensinya secara institusional itu semakin tinggi karena
diberikan otonomi dalam pengelolaannya, baik secara fungsi, tugas,
kewajiban dan kewenangannya.

1.2 Teori Negara Hukum

Negara merupakan suatu bentuk kehidupan berkelompok yang
besar dengan” jumlah anggota yang: banyak sehingga dapat
digolongkan kedalam jenis secondary group.3*Menurut Aristoteles,
tujuan negara adalah kebaikan yang tertinggi bagi semua warga
negara,®*sedangkan menurut Plato, tujuan negara adalah kebahagiaan
warga negara3®.Agar negara dapat berdiri tegak dan dapat kokoh,

maka diperlukan instrumen yang menjadi landasan utama sebagai

% Soehino,1998, Iimu Negara, Liberty, Yogyakarta, him.185.
% Ibid,hIm.25
% Ibid,hIm.16
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kaidah penuntun dalam hidup bernegara.

Pendidikan dasar untuk membentuk bangsa yang tertib dan
masyarakat yang adil dan damai adalah adanya hukum dalam segala
bidang kehidupan manusia. Dalam mengatur suatu negara, hubungan
satu sama lain harus selalu berdasarkan hukum.®” Kaidah hukum
tersebut merupakan standar yang berasal dari mereka yang
bergabung dengan suatu kelompok yang disebut masyarakat dan
kaidah hukum‘ téréebut hﬂerupakan konsesus yang mulia.3®

Aturan-aturan yang terbentuk di masyarakat dan diakui dengan
baik 'di masyarakat secara otomatis berlaku di masyarakat.
Masyarakat yang menjadi salah satu alasan berdirinya suatu negara
memiliki banyak sekali kepentingan yang berbeda-beda, yang
merupakan faktor utama yang memerlukan hak untuk menjadi
panglima suatu negara.*Indonesia merupakan negara Yyang
mendukung supremasi hukum dalam rangka upaya penegakan hukum
sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat
dilihat dalam" Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
yang berisi ketentuan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara
hukum”. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang

memberlakukan hukum terhadap warga negaranya.

37 Hotma P. Sibuea, 2014, llmu Negara, Erlangga, Jakarta, him. 302.

% Ni’matul Huda, 2007, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Ull Press,
Yogyakarta, him. 197.

3 Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum Dalam Masyarakat, Graha Illmu,
Yogyakarta, him. 1
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Sejarah perkembangan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh dua
sistem hukum besar yang signifikan yang telah dibuat dan sebagian
besar digunakan di negara yang berbeda yakni Eropa Kontinental
dengan model civil law system yang dikenal dengan istilah
rechtsstaat dan Anglo Saxon dengan model common law system
dengan istilah rule of law. Gagasan hukum di Eropa Kontinental
yang dimotori oleh Emanuel-Kant dan Julius Stahl yang terdiri dari 4
(empat) komplon.e'n penﬁng, yakni:“°

1. adanya perlindungan hak-hak asasi manusia;

2. pembagian kekuasaan;

3. pemerintahan berdasarkan undang-undang;

4. adanya Peradilan Tata Usaha Negara;

Indonesia secara’ Keseluruhan lebih condong pada perangkat
hukum umum Eropa Kontinental yang dalam kerangka ini berpegang
teguh pada perkembangan legisme yang menyatukan persyaratan
hukum_ sehubungan dengan common law dan pedoman, di mana
aliran ini dimulai-bahwa hakim adalah-corong hukum atau hakim
dibatasi oleh undang-undang. relevan. Dalam negara hukum, ada
pembatasan kontrol negara atas rakyat. Negara tidak dapat bertindak
sewenang-wenang terhadap penduduknya dan dibatasi oleh hukum

(rechtstaat/hukum dan ketertiban).#* Dalam arti luas, rakyat

40| Dewa Gede Atmadja, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Setara
Press danAnggota IKAPI, Malang, him. 97.

41 Saldi Isra, 2006, Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,
AndalasUniversity Press, Padang, him 177.
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memiliki hak atas penguasa, bahwa perseorangan mempunyai hak
terhadap masyarakat.

Jadi pelanggaran hak individu harus diselesaikan kapan pun
diizinkan dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum. Negara
hukum baru menjadi suatu kenyataan, bila “hukum kenyataan”
sebagai keyakinan etis, yaitu keyakinan bahwa hak-hak nasional
dibatasi dan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya penting bagi rakyat.
Negara hukurh .a'dalahv negara yang mengakui bahwa pelaksanaan
kekuasaan negara harus selalu mengacu pada hukum yang berlaku.
Kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan total dari penguasa di
bawah hukum, tetapi juga berasal dari hukum dan berakar pada
hukum. Motivasi untuk menciptakan negara yang bergantung pada
hak adalah untuk menciptakan tuntutan dan kesetaraan di mata
rakyat. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Pancasila
termasuk sebagai media untuk menjaga harkat dan martabat
manusia.

Pancasila ‘digunakan dalam sistem hukum sebagai cara berpikir
dan sebagai acuan utama untuk mendukung persamaan semua arahan
hukum, dengan harapan bahwa semua standar hukum yang relevan
berpegang teguh pada tiga nilai prinsip utama yakni: sisi kepastian
hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.#’Dari sini dapat

dikatakan bahwa Pancasila sebagai falsafah dapat dikatakan sebagai

42 Soejono Soekanto, 2010, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta,hlm. 77.
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tolak ukur terpenting dalam dinamika pembangunan hukum di
Indonesia.

Menurut penulis paradigma teori negara hukum ini semestinya
dilakukan pemaknaan ulang agar sesuai dengan konteks
demokratisasi saat ini. Artinya, teori ini haruslah mengalami
penyempurnaan dengan menambahkan beberapa prinsip yang
dianggap esensial pada saat iniyaitu transparansi penyusunan
kebijakan yahg .r'nenyavngkut kepentingan rakyat, perlindungan dan
pemeliharaan hak-hak politik rakyat, demokratisasi, kesetaraan posisi
untuk membuka ruang kontestasi deliberatif dalam menentukan suatu
kebijakan yang berasal dari pemerintahan dan menyangkut
kepentingan strategis, thak, dan kewajiban dari yang diperintah.
Sehingga, makna negara hukum itu haruslah diperluas dari sifatnya
yang positivistik menjadi negara hukum dalam artian yang luas
(kontekstual). Dikarenakan, konsep dibalik teori ini justru
menunjukan  aspek etika dan moralitas dalam  pusaran
penyeleggaraan‘negara.

Jika dikaitan dengan teori dan konsepsi dibelakangnya, maka
pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi
Aparatur Sipil Negara seharusnya tidak berparadigma hukum pada
dirinya sendiri, melainkan klaim moralitas, etika, dan filosofi
pengalihan musti mendapatkan justifikasi yang kuat berdasarkan

asas-asas hukum. Sehingga, selaras dengan penjabaran konsep
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dibelakang teori hukum yang telah diuraikan sebelumnya, legitimasi
yudiris harus dibangun diatas legitimasi etis. Legitimasi etis inilah
yang berusahan dilacak menggunakan Teori Negara Hukum ini:
apakah pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN telah
sesuai dengan justifikasi filosofis yuridis (asas) yang dibangun ketika
dibentuknya KPK untuk pertama kalinya pada tahun 2002. Sehingga,
konsep negara hukum tersebut tidak hanya dimaknai secara formil,
namun melarhplji' hal ivtu, negara hukum juga harus mencerminkan
aspek materil/substansial demi mencapai tingkat keadilan yang lebih
substantif dalam merumuskan setiap kebijakan pemerintahan.

Selaras dengan itu, perlu diketahui bahwa negara hukum menurut
Ariestoteles adalah Kulminasi kebaikan yang tertinggi bagi semua
warga negara. Secara normatif, Kebaikan tersebut diatur dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah
negara hukum, dimana setiap perbuatan yang dilakukan penduduk
Indonesia maupun Asing harus sesuai dengan standar yang berlaku di
Indonesia. Bahkan; sebagai fakta hukum- sandingan, pengalihan yang
terjadi pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur
Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Tahun 1945, Setiap penduduk memiliki pilihan untuk bekerja
dan kehidupan yang menyenangkan bagi umat manusia dan di
perkuat dalam Pasal 28D ayat (2), Setiap orang memiliki hak

istimewa untuk bekerja dan mendapatkan kompensasi dan perlakuan
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yang wajar dan layak dalam hubungan kerja, yang mengakibatkan 57
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinonaktifkan. Teori
Negara Hukum mengehendaki due process of law-equality before
the law musti ditegakan. Apalagi menyandarkan pada argumentasi
due process, maka seharusnya pengalihan itu dilaksanakan sesuai
dengan standar pengalihan pada ASN.

1.3 Teori Strukturalisme

Paradigmd sﬁukturélisme menurut Levi Strauss, struktur yang
dibedakan menjadi dua macam yaitu struktur lahir atau struktur luar
(surface structure) dan struktur batin atau struktur dalam (deep
structure). Struktur luar adalah relasi-relasi antarunsur yang dapat
dibuat atau bangun berdasarkan ciri empiris dari relasi-relasi tersebut,
sedang struktur dalam adalah susunan tertentu yang dibangun
berdasarkan atas struktur luar yang telah berhasil dibuat serta
dipelajari. Struktur internal ini dapat diringkas dengan menganalisis
dan membandingkan berbagai struktur eksternal yang ditemukan atau
dibangun.*

Relevansi teori strukturalisme dengan pengalihan pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara
digunakan untuk melihat bahwa posisi KPK secara struktural dan
fungsional cenderung akan dibayangi oleh kebijakan-kebijakan

kekuasaan eksekutif sebagai chief of command-nya. Hal ini

4 http://digilib.uinsby.ac.id/19607/5/Bab%202.pdf diakses pada tanggal 24 Oktober 2021
pukul 01:33 WIB
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dikarenakan dalam pandangan strukturalisme entitas kekuasaan
eksekutif yang lebih tinggi dari institusi KPK yang sangat bersifat
hierarkis. ~ Sehingga, relasi kekuatan yang bersifat imanen
tersebut akan membentangkan sebuah sistem  birokratis yang
dilaksanakan menyerupai suatu “rantai komando”, dimana seluruh
pengaturan terkait pegawai KPK akan bergantung seluruhnya pada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (UU ASN) seéuai dengan asas lex specialis derogate lex
generale. Oleh karena itu, UU ASN menjadi acuan mendasar dalam
pertukaran status pegawai ini.
1.4. Teori Meritokrasi/Teori Sistem Merit

Konstruksi filosofisi dan meta-norma dibalik konsep Meritokrasi
adalah kehendak untuk menghadirkan subjek ~yang mampu
mengelola negara secara baik, kompeten, paling pandai, paling baik,
dan paling bijaksana. Hanya orang-orang yang memiliki
kompetensi dan prestasi saja yang mampu mewujudkan tujuan
negara Sebagai ~suatu bentuk derivasi kontrak sosial menuju
kesejahteraan absolut.**Memang meritokrasi memastikan birokrat
memiliki layanan pelayanan publik yang mumpuni, yakni birokrat
yang dapat menghasilkan rancangan program yang lebih tepat

sasaran dan mencapai hasil yang lebih optimal.**Meritokrasi

4 Ansgar Allen, 2011, Michael Young’s The Rise of the Meritocracy:A Philosophical
Critique,British Journal of Educational Studies, Volume 59, Issue 4, him. 367-382.

4 Castilla, Emilio J. and Stephen Benard,2010, The Paradox of Meritocracy in
Organizations.Administrative Science Quarterly, volume 55, issue 4, him. 543-576.
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bahkan  juga dipercaya  berkontribusi  untuk  mendorong
pertumbuhan ekonomi,* juga sebagai bentuk upaya mewujudkan
reformasi birokrasi secara radikal.*’

Mencapai masyarakat yang berkinerja berarti melakukan upaya
sistematis untuk menciptakan bangsa dan pemerintahan yang korup.
Darstrom percaya bahwa Achievement Society akan membantu
mengelola korupsi, —suap, —danpraktik tidak etis lainnya di
birokrasi.“SDe‘ng.ah 'demikian, meritoKrasi pada poros
pemerintahan merupakan suatu keharusaan agar pelaksanaan tujuan-
tujuan negara tidak hanya dilandasi dengan Kkriteria etis pejabat
publik, namun untuk mewujudkan tujuan yang lebih prioritas yaitu
optimalisasi pelayanan publik.*®

Merit merupakan dukungan utama untuk menerapkan tata kelola
yang baik dalam segala hal, termasuk penunjukan manajemen
pegawai negeri. Hal ini karena, sebagaimana dinyatakan
Woodard, manfaat dalam administrasi didasarkan pada pencapaian
keadilan, keadilan-dan kompensasi dalam pekerjaan publik (public

employment), bukan pada prinsip-prinsip politik, diskriminasi atau

4 E. Rauch & P.B. Evans, 2000, Bureaucratic structure and bureaucratic performance in
less developed countries, Journal of public economics, volume 75, issue 1, him. 49-71.

47 Fauzul Mubin and Ali Rozikin,2018, Meritocracy of Bureucracy in Indoesia,
International Journal of Social Science and Humanity, Volume 8, Number 8, him. 241-246.

4% Carl Dahlstrom, Victor Lapuente and Jan Teorell, 2012, The Merit of
Meritocratization: Politics, Bureaucracy, and the Institutional Deterrents of Corruption.
Political Research Quarterly, Volume 65, issue 3, him. 656- 668.

49 Steven van De Walle, 2003, Public Service Performance and Trust in Government: The
Problem of Causality, International Journal of Public Administration, Volume 26, Issue 9,
him. 891- 913.
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prioritas lainnya.%

Sistem merit sebagai kerangka legitimasi sebagai aturan utama
dalam praktik penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara
(ASN). Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur,
atau kondisi k.ec.at:atan.v

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 51 bahwa
manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Prinsip
sistem merit mensejajarkan aspek kompetensi = (competence),
kualifikasi  (qualification), prestasi kerja (performance), adil
(fairness), dan terbuka (open).

Saat mengangkat jabatan merit, nilai harus tetap dipertahankan
demi menjaga kepiawaian Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, di
Indonesia, konsep pay for performance "sangat komprehensif
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur
Sipil Nasional (UU ASN). Adanya regulasi ini menjadi harapan baru
bagi penerapan manajemen ASN untuk menciptakan ASN yang
kompeten, andal, dan berdaya saing melalui sistem manajemen

berbasis kinerja.

% Collen A. Wooddard , 2000, Merit in Principle,Merit in Practice: An Investigation
into  Merit-Based Human esources Management through the Lens of Title 5-exempt
Organizations Disertasion. Virginia Polytechnic Institute and State University, him. 12.
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Pasal 1 angka 22 UU ASN, sistem merit didefinisikan sebagai
kerangka legitimasi dicirikan sebagai pendekatan ASN dan
pelaksananya bergantung pada kemampuan, keterampilan, dan
eksekusi yang wajar dan masuk akal tanpa kualifikasi landasan
politik, ras, warna kulit, agama, permulaan, jenis kelamin, status
perkawinan, usia, atau cacat. Oleh karena itu, penyelenggaraan ASN
menggarisbawahi penyelenggaraan ASN dengan mendasarkan pada
kesesuaian anfar.a' kemémpuan pekerja dengan kemampuan situasinya
sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU ASN.

Teori sistem merit ini dapat dielaborasi dalam praktek Manajerial
ASN di Indonesia berdasarkan UU ASN dalam Pasal 51 juncto Pasal
1 angka 22 UU ASN 'bahwa manajemen ASN diselenggarakan
dengan sistem merit. Artinya sistem merit musti menjadi landasan
dalam melaksanakan upaya manajerial Aparatur Sipil Negara (ASN)
secara nasional. Mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Ruang lingkup dari
manajemen ASN ini menyusuri 14 aspek:

Dimulai dengan mempersiapkan dan mengidentifikasi kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan Kkarir, pola Karir,
promosi, transfer, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan sosial,
penghargaan, tindakan disiplin, PHK, pensiun dan pesangon, dan
keamanan. Menerapkan bisnis sesuai dengan 14 aspek ini (dari

penilaian kebutuhan hingga pensiun) dipandu dan dikaitkan dengan
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nilai yang dikembangkan dalam sistem Kinerja.

Artinya pertimbangan-pertimbangan ekstra legal dalam rangka
melaksanakan manajemen ASN wajib disingkirkan karena ASN
merupakan “perpanjangan tangan” negara sehingga harus bertindak
mengutamakan orientasi pelayanan publik.

Sehubungan dengan penerapan 14 bidang yang berlaku di atas,
maka dalam Peraturan Pemerintah-Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa pengelolaan
pegawai negeri sipil bersifat profesional, memiliki nilai fundamental,
memiliki etika profesi dan bersifat politis, tidak ada praktik
korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme.

Presiden selaku chief executive menjadi subjek yang berwenang
dalam pelaksanaan mmenetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS. Namun, Presiden dapat mendelegasikan
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS tersebut kepada menteri di kementerian,
pimpinan lembaga-di lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris
jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural,
gubernur di provinsi; bupati/walikota di kabupaten/kota. Dengan
demikian dapat dilihat bahwa struktur tertinggi dan mempunyai
wewenang dalam pengelolaan ASN berada di tangan Presiden.

Meskipun demikian, persilangan antara keterampilan

representatif dan kemampuan okupasi menjadi isu penting bagi
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kehadiran ASN yang menjadi sorotan publik. Salah satu
penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan manajemen ASN, yang
berdampak pada kurangnya kompetensi ASN. Peningkatan
persyaratan untuk mengatasi masalah umum yang dihadapi oleh
pegawai negeri, seperti;
1. Ketidakmampuan dalam mempraktikkan spoil system dan
sistem rekrutmen dan seleksi;
2. Struktur‘k.epegawvaian, terutama melihat kualitas dan serta
distribusi yang tidak bagus;
3. Tingkat produktivitas dan kecukupan seperti pelaksanaan
pekerja yang belum ideal;
4. Kerangka kerja dan contoh panggilan pekerja yang tidak jelas,
lugas, dan serius;
5. Tingkat kedisiplinan, etos kerja dan budaya kerja ASN masih
rendah.>!

Buruknya penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara
(ASN) selama ‘ini juga diperparah ~dengan adanya politisasi
organisasi dalam ranah administrasi, khususnya campur tangan
otoritas pejabat politik dalam penataan jabatan profesi ASN.

Seperti yang diungkapkan Dwimayanti, bahwa sepanjang
keberadaan organisasi pemerintahan Indonesia, sarat dengan

politisasi regulasi, di mana situasi pemerintahan tidak boleh

1 Ajib Rakhmawanto, 2018, Dikotomi Sitem Merit dan Poltisasi Birokrasi Dalam
Pengangkatan Jabatan Aparatur Sipil Negara”, Policy Brief, Nomor: 019-Mei 2018 , Pusat
Penngkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Nasional, him. 1-4.
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nonpartisan terhadap kekuatan politik yang bermain di otoritas
publik. Penataan jabatan ASN yang dipilih dan dimajukan tidak
didasarkan pada kerangka legitimasi melainkan karena politisasi
pemerintahan, bahkan evakuasi atau downgrade pun tidak dapat
dipisahkan dari seluk-beluk politisasi regulasi.>?

Kesulitan kerangka legitimasi dan politisasi sangat bernuansa
dalam setiap susunan ASN. Pemenuhan permintaan yang berbeda
dari pengaturén .p'osisi §ebagian besar masih meningkat untuk tujuan
politik, yang sebagian besar dilakukan dengan praktik
kepentingankorupsi, kolusi dan nepotisme.

Tanggung jawab dan integritas Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK) merupakan salah satu cara sukses menerapkan prinsip
kinerja dalam membangun jabatan ASN. Tujuan penerapan sistem
pendapatan adalah untuk menarik personel ASN yang andal dan
kompeten untuk memberikan dukungan profesional dalam pelayanan
publik. ASN sebagai pelayan public seharusnya tidak memihak dari
kekuatan politik. -Penataan ASN bersifat profesional tanpa mediasi
dari para pihak. Netralitas ASN, yang diatur dalam Pasal 255 Perpres
No. 11 Tahun 2016, yang melarang ASN menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik.

52 |da Hayu Dwimayanti, 2009, Netralitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik”,
Civil Service Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Pusat Pengkajian dan Penelitian
Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Vol. 3 Juni, Jakarta, him.12.
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Polaritas politik dalam penyelenggaraan negara harus dijauhi bagi
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemerintahan, harus dibuat
pembedaan antara otoritas yang melakukan kapasitas politik dan
kapasitas organisasi negara. Kapasitas politik adalah pembuatan
strategi atau pernyataan keinginan negara, sedangkan kapasitas
organisasi negara adalah eksekusi strategi. Politisasi birokrasi
hakikatnya pemerintahan berada di 2 (dua) sisi:

1. Berasai dari kélompok ideologis yang menjadi perantara

dalam organisasi;

2. Berasal dari pimpinan sebenarnya yang mempolitisasi
organisasi untuk kesejahteraan (kekuasaan) sendiri, namun
keduanya memiliki kepentingan yang sama, khususnya
untuk mempertahankan kekuasaan.>?

Sebagaimana ditunjukkan oleh Harold Crouch pengaturan
administrasi-di Indonesia mengandung 3 kualitas prinsip, khususnya,;
pertama, organisasi politik yang berlaku adalah administrasi; kedua,
lembaga politik lain seperti parlemen;: kelompok ideologis, dan
partai berada dalam kondisi lemah, sehingga mereka tidak dapat
menyesuaikan atau mengontrol kekuatan administrasi; Ketiga,
mayoritas di luar pemerintahan tidak aktif secara strategis dan
moneter, yang pada tingkat tertentu merupakan kelemahan kelompok

ideologis dan umumnya memperkuat organisasi.>

%3 |bid.
% 1bid.
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Analisis ini diperkuat bukan hanya karena kepentingan penguasa
politik yang dominan mewakili lembaga nasional disebabkan oleh
ketidakberdayaan masyarakat yang mengatur lembaga publik, tetapi
juga karena penguasa tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh
otoritas politik.Otoritas profesi ASN hanyalah objek kekuasaan
politik, sehingga mereka tidak bebas dalam menawarkan jenis
bantuan publik. Penataan jabatan ASN meniadakan kerangka
legitimasi yahg.l'ebih vbersifat politis dan mengakibatkan otoritas
ASN kikuk.

Selain itu, konflik kepentingan masih sering terjadi dalam
beberapa keputusan yang diambil oleh panitia seleksi berbagai
instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di
Indonesia, Spoil system akan tetap berlaku, yang merupakan
kebalikan dari merit sistem.>*Spoil system atau sering disebut
sebagai patronage system adalah Sistem penghargaan di mana
pemenang pemilihan parlemen memberikan penghargaan kepada
para pendukungnya. Dalam spoil systemini berarti pengangkatan
dan pemberhentian PNS tidak berdasarkan asas merit, tetapi
dibentuk oleh intervensi dan kepentingan politik. Benturan dalam
spoil system ini diperparah dengan adanya celah kelemahan dalam
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara.

% Pendapat dari Tutik Rachmawati dosen Ilmu Administrasi Publik tersedia di https://
unpar.ac.id/jalan-panjang-mewujudkan-meritokrasi-di-indonesia/ diakses pada tanggal 6
agustus 2021 pukul 00:59 WIB

45



Celah ini menyulitkan penerapan asas netral ASN (terutama pada
momen pemilihan anggota parlemen). Celah tersebut berupa
ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi
Kepegawaian Negara, yang menyebutkan bahwa pimpinan PNS
adalah kepala daerah, selain ketentuan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian pegawai negeri sipil. pegawai negri Sipil.
Menurut Konsultan Kepegawaian (PPK). Celah ini menyulitkan
ASN untuk mérﬁpraktikkan netralitas.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang yang mengabaikan larangan
tersebut diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN. Promosi
atau pengangkatan jabatan dilaksanakan secara selektif dengan
membentuk panitia seleksi yang independen dan melelui tahapan
seleksi.

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa promosi ASN dilakukan
berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi,
dan persyaratan-yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi
kerja, kepemimpinan, Kkerjasama, kreativitas, dan pertimbangan
dari tim penilai kinerja ASN dalam instansi pemerintah, tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan. Lebih

detailnya dapat diabsraksiakan sebagai berikut
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Gambar 1.1. Skema Pengalihan menjadi ASN berdasarkan

prinsip Merit Sumber: diolah sendiri, 2021
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Berdasarkan ske ‘a diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk
mengalihkan dan/ata 1mengangkat jabatan/pengawai pada suatu
instantsi musti bersifat objektif. Sistem merit menginginkan
pengisian  jabatan/kepegawaian harus tetap  mengacu pada
pertimbangan- pertimbangan yang objektif, kompensi, dan harus
diluar kép‘emiq\gah ﬁbl"fti]k; ‘—'P-a;i"'d'-é tltlklnllah uAn'.tuk)'Fnembangun ASN
yang ideal prinsip- prinsip ini harus dipegang agar ASN dapat

berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Kerangka Konseptual

Supaya tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul
yang dikemukan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep.

Konsep yang penulis maksud adalah:
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1. Pengalihan

Pengalihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu
proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian,
penukaran, dan pengubahan.®®Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2020, pengalihan adalah tata cara pengangkatan
staff Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai

menjadi pejabat pemerintahan
2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketentuan mengenai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
diatur dalam Bab Il tentang Pegawai Komisi, mulai Pasal 2 sampai
Pasal 8 Peraturan, Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan

Korupsisebagai berikut:

a. Pegawail Komisi Pemberantasan Korupsi adalah warga negara
Indonesia yang karena keahliannya dipilih sebagai pekerja

Komisi Pembeérantasan Korupsi:

b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan adalah pegawai yang
memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan
sebagaipegawai komisi pemberantasan korupsi. Pasal 39 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa Pegawai

Negeri yang ditunjuk sebagai Pegawai Komisi Pemberantasan

%6 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengalihan diakses pada tanggal 15 September 2021
pukul 20:00 WIB
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Korupsi antara lain instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Bahwa
Pegawai Negeri yang dipekerjakan tidak kehilangan statusnya

sebagai Pegawai Negeri.

Mengenai masa penugasan tertuang dalam Pasal 5 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005, Pegawai
Negeri Sipil yang dipekerjakan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi dapat menjabat hingga empat tahun dan hanya dapat
diperpe‘mja'ng selama satu tahun. Ketentuan penugasan
Pegawai Negeri telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor
103 Tahun 2012, bahwa penugasan dapat diperpanjang paling
lama 6 tahun dan 6 bulan sebelum masa penugasan berakhir,
para pimpinaniinstansi asal dan pimpinan komisi sangat perlu
dikoordinasikan. Untuk istilah Pegawai @ Negeri yang
dipekerjakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2020 di hilangkan menjadi Pegawai Negeri dan Pegawai tidak

tetap.
Pegawali tidak tetap

Pegawai tidak tetap adalah aparatur sipil negara yang
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan terikat kontrak
kerja untuk jangka waktu yang ditentukan. Buruh tetap tidak

dapat menduduki jabatan struktural Komisi Pemberantasan
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Korupsi.®’
3. Aparatur Sipil Negara
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah dan mendelegasikan tugas
dalam jabatan pemerintahan atau menjalankan tugas dalam
jabatan adrﬁi'nistravsi dan menerima imbalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan. SDM yang
berkomitmen untuk bekerja di instansi pemerintah dan bekerja di
lembaga pemerintahan lainnya.%®
4. Kinerja

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu
yang dibudidayakan, menunjukkan prestasi, kegunaan (tentang
perangkat keras). Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa
Inggris, yaitu dari kata performance. Kata performance berasal
dari kata" to  perform yang berarti —menampilkan atau
melaksanakan.

Menurut Rivai dan Basri, konsep kinerja adalah kesediaan
seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu

kegiatan dan menyelesaikannya sesuai dengan kewajibannya

5" Ermansjah Djaja, 2008, Memberantas Korupsii Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta,
him.239

%8 Pipit Rochijat Kartawidjaja, 2006, Pemerintah Bukanlah Negara, Baraka Grafika,
Yogyakarta, him.76.
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dengan hasil yang diharapkan.-590Ieh karena itu, kinerja
merupakan representasi dari hasil kerja seseorang yang
menggambarkan bagaimana mereka bekerja untuk mencapai
tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat diukur secara kuantitatif
dengan bagaimana seseorang terlihat atau bagaimana mereka
bekerja. Prestasi merupakan cerminan dari apa yang sedang
dikerjakan dan kem»udian dapat diekspresikan melalui perilaku
manusiaeo‘ |
Pencegahan dalam Pemberantasan Korupsi

Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu
proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, dan penolakan.
Andi Hamzah menyatakan bahwa kata “korupsi” berasal dari
bahasa latin yaitu™ “corruptio” atau “corruptus” yang kemudian
muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis
yaitu “coruption”, dalam bahasa Belanda ‘“korruptie” yang
selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia:
korupsi, yang dapat berarti suka disuap.5!

Pemberantasan korupsi memerlukan pemahaman bersama

tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan pemahaman

% Rivai, Veithzal dan Basri. 2005, Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk
Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. PT.Raja Grafindo
Persada. Jakarta, hIm.15

80 http://repository.uin-suska.ac.id/6979/3/BAB%2011.pdf diakses pada tanggal 22 Juli
2021pukul 10:52 WIB

81 Yopi Gunawan, Kristian, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi The
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia, (2020),Res Nullius Law Jurnal Vol. 2 No. 1 Januari, Fakultas Hukum Universitas
Komputer Indonesia,him.10
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yang sama, kita bisa tepat sasaran dan memberantas korupsi.
Ketiga teknik tersebut perlu dilakukan pada saat yang sama
dengan tujuan akhir membuat pemberantasan korupsi agar lebih
mudah dikelola.

Menurut Andi Hamzah®?, strategi pemberantasan korupsi bisa
disusun dalam tiga tindakan terprogram, yaitu Prevention, Public
Education dan Punishment. Prevention ialah pencerahan untuk
pencegaha‘n;. 'Publili< Education, yaitu Pendidikan masyarakat
untuk menjauhi korupsi dan Punishment, adalah pemidanaan atas
pelanggaran tindak pidana korupsi.

Korupsi umum terjadi di sektor swasta, tidak hanya dari
perspektif penegakan hukum, tetapi juga dari perspektif
pencegahan. Peralatan  kontrol yang digunakan dalam
pemberantasan korupsi juga biasa digunakan sebagai peralatan
deteksi dan pencegahan. Misalnya, ISO 37001 mengharuskan
sistem manajemen anti-korupsi diintegrasikan ke dalam budaya
perusahaan dengan menginternalisasi nilai-nilai.

Dengan demikian, sinergi antara kedua aspek dapat
terbangun. Selain itu, terdapat beberapa strategi pencegahan yang
perlu diperhatikan, di antaranya:%3

1. Sosialisasi dan edukasi ekonomi tanpa suap kepada pelaku

62 Andi Hamzah, 2006, Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him.249

83 https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Modul-4-Cara-Cegah-Korupsi-
Korporasi.pdf diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 10:43 WIB
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ekonomi dan sektor swasta
2. Penyusunan manual anti korupsi untuk bisnis dan sektor
swasta
Kampanye gerakan anti suap
Penandatangan pakta anti suap pada setiap kontrak bisnis
5. Implementasi sistem pengelolaan anti Suap dan whistle
blowing system

W

G. Metode Penelitian Hukum
1. Metode, Tipe Penulisan, dan Sifat Penelitian
a. Metode Penelitian Hukum

Penelitiah .h'ukum adalah proses menemukan hukum dalam
kegiatan pemerintahan pada masyarakat hukum, dalam hal ini
berkaitan dengan ditegakkannya masing-masing aturan dan
komentar yang menjelaskan dan menganalisa aturan-aturan
tersebut.®* Pernyataan di atas adalah pendapat Moris L.Cohen dan
Kent C.Olson, yang menitik beratkan kepada studi kasus terhadap
berjalannya sebuah aturan di suatu Negara yang berpengaruh
kepada pemerintahan dan masyarakat hukum.

Menurut  Soerjono  Soekanto dan Sri  Mahmuji%®metode
penelitian “hukum adalah, pertama dengan memaparkan ilmu
tentang kaedah hukum atau normwissenschaft yakni membahas
masalah-masalah berkaitan dengan perundang-undangan dengan

perumusan kaidah hukum, dalam hal ini dikaji adalah kaedah

& Diterjemahkan dari Buku Morris L.Cohen and Kent ¢.Olson,1992, Legal research in a
nutshell, ST Paul, Minn, West Publishing co, United State, him.1 ; Legal research..., is
process of finding the law that governs activities human society, dilanjutkan... It involves
locating both the rule which are enforced by the state and commentaries which explain or
analyze these rules.

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, him.3
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hukum yang abstrak dan yang konkrit. Di samping itu ilmu hukum
tentang keadah juga menganalisa tugas dan kegunaan kaedah-
kaedah tersebut.

Kajian kedua yang berkaitan dengan ilmu tentang pengertian
pokok dalam hukum dinamakan begriff wissenschaft yaitu kajian
tentang masyarakat hukum, subjek hukum hak dan kewajiban,
peristiwa hukum, hubungan-hukum, serta objek hukum. Kedua hal
diatas didaséri. OIehdbkmatik hukum yang bersifat teoritis rasional,
kemudian ilmu kajian hukum yang ketiga disebut sebagai ilmu
kenyataan hukum atau tatschenwissenschaft, yang mencakup
beberapa cabang kajian hukum yakni sosiologi hukum, antropologi
hukum, psikologi hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan pendapat di atas maka penelitian hukum adalah
penelitian tentang berlakunya sebuah aturan hukum di suatu
Negara, yangmana dapat dianalisa secara ilmu hukum yang bersifat

dokmatik dan ilmu hukum yang bersifat kenyataan

. Tipe Penulisan

Tipe Penulisan yang dilakukan adalah penulisan doktrinal hukum,
yaitu melakukan komentar dan analisa terhadap doktrin-doktrin
hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan
perundang- undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku
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manusia yang dianggap pantas.®®Pendekatan yang dilakukan dalam
penelitian hukum yang utama dilakukan adalah pendekatan
normative dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:
1.1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan
dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan
diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi
fokus .sekaligusvtema sentral dalam penelitian ini. Tentunya
pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua undang-
undang yang terkait dengan masalah hukum yang sedang
diselidiki, terutama yang terkait dengan  Komisi
Pemberantasan. Korupsi dan putusan- putusan Mahkamah
Konstitus. Selain itu, pendekatan ini secara spesifik digunakan
untuk melacak justifikasi normatif (ratio legis) norma UU KPK
2002 yang mengualifikasikan KPK sebagai lembaga yang tidak
dapat digolongkan pada cabang kekuasaan konvensional.
Sehingga, hasil identifikasi menggunakan statue approach ini
linear akan menemukan alasan kuat mengapa status kepegawaian
KPK itu tidak diletakan sebagai Pegawai Negeri Sipil Aparatur

Sipil Negara.

 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him.118
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1.2. Pendekatan Sejarah (historical approach)

Pendekatan sejarah sangat membatu peneliti untuk
memahami  filosofi aturan hukum dari waktu ke
waktu.’Mengingat konsiderans huruf b Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, lembaga-lembaga negara yang
menangani kasus-antikorupsi efektif dalam menghilangkan
akar k.or.u'psi yvang membentuk antikorupsi, terbukti tidak
bekerja secara efisien (Polisi dan Kejaksaan). Komisi
Pemberantasan  Korupsi  hadir  untuk  mengembalikan
kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum
Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, sesuai dengan undang-undangnya
dibantu oleh Sekretariat Jendral yang dipimpin oleh Seorang
Sekretariat Jendral, yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden, ~yang secara teknis bertanggung jawab kepada
pimpinan KPK. Format kepegawaiannya kemudian menjadi
bebas karena ada ketentuan tentang kepegawaian diangkat
berdasarkan keahliannya menjadi pegawai KPK yang diatur
lebih lanjut dengan Keputusan KPK, dalam hal ini tidak ada

ketentuan dalam format kepegawaian KPK menjadi Aparatur

%7 1bid,hIm.76
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Sipil Negara.

Namun, setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 36/37/40/PUUXV/2017, kesamaan antara KPK
dan kepolisian telah mengubah posisi Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) di ranah eksekutif. Maka, lahirlah pengertian
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang — Nomor 19 Tahun 2019, Komisi
Pembefahtasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun
kekuasaan eksekutif, maka lahirlah peraturan delegasi telah
terbentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana | Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil
Negara.

1.3. Pendekatan ilmu hukum doktrinal (law in books approach)
Dalam peraturan perundang-undangan (law in books)
atau sebagai aturan atau norma yang mengukur perilaku
manusia" yang dianggap tepat.%®Dalam hal ini terkait teori
hukum, azaz-azaz hukum, sistem hukum, logika hukum,
perbandingan hukum, dan sistematika hukum yang
berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Penulis mengidentifikasi bahwa relevansi pendekatan ini

akan digunakan untuk melihat bahwa apa yang menjadi dasar

% bid, hIm.118
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konseptual dan asasnya ketika KPK dibentuk dan digolongkan
diluar cabang kekuasaan konvensional. Begitupun dengan
status kepegawaian KPK, apa yang menjadi dialektika para
perumussecara teori dan asas mengapa pegawai KPK itu tidak
dikualifikasikan saja sebagai ASN/PNS ketika dibentuk
pertama kalinya. Tentu, perdebatan ini yang akan menjadi
episentrumnya - karena —setiap _norma hukum mempunyai
justifik‘as.i filosofis- historis mengapa dibentuk seperti itu.
1.4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Metode perbandingan adalah teknik untuk pemeriksaan
dengan mengarahkan setidaknya dua objek studi untuk
menambah dan; memperluas informasi tentang item yang
diminati.®®

Perbandingan ini membandingkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Komisi Pemberantasan
Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020
tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Selain itu, komparasi
ini akan menyentuh aras yang lebih esesnsial yaitu
memperbandingkan norma antara Undang-Undang KPK
Tahun 2002 dan Undang-Undang KPK Tahun 2019,

khususnya pengaturan dari tipologi/status kepegawaian diantara

8 Sjachran Basah,1994, llmu Negara, Citra Adhitiya Bakti, Bandung, him.7
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keduanya secara lebih mendalam.
c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris, Penelitian ini merupakan
menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu
teori atau hipotesa-hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian
yang ada. Penelitian ini bertujuan menguji hipotesis-hipotesis
tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai
variable yang di’teliti.v

Jadi penelitian eksplanatoris baru dapat dilakukan, jika
informasi- informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup
banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada
berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis
tertentu.’®

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan bagaimana
perubahan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi
Aparatutr  Sipil Negara untuk mendukung Kkinerja Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam pemecegahan dan pemberantasan
korupsi.

2. Sumber Bahan-Bahan Penulisan
Penulisan dilakukan adalah penulisan hukum doktrinal maka jenis
data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan berupa

dokumen- dokumen resmi, hasil penelititan yang didapat melalui studi

™ Ishag, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta
Disertasi, CV.Alfabeta, Bandung, him.20
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kepustakaan Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan

disistematisasi.”*Selanjutnya data-data yang didapat dirangkum

menjadi bahan hukum, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan
berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer
ini terdiri dari :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

b. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi
Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN)

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana sudah diubah
menggunakan Peraturan Pemerintah. Nomor-103 Tahun 2012
mengenai Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi
Pemberantasan Korupsi

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil
Negara

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil.

i. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

I Ronny Hanitijo Soemitro,1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri,
Ghalialndonesia, Jakarta, him. 9
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2.

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

j- Keppres Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim
Pemberantasan Korupsi

k. Putusan Perkara Mahakmah Konstitusi Nomor 006/PUU-
1/2003 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

I.  Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Pemberantasan Korupsi

m. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
PemberantasanikKorupsi

n. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil
Negara

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan atau Kketerangan-keterangan mengenai peraturan
perundang-perundangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh
para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang
dipublikasikan, makalah, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.”
Bahan hukum tersier, adalah materi yang memuat petunjuk dan
penjelasan: materi “yang—berkaitan 'dengan- ‘hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari:
a. Kamus Hukum

b. Kamus Bahasa Indonesia
c. Kamus Bahasa Inggris

3. Pengelolahan Bahan Hukum Pengelolahan tersebut antara lain :

2 Soejono dan Abdurrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,

him.57
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a. Mengolah falsifikasi kaedah hukum berdasarkan keserasian
antar kaedah. Contohnya mengkoreksi keserasian antara perintah
sang pencipta dengan diri manusia dapat juga mengkoreksi
keserasian diri manusia dengan nuraninya.

b. Mengelola Sistematika Hukum”™bahwa hukum terdiri dari
subsistem. Subsistem hukum yaitu mengklarifikasi hukum
berdasarkan objek kajiannya.

C. Kemudiah .meredijksi bahan hukum tersebut sesuai dengan
tujuan dari Penelitian

4. Penganalisaan penulisan
Dikarenakan tipe penulisan yang akan dilaksanakan adalah
penulisan hukum doktrinal maka metode yang dilakukan untuk
menganalisa keadah hukum yang berlaku adalah metode interprestasi
hukum yang bertujuan untuk membagun keadah hukum baru (legal
finding), setelah dilakukan komentar-komentar tentang ajaran yang

melandasi norma hukum.

5. Penarikan Kesimpulan

Metoda yang digunakan adalah metoda deduktif rasional,
menggunakan penarikan kesimpulan berdasarkan dalil-dalil yang berlaku

umum untuk merumuskan jawaban permasalahan dan kesimpulan tesis.

"3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, op.cit, him.71
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BAB Il
RUANG LINGKUP PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA

A. Komisi Pemberantasan Korupsi
1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi di Indonesia telah mendarah daging dan diatur di semua lapisan
masyarakat; termasuk: di kalangan ‘Hakimy Jaksa, dan-organisasi Kepolisian.
Pencemaran yang terjadi dengan sengaja dan pada umumnya bukan hanya
merupakan suatu bahaya dan penyerangan yang menghambat keuangan
negara tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan moneter
masyarakat secara luas sehingga korupsi tidak lagi dapat digolongkan
sebagai kejahatan biasa melainkan sebagai kejahatan luar biasa atau extra-
ordinary crimes.

Penanggulangan korupsi seperti ini saat ini tidak hanya dapat dilakukan
dengan cara-cara biasa, tetapi-harus dilakukan dengan cara-cara yang belum
pernah terjadi sebelumnya dan' tidak'lazim: Teknik-teknik otorisasi hukum
yang teratur telah terbukti kurang baik, sehingga diperlukan sebuah badan
otonom dan dibebaskan dari dampak kemampuan apa pun untuk mencegah
dan menghancurkan kekotoran batin secara total hingga ke fondasi yang
mendasarinya. Isu yang menyertainya adalah bagaimana membuat suatu
jabatan yang mandiri dan terbebas dari pengaruh kekuatan apapun dan
memiliki keahlian yang luas dan efektif dalam melakukan pemberantasan

korupsi secara efisien dan tanpa batas. Berdasarkan pemikiran tersebut,
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maka Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dibentuk harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut: "

a.

siap membina organisasi yang solid dan memperlakukan lembaga yang
ada sebagai mitra yang membantu dengan Polisi dan Kejaksaan
sehingga pemberantasan korupsi dapat diselesaikan dengan praktis dan
berhasil.

tidak menyudutkan kewajiban-dan penyelidikan, penyidikkan, dan
penuntutan U '

harus berfungsi sebagai pemicu dan penguatan institusi yang telah ada
dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism)

harus berfungsi sebagai watchdog terhadap institusi yang telah ada,
dan jika perlu dan dalam keadaan tertentu mengambil alih tugas dan
wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (superbody)
harus menjadi lembaga negara yang mandiri dan terbebas dari
pengaruh kekuasaan apapun, dan;

anggota komisi harus diberi status Pejabat Negara.

Dapat disimpulkan pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi yang

terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi

Pemberantasan Korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi adalah

organisasi negara yang dalam melaksanakan kewajiban dan keahliannya

bersifat otonom dan terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun.

Situasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berubah sejak

74

https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/105 diakses pada tanggal 30 Agustus 2021

Pukul 00:20 WIB
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ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/37/40/PUU-
XV/2017, temasuk ke dalam rumpun eksekutif dikarenakan kesamaan
KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang mejalankan fungsi dan
wewenangnya yang berada di ranah eksekutif serta KPK dianggap sebagai
lembaga pelaksana undang-undang yang dikategorikan ke dalam lembaga
eksekutif.

Putusan ini menegaskan bahwa KPK sebagai bagian dari kekuasaan
eksekutif dapat r‘ne.njadi obyek penggunaan hak angket Dewan Perwakilan
Rakyat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal independensi dan
bebasnya Komisi Pemberantasan Korupsi dari pengaruh kekuasaan
manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Maka,
lahirlah pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi
adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang
melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini, yang diperkuat dalam Pasal 3
Undang - Undang:Noemor 19 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun.

2. Sturuktur Organisasi dan Manajemen Komisi Pemberantasan Korupsi
Struktur hierarkis saat ini menghadapi pergantian peristiwa yang sangat
cepat, terutama tentang perkembangan baru yang tidak dapat dihindari.

Perbaikan ini terjadi di Indonesia di tengah transparansi yang muncul seiring
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dengan derasnya demokratisasi di masa perubahan, tumbuh kesadaran
bahwa pejabat negara tertentu di tingkat utama seperti TNI, Polri,
Kejaksaan, dan bank nasional harus tumbuh bebas.”

Pada tingkat kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan
lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman,
Komisi Pengawasan Persaingan-Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), dan iain sebvagainya.76

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan
bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi secara profesional, intensif
dan berkelanjutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan badan
nasional yang independen dan tidak memiliki kewenangan dalam
menjalankan kewajiban dan kewenangannya.’’

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi idak berencana untuk
mengambil alih kendali atas upaya pemberantasan korupsi dari
organisasi- organisasi-saat ini. Sebut saja Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung. Lagi-lagi, seperti yang
diungkapkan dalam klarifikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
Komisi Pemberantasan Korupsi berperan sebagai komponen pemicu

Artinya, Komisi Pemberantasan Korupsi berperan sebagai pendorong

5 Ni’Matul Huda,2011, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta,hlm.221

6 1bid, him.222

T https:/flwww.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi  diakses
padatangal 28 Januari 2021 pukul 06:15 WIB
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agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang ada
menjadi lebih berhasil dan mahir.

Dalam pergantian peristiwanya, baik Kepolisian Republik Indonesia
maupun Kejaksaan Agung telah menggarap pameran mereka dalam
pemberantasan korupsi, ini bukan "bahaya" bagi Komisi Pemberantasan
Korupsi. tak disangka, itu benar-benar tanda Kkerja sistem triger
mechanism yang diamanatkan-Undang-Undang’®. itu benar-benar tanda
kerja sistem pemicd 'sepertvi yang diperintahkan undang-undang. Komisi
Pemberantasan Korupsi memiliki desain hierarkis dalam pemberantasan
dan pencegahan korupsi yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 meliputi:

1) Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi
Pemberantasan Karupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi.

2) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membawahkan 4 (empat) bidang yang terdiri atas:

a. Bidang Pencegahan;

b. Bidang Penindakan;

c. Bidang Informasi dan Data; dan

d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

3) Bidang. Pencegahan sebagaimana: dimaksud pada ayat (2) huruf a
membawahkan:

a. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara;

b. Subbidang Gratifikasi;

c. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan

d. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

4) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
membawahkan :

a. Subbidang Penyelidikan;
b. Subbidang Penyidikan; dan
c. Subbidang Penuntutan.

"Bhttps://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/04-Modul-Kelembagaan-KPK
UMUM_OK.pdf diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 13:02 WIB
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5) Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ membawahkan:

a. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;

b. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;
c. Subbidang Monitor

6) Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyaraka
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahkan:
a. Subbidang Pengawasan Internal;

b. Subbidang Pengaduan Masyarakat.

7) Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang
Penuntutan, masing-masing membawahkan beberapa Satuan Tugas
sesuai dengan kebutuhan subbidangnya.

8) Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing
Subbidang_ sebagaimana dimaksud pada ayat(2),-ayat (3), ayat (4),
ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mekanisme pemilihan dan pengangkatan pimpinan  Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Seleksi dan pengangkatan calon
pimpinan KPK dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh
pemerintah, yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.”

Sistem perekrutan pimpinan KPK dilakukan dengan mengedepankan
asas transparansi dan keterlibatan masyarakat. Selain harus memenuhi
persyaratan untuk menjadi,.calon ‘pimpinan KPK juga-harus melalui uji
kelayakan (fit and proper test) dilakukan olen Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dan kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia®

" Muhammad Beni Kurniawan,2018, Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR dalam Memilih
PimpinanKPK), Jurnal llmiah Kebijakan Hukum, V12.137-150, him.141

8 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih,2016, Pendidikan
Antikorupsi “Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik”, Sinar Grafika, Jakarta, him.161
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Calon terpilih akan diajukan oleh Ketua DPR kepada Presiden Republik
Indonesia dalam waktu 7 hari kerja setelah berakhirnya pemilihan dan harus
disetujui oleh Presiden dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal tersebut.
Pemberhentian pimpinan KPK diatur dalam pasal 32 Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan “pimpinan KPK dapat berhenti
atau diberhentikan karena meninggal dunia, berakhir masa jabatannya,
menjadi terdakwa karena melakukan-tindak pidana kejahatan, berhalangan
tetap atau secara‘térUs-mevnerus selama 3 bulan atau lebih tidak dapat
melaksanakan tugas, mengundurkan diri atau menerima sanksi.

Aturan tentang desain struktur organisasi komisi antikorupsi bertujuan
untuk memastikan bahwa masyarakat umum dapat terus berpartisipasi
dalam kegiatan dan langkah-langkah komite antikorupsi dan program aksi
publik dapat dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Kinerja komite
antikorupsi dapat dipantau oleh masyarakat luas.

Struktur organisasi Komisi Pemberantasan -~ Korupsi mengalami
perubahan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari :

a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;

b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima)
orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Dewan pengawas dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas
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dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.Sistem perekrutan dewan
pengawas sama dengan perekrutan Pimpinan KPK yang mempunyai jabatan
selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama
hanya untuk | (satu) kali masa jabatan serta membuat laporan kinerja
pekerjaan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan ini
disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia. Manajemen Komisi Pemberantasan Korupsi
masih menggunak‘an Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi. Sistem manajemen
meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut:

perencanaan sumber daya manusia;

rekrutmen dan seleksi;

pendidikan dan pelatihan;

pengembangan sumber daya manusia;

manajemen kinerja;

kompensasi;

hubungan kepegawaian;

pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja; dan
audit sumber daya manusia.

—SQ@ o o0 T

Selama membangun KPK, tidak kalah pentingnya adalah sumber daya
manusia yang akan: memimpin dan menangani KPK sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem
Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, terdiri
dari Pegawai Tetap, Pegawai Negeri Sipil yang diberdayakan (Polri dan
Kejaksaan) dan Pegawai Tidak Tetap.

Bagaimanapun, pengaturan ini telah berubah sesuai dengan ditekannya

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ruang lingkup pengalihan Pegawai
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Komisi Pemberantasan Korupsi diubah dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, meliputi:

a. Pegawai Tetap, Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2020, Pegawai Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang
selanjutnya disebut dengan Pegawai Tetap adalah Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsiyang -memenuhi memenuhi persyaratan
ditetapkan dar.]' diangkat oleh Pimpinan ~Komisi Pemberantasan
Korupsi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi

b. Pegawali Tidak Tetap, Pasal 1 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2020, Pegawail Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi
yang selanjutnya disebut dengan Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai
komite antikorupsi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan
terikat kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

ketentuan komite anti korupsi.

3. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 dikaitkan dengan teori The New Separation
of Power (Pemisahan Kekuasaan Baru) oleh Bruce Ackerman, bahwa
kedudukan Komsi Pemberantasan Korupsi tidak masuk kedalam ranah
eksekutif, legislatif, yudikatif melainkan diluar dari ranah tersebut sesuai

dengan semangat kerangka sistem penegakan hukum yang kini ada, tanpa
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perlu menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih dengan tugas dan
wewenang instansi penegak hukum yang lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membangun organisasi yang
kokoh, dengan menganggap landasan-landasan pelaksanaan hukum yang
ada sebagai counterpartner yang bersifat restriktif, sehingga pemberantasan
korupsi dapat dilakukan secara efesien dan efektif. Untuk mencegah agar
tidak terjadi kerancuan dan-sekaligus menghindari duplikasi kewenangan
dengan Kepolisiah dan Kejaksaan., maka perkara korupsi yang menjadi
kewenangan komisi adalah tindak pidana korupsi yang:

a. Keterlibatan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah, serta
orang lain yang terlibat dalam tindak pidana korupsi oleh aparat
penegak hukum atau pejabat pemerintah.

b. menarik perhatian publik dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu
milyar rupiah).

Pengangkatan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi serta misi dan
kewenangan luas komisi harus tetap didasarkan pada prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik, antara lain: asas kepastian hukum, transparansi,
akuntablitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 mengalami perubahan karena adanya penataan
kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Di mana
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dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah
kekuasaan eksekutif. Hal ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi
jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan
(executive power).

B. Lembaga Negara Independen

1. Konsep Lembaga Negara'lndependen

Istilah Iembagﬁ négara atau badan swasta atau lembaga masyarakat,
atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non pemerintahan yang
dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-
Governmental Organization (NGO’s). Lembaga Negara itu dapat berada
dalam ranah legislatif, yeksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat
campuran.®?

Konsep lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut
staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga
negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia , arti kata “lembaga” sebagai :

a. asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu);

b. bentuk asli (rupa, wujud);

c. acuan, ikatan;

d. Badan hukum atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan

penelitian ilmiah atau praktik perdagangan.

8 Jimly Asshiddigie, 2006, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat
Jenderaldan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, hIm.27
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e. membentuk pola perilaku yang terdiri dari interaksi sosial
terstruktur.

Secara hipotetis, ide bebas pembentukan negara dapat diikuti dari
beberapa atribut dan contoh yang ada. Misalnya, terkait pengunduran diri
dari jabatannya, yang harus diselesaikan dengan alasan dan teknik yang
diatur dalam undang-undang dasar pengaturannya, inisiatif orang agregat,
jumlah individu administrasi-—ganjil, - dengan topik jam kemajuan.
kewenangan dilakukan tidék pada saat yang bersamaan, namun dengan
menggunakan contoh yang mengagumkan.

Riwayat kelahiran lembaga-lembaga negara independen di Indonesia
dimulai setidaknya pasca-Reformasi 1998. Sebagaimana diketahui, Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 pra-amandemen, menganut pola pembagian
kekuasaan model divison of powers yang diajarkan oleh Montesquieu.
Dalam pola ini, kekuasaan rakyat dituangkan ke dalam Majelis
Permusawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara tertinggi negara,
yang kemudian memberikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi
negara. Akibatnya,  lembaga-lembaga negara 'yang independen kurang
mendapat ruang untuk berargumentasi dalam bentuk UUD 1945.

Mengikuti Perintah Eksekutif tanggal 5 Juli 1959, dengan disahkannya
UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara, semakin banyak ruang
untuk tumbuhnya lembaga-lembaga negara yang merdeka di luar
pemerintah, legislatif, dan yudikatif. Namun pada kenyataannya, muncul

fenomena baru dalam pembentukan lembaga publik nondepartemen, yang
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hadir 15 di antaranya:

a.

b.

h.

Lembaga Administrasi Negara (Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun
1971)

IImu Pengetahuan Indonesia (Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun
1967)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Keputusan Presiden
Nomor 60 Tahun 1967)

Badan Urusan Logistik (Keputusan Preiden Nomor 11 Tahun 1972)
Kejaksaan Agung (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972)
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Peppres Nomor 24
Tahun 1963 dan Keppres Nomor 263 Tahun 1961)

Biro Pusat Statistik (WU Nomor 7 Tahun 1960 dan PP Nomor 16
Tahun-1968). .,

Dan lain-lain.%?

Salah satu pendekatan yang paling menarik untuk menilai klasifikasi

lembaga pemerintah yang independen adalah dengan mengidentifikasinya

dalam peraturan perundang-undangan yang mendasari pendiriannya.

Pendekatan ini berarti ada lembaga negara yang independen, tetapi

pembentukannya hanya menggunakan beleid pemerintah, yakni Peraturan

Pemerintah atau bahkan Peraturan Presiden.8

2. Analisis Faktor Atas Kelahiran Lembaga Negara Independen

a. Reformasi pendekatan neo-liberal, yaitu: Dalam konteks ini, keberadaan

komite negara yang independen merupakan bagian dari upaya kuat

untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, yang mengkritik negara

karena perilaku korup dan dengan demikian menarik kekuasaan negara

kepada rakyat melalui pembentukan komite independen. Artinya, peran

program reformasi ala neoliberal setidaknya merupakan bagian dari

proses eksistensi sebuah badan negara yang independen. Bukan dalam

82 Zainal Arifin Mochtar, op.cit, him.2-4
8 Ibid. hIm.62
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konteks positif atau negatif peran ini, namun setidaknya menunjukkan
bahwa konsep good governance merupakan salah satu pola yang
mereduksi peran negara melalui keberadaan komite negara independen
itu sendiri.;

. kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu, yaitu syarat-syarat
migrasi yang memerlukan sesuatu yang khusus yang dapat menunjang
kebutuhan migrasi tersebut

kebutuhan peréebatan démokrasi, Artinya, transformasi demokrasi yang
lebih partisipatif yang mendorong eksistensi lembaga negara yang
mandiri baik dalam kinerja misi khusus yang sebelumnya dimiliki oleh
negara maupun misi khusus pengawasan negara.;

. bagian pencitraan Kekuasaan, yaitu Negara menciptakan sistem
kenegaraan baru, seperti‘paradigma bahwa kekuasaan negara tetap dapat
berjalan atas dasar kemauan pemerintah untuk berbenah. Bahkan,
perbaikan yang dilakukan memiliki agenda tertentu dan biasanya sejalan
dengan tujuan yang ingin dicapai;

Mengurangi misi lembaga penyelesaian sengketa warga negara, yaitu
negara menginginkan lembaga negara independen untuk mengurangi
perselisihan langsung antara negara dan warga negara, dan warga negara
terlebih dahulu berurusan dengan lembaga negara.;

adanya kekecewaan terhadap lembaga lama, yaitu faktor ini akibat dari
tingginya tingkat kekecewaan terhadap lembaga negara lama yang telah

ada sebelumnya. Artinya salah satu tampak adalah berbagai kemuakan
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terhadap lembaga lama, yang bekerja tetapi gagal memberikan hasil

yang diharapkan. Belum lagi, kondisi lembaga lama yang dianggap

penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

g. ketergesa-gesaan dalam legislasi, yaitu untuk melakukan spesifikasi
pengurusan hal tertentu dalam rangka capaian kinerja tertentu. Berbeda
dengan lembaga negara klasik (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) yang
mengurusi semua hal, dalamkaitan dengan wilayah masing-masing
cabang, maka ‘ko.misi nevgara independen erat kaitannya dengan satu hal
tertentu. Kemudian menjadi model campuran, yang berarti juga
mengerjakan hal-hal yang menjadi ciri kekuasaan eksekutif, legislatif
dan yudikatif.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa keberadaan lembaga negara yang
merdeka ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh krisis kepercayaan terhadap
lembaga negara yang ada. Krisis kepercayaan diri ini tidak hanya
dimonopoli oleh masyarakat umum tetapi juga oleh elit politik.

Keberadaan lembaga negara yang mandiri juga karena adanya keterbukaan
yang mendukung ’pelibatan’ kepentingan ~dan " tuntutan publik melalui
modernisasi, serta perubahan sosial politik masyarakat yang sebelumnya tidak

sepenuhnya teragregasi oleh lembaga negara yang ada.®*

8 Laurensius Arliman $,2020, Jurnal Kedudukan Lembaga Negara Independen Di
Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum,Sekolah Tinggi Ilimu Hukum
Padang,Padang, him.1034
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C. Aparatur Sipil Negara dan Ruang Lingkup Tempat Kerja

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil
Negara adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil yang
memiliki kontrak kerja untuk bekerja pada instansi pemerintah. Pengertian
pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian‘K.e'rja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pengertian Aparatur Sipil Negara menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia yaitu aparatur, hegara merupakan alat kelengkapan negara,
terutama = meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
kepegawaian, yang bertanggung jawab untuk menggerakkan roda
pemerintahan sehari- hari.®®
Menurut Mahfud M.D pengertian ASN dalam buku Hukum
Kepegawaian terbagi dalam 2 bagian, yaitu:8
a. Pengertian Stipulatif
Pengertian stipulatif terdapat dalam Pasal 1 angka (3) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Warga Negara Indonesia yang

memenuhi persyaratan tertentu diangkat oleh kantor pembina

8 https://jagokata.com/arti-kata/aparatur.ntml diakses pada tanggal 22 Juli 2021 Pukul
19:31 WIB

8 Sri Hartati, et.al, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
him.32
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kepegawaian sebagai pegawai ASN purna waktu pada jabatan
pemerintahan. Definisi ini berlaku untuk penegakan semua
peraturan personel dan umumnya untuk penegakan semua
peraturan perundang-undangan lainnya, kecuali ditentukan lain.
b. Pengertian Ekstensif
Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang
sebenarnya bukan Aparatur-Sipil Negara menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahu.n'2014,v tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan
diperlakukan sama dengan pegawai negeri, artinya selain pemahaman
kondisional, ada pemahaman yang hanya berlaku untuk hal-hal
tertentu.
2. Struktur Organisasi dah Manajamen Aparatur Sipil Negara
Struktur organisasi Aparatur Sipil Negara diatur dalam. Pasal 1 ayat
(1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Badan
Kepegawaian  Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang-berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014, mempunyai tugas pemerintahan di bidang manajemen
kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

dan Pasal 3, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 2, Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

K.

Membuat dan menetapkan pedoman profesional di bidang
manajemen sumber daya manusia;

penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun,
serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
Pengelolaan pensiunnan, Pejabat Negara dan mantan Pejabat
Negara;

penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
penyelenggaraan pengawasan dan  pengendalian  pelaksanaan
manajemen kepegawaian;

penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi PNS;
penyelenggaraan dan - pengembangan sistem rekrutmen Pegawai
Negeri-Sipil. -

penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
pelaksanaan bantuan hukum;

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen
kepegawaian;

Mempromosikan dan mengelola dukungan manajemen untuk semua
unit organisasi di lingkungan BKN; dan

pengawasan atas pelaksanaan tugasnya

Struktur Organisasi ‘Badan Kepegawaian Negara dalam Pasal 4
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014, BKN
terdiri atas :

Kepala;

Wakil Kepala;

Sekretariat Utama;

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi;

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;

10. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara,;
11. Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;

12. Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara;

13. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian;

14. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian; dan
15. Inspektorat.

© A o0 WIS
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KEPALA

WAKIL KEPALA
SEKRETARIAT UTAMA
INSPEKTORAT ‘ I
| | |
BIRO BIRO BIRO
PERENCANAAN BIRO SUMBER DAYA BIRO Jmcan
DAN KEUANGAN MANUSIA uMum HUKUM, DAN KERJA
ORGANISASI SAMA
[ I I \
DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG
PEMBINAAN MANAJEMEN MUTASI KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN PENGENDALIAN
1 7 1
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
|| PERATURAN PERUNDANG- PENGADAAN DAN | INFRASTRUKTUR PENGAWASAN DAN
UNDANGAN KEPANGKATAN TEKNOLOGI INFORMASI m PENGENDALIAN |
DIREKTORAT
DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN
DIREKTORAT PENSIUN PEGAWAI NEGERI | |  PENGEMBANGAN SISTEM DIREKTORAT
— JABATAN APARATUR SIPIL ™ SIPIL DAN PEJABAT NEGARA INFORMASI APARATUR SIPIL —| PENGAWASAN DAN
NEGARA PENGENDALIAN II
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
KINERJA APARATUR SIPIL STATUS DAN KEDUDUKAN || PENGELOLAAN DATA DAN PENGAWASAN DAN
— NEGARA — KEPEGAWAIAN PENYAJIAN INFORMASI — PENGENDALIAN Il
KEPEGAWAIAN
REKTORAT DIREKTORAT
KOMPENSASI APARATUR | DIREKTORAT PENGAWASAN DAN
— SIPIL NEGARA ARSIP KEPEGAWAIAN — PENGENDALIAN IV
[ [ [ [ [ I |
PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT
PERENCANAAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN PENILAIAN PENGEMBANGAN PENGKAJIAN KONSULTAS! DAN
KEBUTUHAN JABATAN SISTEM SELEKS! KOMPETENSI KEPEGAWAIAN MANAJEMEN BANTUAN HUKUM
APARATUR SIPIL FUNGSIONAL APARATUR SIPIL APARATUR SIPIL APARATURSIAL KEPEGAWAIAN
KEPEGAWAIAN NEGARA NEGARA NEGARA

Gambar.2.1 Struktur Badan Kepegawaian Negara

Sumber: Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (ASN), manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan

ASN untuk menghésilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai

dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,

kolusi, dan nepotisme.

Manajemen ASN dalam Pasal

2 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN meliputi

D o0 oW

penysunan dan penetapan kebutuhan;

pengadaan;

pangkat dan jabatan;
pengembangan Karier;

pola karier;
promosi;
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mutasi;
penilaian kinerja;
penggajian dan tunjangan;
penghargaan;
disiplin;
pemberhentian;
. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
perlindungan.

S3—xT o Sa

3. Kedudukan dan Ruang Lingkup Tempat Kerja Aparatur Sipil Negara
3.1. Kedudukan Apartur Sipil Negara

Rumusan kedudukan Aparatur Sipil'Negara harus mampu mengemban
tidak hanya misi umum pemerintahan tetapi juga fungsi pembangunan,
dengan kata lain pemerintah tidak semata-mata menyelenggarakan negara.
Kita harus mampu menggerakkan dan memungkinkan pembangunan
untuk kepentingan rakyat dan ketertiban.8’

Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai tugas, fungsi, dan peran
yang harus diterapkan oleh pegawai dan pejabat pemerintahan dalam
melaksanakan kewajibannya berdasarkan BAB IV Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdiri dari :

1. Pasal 10 tentang,fungsi-pegawai /ASN sebagai:

a. pelaksana kebijakan publik;
b. pelayan publik; dan
c. perekat dan pemersatu bangsa.

2. Pasal 11 tentang tugas pegawai ASN meliputi:

a. Melakukan tindakan publik oleh pejabat pembina kepegawaian

sesuai dengan persyaratan hukum;
b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan

87 Sri Hartati, et.al, op.cit, him. 38
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berkualitas; dan
c. mempererat persatuan dan kesatuan NegaraKesatuan
Republik Indonesia.

3. Pasal 12 tentang peran pegawai ASN sebagai perencana,
pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan
kebijakan dan pelayanan publik yang professional tanpa intervensi
politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebagai pegawai pemerintah, Aparatur Sipil Negara harus memiliki
keteguhan, kepatuhan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara ‘dan' Pemerintah dengan tujuan agar mereka dapat
berkonsentrasi dan merenungkan serta mengarahkan seluruh upaya dan
tenaganya untuk menyelesaikan pemerintahan dan perbaikan. usaha
dengan cara yang produktif dan menarik. efektif.

Untuk menjunjung ' kedudukan Aparatur Sipil Negara, diperlukan
elemen-elemen penunjang kewajiban meliputi kesetiaan, ketaatan,
pengabdian, kesadaran, tanggung jawab, jujur, tertib, bersemangat dengan
memegang rahasia negara dan melaksanakan tugas kedinasan.®

3.2 Ruang Lingkup Tempat Kerja Aparatur Sipil Negara

Dalam berbagai~ praktik praktik diIndonesia, seringkali Kkita
menjumpai mekanisme penilaian kinerja yang lebih mengutamakan aspek
pertimbangan lain seperti kesetaraan atau senioritas daripada didasarkan

pada kontribusi kinerja karyawan. Kondisi ini seringkali menimbulkan

frustasi dan berkurangnya motivasi pegawai untuk memberikan kontribusi

tinggi.

8 Ibid, him.40
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Ketidakpuasan pegawai berprestasi dan tidak ada teguran terhadap
pegawai yang berkinerja rendah ini yang akan mempengaruhi kualitas
pelayanan sektor publik dari faktor penyimpangan, ketidakadilan
pelayanan, perilaku tidak ramah, pembiaran merupakan wujud pelayanan
yang seringkali kita jumpai sebagai representasi dari ketidakpuasan
pegawai dalam rangka mendapatkan calon PNS yang berkualitas:

1. Perencanaan/ Planning

Pasall56 ayat (i) UU ASN, menyebutkan bahwa setiap instansi
pemerintah perlu menggunakan analisis tempat kerja dan beban
kerja untuk secara kolektif mengidentifikasi kebutuhan kerja. Pasal
ini mengisyaratkan:

a. perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya
tujuan dan sasaran organisasi. Jumlah dan kualifikasi pegawai
yang dibutuhkan adalah sepenuhnya digunakan untuk
memenuhi kebutuhan tujuan perusahaan dan persyaratan untuk
mencapai tujuannya. Proses pengadaan dilakukan untuk
mendapatkan pegawai dengan - kualitas yang tepat dan
berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pegawai
yang terseleksi untuk menjadi ASN memiliki pengetahuan,
ketrampilan dan perilaku yang dibutuhkan jabatan/organisasi.

b. Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya (untuk
memenuhi kebutuhan organisasi) dan tidak berdasarkan

preferensi individu/kelompok atau pertimbangan subyektif
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lainnya.

2. Monitoring, Penilaian dan Pengembangan

Di satu sisi, pemantauan pegawai hanya didasarkan untuk

memastikan bahwa pegawai dikerahkan secara efektif dan efisien

untuk memenuhi kebutuhan organisasi (pegawai terfokus pada

kinerja dan produktivitas organisasi). Disisi lain pegawai diberi

jaminan untuk penghidupan dan karir melalui kontribusinya.

Jaminan merit sistem dalam monitoring dan evaluasi dapat dicapai

dengan cara sebagai berikut:

a)

b)

d)

Pangkat dan jabatan dalam ASN diberikan berdasarkan
kompetensi, kuaifikasi dan persyaratan jabatan.
Pengembangan  karier ASN  dilakukan  berdasarkan
kualifikasi, kompetensi, penilaian Kinerja ~ yang
mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing.

Mutasi  pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan
kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan isntansi.

Penilaian Kkinerja didasarkan pada kinerja pegawai yang
sebenarnya. Sistem evaluasi kinerja yang Anda gunakan
harus dapat membedakan antara yang berprestasi dan yang
membutuhkan.

Penilaian  kinerja ~ memberikan  kesempatan  untuk
memperbaiki pegawai yang berkinerja buruk dan mengakui

pegawai yang berkinerja tinggi (sebagai bentuk penghargaan
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organisasi terhadap pegawai/kompensasi yang berkinerja
tinggi).
f) Pengembangan pegawai didasarkan pada kinerja pegawai dan
bukan pada pertimbangan subyektif.
3. Penempatan
Rekrutmen merupakan proses yang erat kaitannya dengan
pengadaan pegawai. Setelah proses perekrutan, pegawai yang baru
direkrut ‘ha.r'us ditvempatkan pada unit organisasi tertentu yang
mengacu pada formasi yang ada. Prinsip Penempatan menurut
AW. Widjaja adalah right man on the right place (penempatan
orang yang tepat pada tempat yang tepat). Untuk dapat
melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yag perlu
diperhatikan, yaitu®
1. Terdapat analisis penugasan kerja yang baik, yaitu analisis
yang menggambarkan ruang lingkup dan sifat tugas yang
dilakukan oleh suatu unit organisasi, serta persyaratan staf
pada‘posisi dalam unit organisasi tersebut.
2. Adanya evaluasi kemampuan pegawai dari masing- masing
instansi yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus.
Dengan adanya peniliain kerja ini dapat diketahui tentang sifat,
kecakapan, displin, prestasi kerja, dan setiap pegawai. Ruang

lingkup tempat kerja Aparatur Sipil Negara termasuk kedalam

8 Sri Hartini, et.al, op.cit, him.97
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admnistrasi negara, dimana pemerintah dan aparat/instansi
pemerintah menyatu kedalam wilayah eksekutif, dimana Pegawai
Negeri Indonesia harus setia kepada pemerintah selain kepada
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pancasila, dan Negara® yang
dapat dilihat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa :

1. Presiden yang —membidangi  pemerintahan  memiliki
kewenangan- tertinggi ~di‘ bidang; politik;-pembinaan profesi,
dan kepengurusan ASN.

2. Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian
kekuasaannya kepada:

a. Kementerian yang menyelenggarakan penyelenggaraan
pemerintahan di bidang pemanfaatan lembaga negara
yang berkaitan dengan kewenangan menyusun dan
menetapkan  pedoman, = mengkoordinasikan  dan
menyinkronkan pedoman, serta memantau pelaksanaan
pedoman ASN.;

b. Kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan ASN untuk
menjamin terselenggaranya sistem penerimaan dan
pengawasan prinsip dan kode etik ASN;

c.. Lembaga Administrasi Negara,  mengkaji pedoman
pengelolaan ASN, mengembangkan dan melaksanakan
pendidikan dan pelatihan ASN.

d. Badan . Kepegawalan .. Negara, . ~memantau dan
mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur,
dan standar pengelolaan ASN terkait dengan kewenangan
pengelolaan pengelolaan ASN.

% pipit Rochijat Kartawidjaja, op.cit, him.xi
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BAB Il1

PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA

. Konsep Pengalihan Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi

Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Kepegawaian Komisi ‘Pemberantasan Korupsi-didalam Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sumber
daya manusia yang memadai dengan Kriteria mampu membangun solidaritas
institusional, memiliki organisasi yang kuat, dan didukung oleh independensi,
profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, akselaratif, dan partisipatif yang
dipertegas dalam pasal 24 ‘ayat 2 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf ¢ adalah warga negara
Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Ruang lingkup , Pegawai 'Komisi-‘Pemberantasan. Korupsi diatur dalam
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem
Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, terdiri
dari Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang di pekerjakan (instansi Kepolisian
dan Kejaksaan) dan Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa Pegawai
Negeri yang ditunjuk sebagai Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi antara

lain instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Bahwa Pegawai Negeri yang
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dipekerjakan tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Pegawai
Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pegawai yang memenuhi syarat
yang telah ditentukan dan diangkat oleh Pimpinan Komisi melalui pengadaan
pegawai untuk menjadi Pegawai Komisi.

Penting untuk diketahui sescara seksama bahwa status Pegawai KPK
sekarang merupakan ASN, Sehingga seluruh pengaturan terkait Pegawai KPK
akan tunduk seluruhnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Nega‘ra. (UU ASN) sesuai dengan asas lex specialis derogate
lex generale. Oleh karena itu, UU ASN menjadi acuan utama dalam peralihan
status kepegawaian ini.

Namun, penulis terlebih dahulu membandingkan bagaimana pengaturan
sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 1 Tahun 2021. Sesuai dengan Pasal 56 UU ASN, tahap perencanaan
harus dilakukan oleh instansi pemerintah, dengan menetapkan jumlah dan
jenis jabatan PNS dalam waktu 5 bulan dan dengan keputusan Menteri.

Kemudian pada tahap pengadaan maka materi ujian penyaringan yaitu
pemeriksaan administrasi, tes kompetensi atau-akademi, tes psikologi, tes
kesehatan, dan wawancara. Sehingga, Badan Kepegawaian Negara dan
Kementrian PAN-RB dengan pertimbangan Menteri Keuangan untuk
menentukan calon yang lolos seleksi.

Dalam pelaksanaan proses penyiapan dan perolehan Pegawai KPK melalui
Peraturan Komisi No. 63 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sumber Daya

Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (PP SDM Manajemen Komisi
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Pemberantasan Korupsi), meskipun terdapat persamaan Secara substansi pada
siklus persiapan dan pemilihan, dilihat dari PP SDM Manajemen KPK,
terdapat perbedaan dimana Di KPK, interaksi kepastian pilihan merupakan
kewenangan kewenangan KPK untuk memutuskan pengakuan Pegawai
Komisi.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara menyaratkan dalam—penerimaan pegawai harus menurut
pertimbangan Badah KépegaWaian Negara dan Kementrian PAN- RB dengan
pertimbangan Menteri Keuangan. Sehingga, dalam proses Pengadaan Pegawai
Komisi setelah Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, Pimpinan KPK tidak berwenang untuk menentukan
kandidat yang lolos seleksi untuk menjadi Pegawai Komisi karena seluruh
tahapan menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara dan Kementrian
PAN-RB dengan pertimbangan Menteri Keuangan dalam menentukan.

Gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai yayasan bebas
diidentikkan dengan hipotesis organisasi negara Independen bagi Zainal Arifin
Mochtar °'hahwa sittiasi-dengan perwakilan kepala lembaga dan lembaga
otonom tidak sama satu sama lain, yang disesuaikan dengan pekerjaan. dan
kewajiban setiap instansi. Dengan demikian, situasi dengan perwakilan
organisasi negara otonom sama sekali berbeda pada garis pemisah dari situasi
dengan pekerja perusahaan negara di berbagai bagian kekuatan. Untuk melihat

independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-

%1 Zainal Arifin Mochtar, op.cit, him.156
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Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menunjukan bahwa:®?
1. Pasal 3 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi secara
tegas dinyatakan bersifat independent
2. Pasal 20 ayat (1) menyatakan KPK bebas dari pengaruh, kehendak
atau kontrol lembaga eksekutif dan bertanggung jawab kepada
public
3. Presiden tidak bisa semena-mena menghentikan pimpinan KPK
4. Kepemirﬁpihan koiektif, bukan satu orang
5. Masa jabatan definitife/berkala dan tidak habis secara bersamaan,
tetapi bergantian
Menurut Jimly bahwa pembentukan komisi negara independent didorong
oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintah dinilai belum
memenuhi tuntutan kebutuhan terhadap pelayanan umum dengan standar
mutu yang semakin meningkat®®. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk
dalam organ konstitusional karena dibentuk menurut Undang- Undang, pada
umumnya memiliki sifat sebagai berikut:
1. Independen, dalam arti tidak berada dibawah pengaruh satu organ
kekuasaan negara yang utama
2. Menjalankan fungsi pemerintahan yang Dbersifat eksekutif,
legislative terbatas, bahkan ada yang menjalankan fungsi yudikatif

sekaligus

%2 Charles Simabura, 2016, Pengisian Jabatan Lembaga Negara Independen,, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him.430

% Zul Hendri Nov, op.cit, him.18
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3. Pengisian jabatan atau anggotanya melibatkan masyarakat

Berdasarkan teori tersebut konsep Pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara tidak sesuai dengan konsep lembaga
independent dan bertentangan dengan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-I1V/2006
tentang penyidik independent karena bisa terjadinya mutasi antar
pegawai penyidik dan- penuntut di kepolisian dan kejaksaan dalam
kasus yang ‘se.dang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi yang
dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVI1/2019 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pertukaran itu tidak boleh merugikan
kebebasan pegawai KPK untuk disebut sebagai ASN dalam keadaan
apa pun selain dari rencana yang telah ditetapkan. Sejak saat ini,
pegawai KPK:telah bertugas di KPK dan komitmen mereka dalam
pemberantasan korupsi tidak perlu dipertanyakan lagi.

Dalam Pasal 36 United Nations Convention Against Corruption
(UNCAC) telah memberi dasar bahwa pengaturan hukum lembaga
independent anti korupsi berdasarkan:

Such body or bodies or persons shall be granted the necessary

independence, in accordance with the fundamental principles of the
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legal system of the State Party, to be able to carry out their functions

effectively and without any undue influence.

Dalam hal ini pemerintah harus menjamin independensi lembaga Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan fungsinya dan operasionalnya.
Namun, setelah di revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
telah menjauhkan standarisasi lembaga antikorupsi di Indonesia.

Pengalihan yang dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagai pejabat pérhérintaﬁan telah melampaui wewenang dengan tidak
berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, telah
merugikan hak Pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dan tidak
melaksanakan arahan Presiden.**

Pasal 17 ayat (2) huruf ajUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan. Pejabat Pemerintahan yang dikategorikan dalam
melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf
c adalah Pejabat Pemerintahan yang melampaui wewenang dengan
ketentuan bertentangan peraturan perundang-undangan dikarenakan di
dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ‘tidak menyebutkan bahwa
dalam proses pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ketua

dapat mengnon-aktifkan pegawai tersebut.

% https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/25/51-pegawai-kpk-dipecat-ingat-lagi-
pesan-presiden-jokowi-soal-pemberhentian?page=2 diakses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul
21:00 WIB
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Kedudukan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah
menempatkan status Aparatur Sipil Negara yang masuk bagian dari
rumpun eksekutif. Kondisi ini tidak sesuai dengan latar belakang
pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002. Argumentasi risalah tentang konsep lembaga
Komisi Pemberantasan Korupsi, diluar rumpun kekuasaan dan untuk
kepegawaian dibentuk diluar paradigma Aparatur Sipil Negara karena:

1. Menurut Ffaksi Goikar yang diwakili - Akil Mochtar, Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah organisasi negara yang dalam
menyelesaikan kewajiban dan spesialisnya bersifat otonom dan
terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Hal ini sangat penting
sebagai sebuah prasyarat untuk menjalankan pelaksanaan tugas yang
ada pada Komisi agar dapat berdaya guna dan maksimal dalam
memberantas korupsi®®

2. Menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili HM.
Thahir Saimima, komisi ini dibentuk tidak berlaku surut, melainkan
kedepan dalam membuka lembaran baru; Indonesia yang lebih bersih
dari hari ini. Sementara korupsi yang terjadi sebelum lahirnya KPK ini,
terus diberantas oleh institusi yang telah ada (Polri dan Kejaksaan).

Harapan ini tidak tercapai sepenuhnya®

% Risalah rapat paripurna ke-20 masa siding 1l Tahun 2002-2003 Pembicaraan/
Pengambilan Keputusan Atas Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Korupsi,him.20

% Ibid, him.26
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3. Menurut Fraksi Reformasi yang diwakili Patrialis Akbar, Kondisi
korupsi di Indonesia telah berubah menjadi pelanggaran yang luar
biasa, menjenuhkan semua bidang kehidupan, termasuk organisasi
kebutuhan hukum dengan tujuan agar kemerosotan menjadi kebal
terhadap pengesahan hukum adat., dan saat ini koruptor lama
bergabung dengan koruptor baru untuk saling melindungi, saling
menyelamatkan, dan saling-membantu dan bahkan saling bekerjasama
membuat kofubsi baru;

Aparat penegak hukum telah menjadi bagian dari kleptokrasi
budaya korupsi. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan publik
terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat sudah sangat
pesimis dengan berbagai upaya yang dilakukan para aparatur hukum.

Pembentukan lembaga baru untuk melakukan pemberantasan
korupsi merupakan Langkah alternatif untuk memulai reformasi
penegakan  hukum (law enforcement). Kendati sulit untuk
mendapatkan jaminan bahwa komisi tersebut akan mampu
menyelesaikan berbagai kasus korupsi, paling tidak lembaga ini akan
memberikan harapan baru bagi penegakan hukum di Indonesia
khusunya masalah korupsi. Kesuksesaan lembaga ini, terutama
bergantung pada seberapa besar kekuasaan yang dimiliki komisi,
kebebasan politik dan fungsional dalam menyelesaikan posisinya dan
pengaturan keterpercayaan dari pendirian, serta sejauhmana dukungan

dan partisipasi masyarakat terhadap komisi tersebut. Dalam hal ini
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kami akan menyampaikan beberapa pandangan berkenaan dengan
pelaksaan RUU KPK:

a. Status dan kelembagaan KPK, RUU ini telah menegaskan bahwa
Komisi ini harus benar-benar mandiri, independent dan terbebas
dari pengaruh kekuasaan manapun pengaruh lain yang akan
mendistorsi citra lembaga ini. Dalam rangka menciptakan good
governance dan clean-government, KPK harus sungguh- sungguh
menjarhih 'tegakhya hukum dan mempunyai keberanian untuk
mengambil tindakan terhadap semua para pelanggar hukum serta
mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan yang benar-
benae mencerminkan rasa keadilan masyrakat.

b. Untuk mencegah terjadinya cross-over antar KPK, Kejaksaan
dan Kepolisian diperlukan ada penyelarasan dan pembagian kerja
secara fair. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan akan dapat
dihindari adanya hambatan struktural, politis dan sosiologis.
Paradigma yang dibangun antara ketiga lembaga ini, adalah
paradigma ~kebersamaan dan saling -memberdayakan serta
kesatuan langkah untuk memerangi korupsi di Indonesia

c. Masalah kinerja KPK harus ada mekanisme pertanggungjawaban
kepada publik secara transparan. Kelembagaan Komisi harus
bertanggungjawab kepada publik secara berkala dengan
makanisme pertanggungjawaban tertentu dan khusus. Pada sisi

lain, komisi harus menyampaikan laporan tertulis kepada
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Presiden dan DPR RI

d. Keanggotaan komisi harus diisi orang-orang yang memiliki
integritas, dedikasi, loyalitas, idealisme, sikap moral yang sudah
teruji di dalam masyarakat. Untuk mendapatkan anggota komisi
yang benar-benar berkualitas, diperlukan adanya mekanisme uiji
publik kepada calon anggota secara transparan dan obyektif serta
mendengarkan aspirasi-—yang  berkembang di tengah-tengah
masyarékat. '

e. Pengawasan publik terhadap KPK yang mempunyai arti penting
untuk memberikan pressure kepada KPK sehingga tidak terjadi
penyimpangan dan untuk memastikan apakah setiap kasus
korupsi ditangani secara jujur atau tidak.

Namun demikian, lembaga ini pada hakekatnya tetap mempunyai
batasan-batasan yang harus dipenuhi, yakni dalam menjalankan tugas,
tanggung jawab dan wewenangnya harus berdasarkan pada asas
kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan
proporsionalitas. -Dan yang penting lagi, lembaga ini berkewajiban
Menyusun laporan tahunan dan menyampaikan kepada presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan®’.

4. Menurut Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tindak
Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang

dirasakan oleh masyarakat luas sebagai suatu perbuatan yang sangat

% Ibid, him.34-37
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merugikan keuangan negara, merusak sendi-sendi perkenomian
negara, sangat menghambat pembangunan nasional serta merusak tata
kehidupan bermasyarakat. Keberadaan tindak pidana korupsi ini
sesungguhnya telah lama dirasakan, berbagai usaha telah dilakukan
untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun hasilnya tidaklah
sebagaimana yang diharapkan. Lembaga- lembaga yang selama ini
bertugas memberantas dan-menanggulangi tindak pidana korupsi, pada
titik ini tida‘k .b'ekerjav dengan sukses dan efektif. Oleh karena itu,
kehadiran KPK sangat penting agar pemberantasan korupsi dapat
digarap secara lebih ahli, serius, lugas dan terkendali sebagaimana
tergabung dan selengkap-lengkapnya sejauh persyaratan hukum dan
pelaksanaannya.®®

Dapat  ditarik kesimpulan anggota Dewan Permusyaraktan Rakyat

(DPR), kehadiran KPK sangat diperlukan agar pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dapat digarap secara lebih ahli, eskalatif, lugas, dan

terdukung serta terpadu dan tuntas dari segi penegakan dan pelaksanaan

hukumnya dan keanggotaan komisi harus diisi orang-orang yang memiliki

integritas, dedikasi, loyalitas, idealisme, sikap moral yang sudah teruji di

dalam masyarakat. Untuk mendapatkan anggota komisi yang benar-benar

berkualitas, diperlukan adanya mekanisme uji publik kepada calon anggota

secara transparan dan obyektif serta mendengarkan aspirasi yang

berkembang di tengah-tengah masyarakat.

% Ibid, him.59-60

98



Konsep lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi memang di desain

diluar cabang kekuasaan dan untuk kepegawaian dibentuk diluar paradigma

Aparatur Sipil Negara karena:

a.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh aparatur negara yang
ditugasi untuk itu, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh aparat
kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Namun, tugas pemberantasan
korupsi yang dipercayakan kepada aparatur-aparatur negara seringkali
menghadapi‘kéhdalavdalam praktiknya, baik secara administratif
maupun fungsionalnya. Oleh karena itu aparatur negara yang memiliki
tugas, wewenang, dan fungsi baik dalam masalah perdata maupun
pidana, tidak mengkhususkan dirinya pada bidang pemberantasan
korupsi

Aparat penegak hukum telah menjadi bagian dari kleptokrasi budaya
korupsi. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan publik
terhadap penegakan hukum di Indonesia (Kepolisian dan Kejaksaan).
Pembentukan lembaga baru untuk melakukan pemberantasan korupsi
merupakan langkah alternatif untuk memulai reformasi penegakan
hukum (law enforcement). meski sulit untuk menjaminan komisi
tersebut akan mampu menuntuskan berbagai kasus korupsi, paling
tidak lembaga ini akan memberikan harapan baru bagi penegakan
hukum di Indonesia khusunya masalah korupsi.

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi harus mempunyai pegawai

yang memiliki integritas, dedikasi, loyalitas, idealisme, dan sikap
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moral yang telah teruji di masyarakat. Untuk mendapatkan komisaris
yang benar-benar kompeten, Anda perlu memiliki mekanisme
pengawasan publik yang transparan dan objektif terhadap calon
anggota dan mendengarkan keinginan yang berkembang di
masyarakat.

Dengan demikian, dalam administrasi negara dikaitkan dengan status
Pegawai Komisi PemberantasanKorupsi-menjadi Aparatur Sipil Negara
hanyalah sebagai pergas yéng tunduk kepada pemerintahan negara dalam
arti sempit (eksekutif), bukan sebagai Pegawai Lembaga independent dan
tidak sesuai dengan landasan terbentuknya lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi.

B. Mekanisme Pengalihan ' Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
Menjadi Aparatur Sipil Negara
Dengan berubahnya status Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi
lembaga rumpun eksekutif, jajaran pimpinan di lingkungan KPK juga telah
diubah agar. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal kepegawaian berdasarkan peraturan:perundang- undangan yang
berlaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (UU ASN), yang salah satunya memberikan batasan mengenai
jenis pegawai ASN dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK).

Oleh karena itu, lembaga KPK perlu mengkoordinasikan pegawainya
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terhadap penyesuaian UU ASN, dalam hal ini diatur dalam 1 No. 6 jo. Pasal
24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (UU KPK).

Sesuai dengan Pasal 69 C, KPK diberikan jangka waktu hingga dua tahun
sejak berlakunya amandemen UU KPK untuk melaksanakan ketentuan ini
yang berlaku untuk pegawai KPK-yang belum berstatus Pegawai ASN dapat
diangkat menjadi Pegawai ASN sesuai perundang- undangan.Selain itu,
karena KPK merupakan lembaga yang melakukan penindakan terhadap
tindakan pidana maka kepegawaian dalam KPK tidak terlepas dari adanya
Penyidik yang disebut Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (atau yang
selanjutnya  disebut Penyidik KPK).Senasib dengan pegawai KPK yang
berstatus belum Pegawai ASN, maka Penyidik KPK juga terdapat penyidik
yang belum berstatus Pegawai ASN yang mana sering disebut sebagai
Penyidik Independen. Penyidik Independen selain membantu lembaga KPK
dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia juga lebih sering
melaksanakan fungsinya sebagal penyidik «yang - lebih aktif dalam
melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasn Korupsi (KPK) menyatakan bahwa KPK dapat mengangkat dan
memberhentikan Penyidik KPK yang merupakan penyidik Independen.
Penyidik Independen adalah penyidik yang diangkat KPK berdasarkan

keberlakuan Undang-Undang KPK sebelum revisi ini yang merupakan
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penyidik yang belum berstatus Pegawai ASN.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 KPK mengalami perubahan yang isinya bahwa Penyidik KPK
berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang, dan Penyelidik KPK. Perubahan ini
tidak mengacu pada penyidik KPK yang bukan pegawai ASN atau telah
ditetapkan sebagai penyidik independen- sehingga tidak memiliki status
hukum. | '

Akibat perubahan UU KPK ini, berdasarkan Pasal 69B ayat (1), Penyidik
KPK yang belum berstatus pegawai ASN dapat diangkat menjadi Pegawai
ASN sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan sedangkan
Penyidik dan Penutut berstatus ASN yang sifatnya untuk diperbantukan
bekerja di KPK tidak mengikuti proses pengalihan dan tunduk kepada induk
institusi asalnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Untuk Pegawai tidak tetap
pada KPK akan dilakukan konversi status hukumnya menjadi ASN dengan
mengikutl asesmen, apabila tidak memenuhi syarat asesmen tetap menjadi
Pegawai Tetap sampai tahun 2023. Sebagal petunjuk-awal untuk memahami
pengalihan status ini, penulis mengemukakan sebuah bagan dan/atau skema

berikut ini:
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Gambar 3.1 Skema Pengalihan Kepegawaian KPK
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Sumber: Diolah dari studi kemparasi UU KPK 2002 dan UU KPK 2019

Mengacu pada skema diatas dapat dilihat bahwa status pegawai KPK yang
terdiri dari 3 kualifikasi (Pegawai Tetap, Pegawai yang diperkerjakan, dan
Pegawai Tidak Tetap) sebelum revisi UU KPK. Ketiga kualifikasi inilah yang
akan dialihkan statusnya menjadi ASN,' baik sebagai PNS maupun PPPK.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP Pengalihan Pegawai KPK 2020) adalah
dasar hukum untuk melaksanakan pengalihan tersebut.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara telah

mengatur tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan

103



Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, proses penyusunan
Peraturan Komisi ini harus melibatkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Dalam hal ini Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, menggunakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Artinya adalah
peralihan status Pegawai KPK tersebut dilakukan dengan memberikan TWK
kepada seluruh Pegawai KPK yang akan dipindahkan ke ASN. Kewenangan
yang terdapat didala‘lm. Peratuvran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Pengalihan = Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu delegasi
pengaturan. Secara teknis prosedural, Presiden akan mendelegasikan Badan
Kepegawaian Negara untuk mengawal proses pengalihan pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk menjadi Aparatur Sipil Negara dengan
menggunakan Indikator Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang ditentukan
oleh Assesor Badan Kepegawaian Negara.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi
Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara telah:- membatasi Ruang lingkup
Pengalihan meliputi Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural, Pegawai
Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi, dan Pegawai
Tidak Tetap. Pengalihan ini dilaksanakan dengan tahapan:

a. Penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi
menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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b. Identifikasi jenis dan jumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

c. Pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan
diduduki.

d. Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS atau
PPPK

e. Penetapan kelas jabatan

Adapun persyarétén' persdnal yang harus dipenuhi oleh pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi yaitu bersedia menjadi Aparatur Sipil Negara, setia
dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah,
Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan
pengadilan, Memiliki integritas dan moralitas yang baik, Memiliki kualifikasi
sesuai dengan persyaratan jabatan; dan Memiliki kompetensi sesuai dengan
persyaratan jabatan.

Selain memenuhi jenis persyaratan ini, dilaksanakan pula asesmen Tes
Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja
sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Dengan kata lain, syarat
pengalihan tersebut bersifat komulatif (tetap harus memenuhi persyaratan
personal dan hasil asesmen TWK) terhadap seluruh pengalihan pegawai KPK,
baik yang berstatus ASN maupun yang belum berstatus ASN.

Yang menjadi catatan adalah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

yang terdiri dari Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural, Pegawai
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Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi, dan Pegawai
Tidak Tetap tersebut, yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi
PNS. Artinya tidak menutup kemungkinan selama masih melaksanakan tugas
dan kewajibannya peralihan ini dapat saja dilakukan baik menjadi ASN
dan/atau PPPK dengan pembatasan yang telah ditentukan oleh Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 telah
menentukan skema pehgalihah terhadap status kepegawaian KPK yang lama.
Kualifikasi pegawai yang dulunya berstatus pegawai tetap, pegawai yang
diperkerjakan, dan pegawai tidak tetap akan dikualifikasikan ke dalam
pegawai tetap dalam rumpun jabatan struktural, pegawai tetap dalam rumpun
jabatan spesialis dan jabataniadministrasi; dan pegawai tidak tetap. Untuk
lebih detail melihat bagaimana pengalihan ini dilakukan terhadap seluruh
kualifikasi kepegawaian, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengalihan Pegawai tetap dalam rumpun jabatan struktural.
Pengalihan pada Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural ini
dilakukan dengan’cara kompensasi. Penyesuaian ini-tidak hanya dilakukan
secara langsung, tetapi juga akan mempertimbangkan ketentuan
pengalihan yaitu memenuhi persyaratan personal sebagai Aparatur Sipil

Negara yang ditegaskan dalam surat pernyataan dan melalui asesmen Tes

Wawasan Kebangsaan (TWK).

Status Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural ini dialihkan

menjadi JPT dan Jabatan Administrator. Kualifikasi dari Jabatan Pimpinan
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Tinggi (JPT) dan Jabatan administrator ini terdiri dari Sekretaris Jenderal
merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat
Pembina Kepegawaian, Deputi merupakan JPT Madya, Kepala Biro,
Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan JPT Pratama, Kepala
Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan
Administrator; Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan fungsional Ahli
Madya. Namun, khusus untuk penyesuaian jabatan Kepala Sekretariat
Dewan Pengawaé rhérupakan JPT Pratama.
Penyesuaian Pegawai Tetap dalam Rumpun Jabatan Spesialis dan
Jabatan Administrasi

Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan
administrasi ini beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil ditempatkan dalam
jenjang = pangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai
Aparatur Sipil Negara. Klasifikasi dalam jenjang pangkat ini didasarkan
pada jabatan terakhir yang diduduki Pegawai Tetap, ijazah pendidikan
formal yang dipersyaratkan untuk jabatannya terakhir, dan masa kerja
yang dihitung.

Penyesuaian jabatan spesialis ini meliputi Spesialis Muda 1 merupakan
jabatan pelaksana, Spesialis Muda 2, Spesialis Muda Dasar sampai dengan
Spesialis Muda Menengah merupakan jabatan fungsional ahli pertama,

Spesialis Muda Lanjut sampai dengan Spesialis Muda Ahli, Spesialis
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Madya Dasar sampai dengan Spesialis Madya Menengah merupakan
jabatan fungsional ahli muda, Spesialis Madya lanjut sampai dengan
Spesialis Madya Ahli, Spesialis Utama Dasar sampai dengan Spesialis
Utama Ahli merupakan jabatan fungsional ahli madya

Sedangkan pada Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan administrasi
beralih menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan atau Jabatan Pelaksana.
Penyesuaian jabatan administrasi-ini-meliputi Administrasi Muda Dasar
sampai dengan.A.dministvrasi Muda Ahli, Administrasi Madya Dasar
sampai dengan Administrasi Madya Ahli, Administrasi Utama Dasar
sampai dengan Administrasi Utama Ahli dan Staf Muda Dasar sampai
dengan Staf Muda Ahli merupakan pejabat fungsional terampil, Staf
Madya Dasar sampai dengan Staf Madya Ahli, Staf Utama Dasar sampai
dengan Staf Utama Ahli, Staf 1 Dasar sampai dengan Staf 1 Ahli, dan Staf
2 Dasar sampai dengan Staf 2 Ahli, merupakan pejabat fungsional mahir.
Pengalihan Pegawali Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap beralih menjadi Jabatan Pelaksana setelah lulus
asesmen kompetensi,  penilaian kinerja dan kepentingan organisasi.
Asesmen kompetensi ini akan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal yang
meliputi standar kompetensi sosial kultural, standar kompetensi teknis,
dan/atau standar kompetensi manajerial.

Asesmen kompetensi ini dapat dilaksanakan sebelum jangka waktu
peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil

Negara berakhir. Namun, Pegawai Tidak Tetap yang tidak memenuhi
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syarat asesmen kompetensi tetap menjadi Pegawai Tidak Tetap sampai
Tahun 2023. Selanjutnya, pegawai yang lulus asesmen kompetensi
tersebut diangkat ke dalam jabatan yang setara dan ditempatkan dalam
jenjang pangkat berdasarkan ijazah pendidikan formal yang dipersyaratkan
untuk jabatannya, dan masa kerja yang diperhitungkan.

Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PPPK

Pasal 16 Peraturan Komisi-Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun
2021 bahwa Peg‘awai Korﬁisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia
menjadi Pegawai Negeri Sipil beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) setelah memenuhi syarat Pasal 5 ayat (2) huruf b
sampai dengan f dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional atau
Jabatan Pelaksana. Selaras dengan penjelasan sebelumnya, persyaratan itu
meliputi persayaratan personal dan TWK.

Berdasarkan penjelasan pada poin-poin diatas dapatlah dilihat bahwa
terdapat 4 kualifikasi peralihan status bagi Pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Untuk melakukan peralihan, Biro Sumber Daya Manusia
KPK akan melakukan identifikasi jenis dan jumlah Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan Pengalihan tersebut.

Berdasarkan identifikasi jenis dan jumlah pegawai tersebut, Biro
Sumber Daya Manusia memetakan kesesuaian kualifikasi, kompetensi,
dan pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan
Aparatur Sipil Negara yang akan diduduki. Sehingga, Hasil pemetaan

kualifikasi, kompetensi dan pengalaman itu selanjutnya ditetapkan dengan
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Keputusan Sekretaris Jenderal.

Penetapan kualifikasi, kemampuan dan pengalaman disampaikan
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
untuk mengeluarkan putusan tentang formasi jabatan dan Penetapan
formasi jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar
bagi Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam penetapan Nomor Induk
Pegawai terhadép .p'elaksavnaan pengalihan pegawai dan penetapan dalam
jabatan, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomaor 1 Tahun 2021
merinci ketentuannya sebagai berikut:

1. Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi
Pegawai Negeri 'Sipil (PNS) dilakukan dengan pengangkatan
meliputi pemberian nomor induk pegawai dan pengucapan
sumpah/janji.

2. Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan
jabatan Sekretaris Jenderal dan Deputi sebagai PNS ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.

3. Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain
Sekretaris Jenderal dan Deputi sebagai PNS ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal.

4. Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan berdasarkan pedoman
tentang pengucapan sumpah/janji pelantikan PNS.

5. Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi
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Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan
dengan pengangkatan dan diikuti pemberian nomor induk PPPK.

6. Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi
Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja dengan jangka
waktu tertentu sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengikuti orientasi dalam
rangka perﬁbékalan éebagai ASN.

8. Orientasi sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh Lembaga
Administrasi Negara (LAN)

Menyinggung tata cara pergantian pegawai yang belum menjadi
Aparatur  Sipil Negara (ASN) menjadi ASN seperti dalam
penyempurnaannya pada ‘Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PP
Manajemen PPPK) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengoordinasikan pengubahan untuk
pegawai belum- ASN menjadi ASN dengan dikonversi menjadi PPPK
berdasarkan Pasal 99 PP Manajemen PPPK dalam hal memenuhi syarat
untuk diangkat sebagai PPPK.

Syarat untuk dapat menjadi PPPK berdasarkan Pasal 16 PP
Manajemen PPPK vyaitu:

a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu)

tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
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pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau
lebih;

c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil,
PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai pegawai swasta;

d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat
politik praktis;

e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian
tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang
untuk-jabatan yang mempersyaratkan;

g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang
dilamar; dan

h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Untuk situasi ini, kebutuhan usia PNS sebagai Aparatur Sipil Negara
dalam Pasal 87 ayat (1), huruf (¢c) Undang-Undang Nomar 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen
PNS) adalah 56 Tahun. Sementara menurut Pasal 30 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU
POLRI)- sebagai institusi. yang. -membutuhkan jabatan salah satunya
penyidik, batas usia adalah 58 Tahun. Dengan demikian, prasyarat
perubahan Pegawai KPK menjadi ASN PPPK tidak terhambat oleh
persyaratan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil
Negara bahwa PPPK layak untuk menjadi calon PNS dengan mengikuti
semua siklus pilihan yang telah diselesaikan bagi calon PNS sesuai dengan

aturan yang berlaku. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
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2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri dari :
1) Syarat Warga Negara Indonesia menjadi PNS:

a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35
(tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
tetap karena melakukan-tindak pidana dengan pidana penjara 2
(dua) L\ iebih;

c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, atau !diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta;

d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat
politik praktis; memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan
persyaratan jabatan;

f. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang
dilamar; bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan

oleh Instansi Pemerintah; danpersyaratan lain sesuai kebutuhan
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Jabatan yang ditetapkan oleh PPK;
2) Dikecualikan pada jabatan tertentu paling tinggi 40 (empat puluh)
tahun.

Hal ini semakin membatasi pilihan bagi penyidik, penuntut umum, dan
staf KPK yang menjadi calon PNS dan berpeluang memperoleh hak yang
lebih baik ketika menjadi PPPK ASN. Kendala utamanya adalah batas usia
maksimal pegawai negeri sipil pada saat melamar adalah 35 tahun, dan
pada beberapa jébétan saﬁwpai dengan 40 tahun, namun tidak semuanya
sebagai pegawai tetap KPK. Karyawan memiliki usia yang memenuhi
persyaratan pelamar.

Pegawai tetap KPK tersebut harus menerima bahwa dapat diangkat
ASN menjadi PPPK. Hal ini tentunya semakin merugikan Pegawai Tetap
KPK yang harus diubah'menjadi ASN dengan alasan hanya sebatas PPPK.
Padahal dengan transformasi tersebut, Pasal 96 ayat (1) Kepengurusan
PPPK dapat diselesaikan dengan alasan bahwa PPK bagaimanapun juga
dapat menjadi seseorang yang pada awalnya hanya merupakan pegawai
lama KPK yang 'belum menjadi ASN menjadi- seorang ASN. menjadi
PPPK berdasarkan pasal yang diperbolehkan memiliki status ASN.

Dan sesuai dengan itu, dengan batas waktu 2 (dua) tahun saat ini untuk
pergantian Penyidik, Penyidik, dan Tenaga Kerja yang belum ASN, PPK
juga harus bersiap-siap untuk langkah-langkah merencanakan Pegawai,
Penyidik, dan Penuntut yang sekarang menjadi ASN untuk mendukung

posisi ASN sebelumnya adalah pegawai KPK yang belum menjadi ASN.
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Namun dalam hal ini yang menjadi perlindungan hukum adalah Pegawai
KPK, karena hilangnya hak yang diberikan kepada pegawai tetap KPK
akibat beralih status menjadi PPPK tidak sebanding dengan kewajiban
yang dipenuhi selama kegiatan penuh waktu KPK dan dikonversi menjadi
ASN dan tetap menerima hak yang akan diberikan.

Jabatan dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pejabat Pemerintah dengan
Perjanjian Kerjé (PP Ménajemen PPPK) Jabatan yang menunjukkan
kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai ASN dalam
suatu unit organisasi. Dalam hal ini, jabatan terdiri dari Jabatan Pimpinan
Tinggi berdasarkan Pasal 1 angka (6) PP Manajemen PPPK adalah
asosiasi tingkat tinggi lembaga pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka (7)
harus Pegawai ASN. Kedua Jabatan Fungsional berdasarkan Pasal 1 angka
(8) merupakan Seperangkat jabatan termasuk kemampuan dan kewajiban
yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan bakat dan
kemampuan tertentu.

Dari penjelasan dua macam jabatan terkait Pasal 96 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menunjukkan bahwa Jabatan yang
berisi kemampuan dan tugas pelayanan fungsional seharusnya Pegawai
Aparatur Sipil Negara sementara KPK berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia Komisi

Pemberantasan Korupsi Pasal 4 jo. Pasal 5 terdapat Pegawai Tetap yang
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tidak pasti Pegawai ASN dan Pegawai Tetap ini merupakan Pegawai yang
menjalankan tugas dan tujuan KPK sebagai Penyidik, Penuntut maupun
Pegawai dengan tetap mendapat manajemen Kkarir berupa kenaikan
pangkat atau mutasi.

Pasal 19 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi bagi pekerja KPK.
Dengan disahkannya Revisi UU KPK ini yang menyatakan bahwa
Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
(6) UU KPK Révi.s'i sehérusnya Pegawai ASN sehingga Pegawai Tetap
KPK tidak memiliki pilihan lain untuk menerima aturan konversi Pasal
69B untuk Penyidik, serta Pasal 69C revisi UU KPK bagi Pegawai KPK
dengan menjadi ASN PPPK atau memilih mengundurkan diri sebagai
Penyidik, Penuntut, dan Pegawai KPK.

Oleh karena itu, posisi pegawali KPK, Kkhususnya pegawai tetap
pegawai Perkom KPK yang akan menjadi penyidik, jaksa, atau pegawai
tetap, akan memanfaatkan PPPK sebagai peluang untuk mengubah UU
KPK dan mengisi jabatan ASN di KPK untuk menduduki Jabatan ASN
dalam KPK akan"merugikan hak dari Penyidik, Penuntut dan Pegawai
KPK serta mengamankan PPPK dengan menggunkan prinsip-prinsip Pasal
96 ayat (1) PP Manajemen PPPK.

Terkait dengan Pegawai KPK yang sudah berstatus ASN, Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 menegaskan bahwa
seluruh peralihan status ini tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), sehingga
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Pegawai KPK yang sudah berstatus ASN tetap harus melalui mekanisme
penyaringan yaitu memenuhi persyaratan personal dan memenuhi hasil tes
asesmen TWK. Artinya adalah implikasi pergeseran status Pegawai KPK
menjadi ASN ini menyebabkan seluruh tahapan dan/atau rangkai proses
peralihan tunduk pada pengaturan UU ASN sebagaimana yang ditegaskan
dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun
2021, ruang lingkup pengalihan-meliputi:

a. Pegawai Téta.p'dalarrv] rumpun jabatan struktural,

b. Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan unit administrasi; dan;

c. Pegawai Tidak Tetap.

Jika dikaitkan dengan teori meritrokasi menurut sthal bahwa merit
sistem adalah sebuah sistem kepegawaian dimana prestasi dan kemajuan
setiap individu dalam® memberikan kontribusi pelayanan akan
mendapatkan imbalan dengan penilaian yang objektif dan kriteria yang
telah ditetapkan. Secara langsung, meritokrasi dapat didefinisikan sebagai
kerangka kerja sosial yang menempatkan penghargaan, posisi dan posisi
tergantung pada kapasitas atau kemampuan. dan tidak didasarkan pada
faktor askriptif seperti kelas sosial, orientasi seksual, identitas atau
kekayaan seseorang.*

Tanpa mengadakan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi
Pemberantasan dalam peralihan status untuk menjadi Apartur Sipil Negara

cukup dengan menggunakan sistem merit berdasarkan kemampuan atau

% Wahyudi Kumorotomo,2006, Democracy.Meritocracy, Jurnal Administrasi Negara-
Fisipoldan Magister Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, him.4
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kecakapan pegawai tersebut dapat menjadi Aparatur Sipil Negara seperti

yang telah dilakukan oleh instansi Tentara Nasional Indonesia menjadi

Aparatur Sipil Negara yang dimasukkan ke dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Pegawai Tentara

Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia Menjadi Pegawai

Negeri Sipil (ASN).

C. Indikator Penilian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Sebagai prasya.rat. 'penilaian mutasi pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) ke Aparatur Sipil Negara (ASN), instansi yang terlibat dalam
melakukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) membuat proses penilaian
menjadi tiga komponen. Pegawai lembaga antikorupsi yang mengikuti ujian
akan mendapatkan penilaian, warna Merah (Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Pemerintahan Hukum), Kuning (Pengaruh) dan Hijau
(individualitas).

Indikator. kategori hijau merupakan bagian dari penilaian kepribadian
pegawai lembaga antikorupsi. Keenam pernyataan atau indikator tersebut
adalah:

1. Mengundurkan diri jika sudah menjadi Aparatur Sipil Negara.

2. Intoleransi itu seperti tidak bergaul dengan pemeluk agama lain.;
3. Konservatif karena terlalu kuat memegang kepercayaan;

4. Tidak suka diperintah;

5. Memiliki keyakinan atas kebebasan pribadi;
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6.

Tak semangat lagi bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indikator pada komponen kuning atau pengaruh antara lain:

1.

5.

6.

7.

Ketidaksetujuan atas kebijakan pemerintah terhadap penerapan
syariat Islam di Aceh

Tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dalam Ketetapan MPR
yang melarang ajaran komunisme.

Tidak setuju untuk memindahkan pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) ke brganisasi Sipil Negara (ASN).

Setuju Lesbi, Gay, Bisexsual, Transgender (LGBT), seks bebas
atau pertukaran pasangan;

Tidak mengenali data profil;

Melakukan penolakkan menjadi ASN;

Tidak setuju dengan pemerintah tentang penegakan hukum

Pegawai dengan penilaian negatif untuk komponen merah dipastikan tidak

dilantik ASN (TMS)*®. Indikator merah antara lain:

1.

Apakah Anda setuju untuk mengubah Pancasila sebagai dasar negara
atau mempengaruhi keberadaan idealisme lain (liberalisme, khalifah,
kapitalisme, sosialisme atau komunisme, separatisme, persetujuan
referendum Papua)?

Tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk membubarkan
Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam, atau kelompok yang

mendukung kelompok radikal atau teroris

10https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210531193413-12-648935/13-daftar-
indikator hijau-kuning-twk-pegawai-kpk diakses pada tanggal 1 juni 2021 pukul 20:11 WIB
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3. Menolak atau tidak setuju amandemen Undang-Undang Komisi
Pemberantasan Korupsi
4. Mengakui sebagai kelompok Taliban yang tidak ada ditakuti kecuali
takut pada Allah, siapa pun yang menghalangi akan dilawan dan bila
perlu akan bergerak tanpa harus melalui jalur prosedur seperti dalam
penyadapan dan penggeledahan.
5. Mengakui di KPK ada kelompok Taliban yang dalam menjalankan
tugas hanyé tékut kebada Allah dan kebenaran dan menyetujuinya
6. Mengakui tidak setuju dengan pimpinan KPK yang selalu
mengintervensi setiap penyidikan, menolak kepemimpinan KPK,
tidak setuju dengan pencalonan bapak Firli Bahuri sebagai ketua
KPK, tidak setuju dengan kebijakan pimpinan KPK.
7. Mengakui sering melakukan tugas dengan mengabaikan prosedur
(karena tidak percaya lagi pada pimpinan).
8. Akan memilih keluar dari KPK jika harus dipaksa mengikuti
keinginan pimpinan atau pemerintah atau intervensi.*°*
Indikator tersebut telah diperkuat hasil wawancara dengan penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi March Falentino (TMS) yang di lakukan
Program Trans 7 pada tanggal 2 Juni 2021 “Mata Najwa Atas Nama

Pancasila” pertanyaan yang diajukan kebijakan apa yang anda tidak setujui

101 https:/Avww.tribunnews.com/nasional/2021/05/31/bkn-jawab-soal-9-indikator-kriteria-
merah-51-pegawai-kpk-tak-lolos-twk?page=all diakses pada tanggal 1 juni 2021 pukul 22:13
WIB
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terhadap aturan Komisi Pemberantasan Korupsi.!%?

Indikator Tes Wawasan Kebangsaan yang dilakukan oleh penyelenggara
pelayanan publik negara tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 70/PUUXVII/2019 tentang perubahan UU 19 tahun 2019 tentang
perubahan UU KPK Tahun 2002. Jika dikaitan dengan teori negara hukum
menurut Ariestoteles kebaikan yang tertinggi bagi semua warga negara,*
Kebaikan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1
ayat (3) Indonesia.adalah ﬁegara hukum, dimana setiap perbuatan yang
dilakukan penduduk Indonesia maupun Asing harus sesuai dengan standar
yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini indikator Tes Wawasan Kebangsaan
(TWK) sebagai salah satu syarat untuk Pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Indikator ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 (UUD 1945), tiap-tiap warga negara berhak atas memiliki pilihan
untuk bekerja dan penghidupan yang terhormat bagi umat manusia dan di
perkuat dalam Pasal 28D ayat (2) Setiap orang berhak untuk bekerja dalam
hubungan kerja dan'menerima gaji dan perlakuan-yang adil dan sah.

Dalam proses pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menjadi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 652
Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang
ditekan Ketua Pemberantasan Korupsi telah melampaui wewenangnya sebagai

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dikarenakan dalam Undang-

192 https://youtu.be/KABINSMgXOQ pada menit 2:34 diakses pada tanggal 3 juni 2021
pukul 00:30 WIB
103 Spehino, Ibid.
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Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2020 tentang tata cara pengalihan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi menjadi Apartur Sipil Negara tidak ada dalam pasal
yang memperbolehkan ketua untuk memberhentikan pegawai dalam proses
pengalihan tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh Ketua Pimpinan Komisi Pemberantasan
sebagai pejabat pemerintahan bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan

Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. larangan melampaui wewenang;
b. larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat Pemerintahan
diklasifikasikan melampaui Wewenang, jika mereka melanggar hukum.
Dalam hal- ini . Surat keputusan' yang .dikeluarkan oleh- Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang hasil Tes Wawasan Kebangsaan

sebagai syarat pengalihan pegawai KPK menjadi Apartur Sipil Negara

bertentangan dengan peraturan perundag-undang.
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BAB IV
DESAIN KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGARA

. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi Agar Tetap
Independen Dalam Menjalankan Tugasnya

Struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi dikaitkan dengan teori
strukturalisme menurut Levi Strauss sangat berkaitan erat dengan masalah
antropologi  budaya yaing digunakan untuk memahami dan menjelaskan
fenomena-fenomena dalam kebudayaan yang mempunyai sumber makna dan
bahwa unsur-unsur struktur yang harus dipahami melalui hubungan timbal
balik mereka. Oleh karena itu, jika salah satu elemen tidak berfungsi, struktur
akan tidak berjalan dengan baik. Berikut ini adalah struktur organisasi Komisi
Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002
yang dilimpahkan kepada Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan
Korupsi. Struktur organisasi KPK adalah sebagai berikut.:
Pimpinan;
Sekretariat Jenderal;
Deputi Bidang Pencegahan;
Deputi Bidang Penindakan;
Deputi Bidang Informasi dan Data;
Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat;

Tim Penasihat; dan
Sekretariat Pimpinan.

Q"o o0 o
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Tim Penasihat

Pimpinan KPK

Kedeputian
Bidang Pencegahan

Kedeputian
Bidang Penindakan

Unit Kerja
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Antikorupsi

Sekretariat Sekretariat
Kedeputian — Kedeputian
Bidang Pencegahan Bidang Penindakan
Direktorat Direktorat
PP LHKPN Penyelidikan
Direktorat | Direktorat
Gratifikasi Penyidikan
Direktorat | Direktorat
Dikyanmas Penuntutan
Direktorat 2 ,
Penelitiandan  |— ULr: Lsiga
Pengembangan

Kedeputian Kedeputian
Bidang INDA Bidang PIPM

Sekretariat
Jenderal

Sekretariat -
- Kedeputian — Kedeputian —  Biro Hukum
Bidang INDA Bidang PIPM
L] Direktorat L] Direktorat | Biro Hubungan
Monitor Pengawas Internal Masyarakat
4 Direktorat
| | Direktorat L] P e';; a : :;n || Biro Perencanaan
Pinda Masyarakat dan Keuangan
L] Direktorat | | Biro Sumber
PJKAKI Daya Manusia

Biro Umum

Unit Kerja
Koordinasi Wilayah

: Unit Kerja Struktural
: -

Garis Komando

Garis Koordinasi

B v

Gambar 41

Struktur

- *'—A,‘V__‘ ,E,.\-.,_‘\\
Organisasi KPK Lama

INDA : Informasi dan Data
PIPIM : Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat
PP LHKPN  :Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN)
Dikyanmas :Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Labuksi : Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi
Pinda : Pengolahan Informasi dan Data
PJKAKI : Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi
A hy N

-5

Sumber: Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Sistem Rekrutmen Pengurus KPK dilaksanakan dengan mengedepankan

prinsip transparansi dan keterlibatan sosial. Selain memenuhi syarat untuk

menjadi calon pimpinan KPK, Anda juga harus lulus tes bakat yang dilakukan

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan oleh Presiden Republik
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Indonesia.l%

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu oleh Sekretaris Jenderal
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bawah arahan Sekretaris
Jenderal. Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
mempunyai tanggung jawab teknis atas kepemimpinan KPK. Belakangan
format pengangkatan tersebut dikeluarkan karena ketentuan pengangkatan
pegawai berdasarkan keahliannya sebagai pegawai KPK, diatur lebih lanjut
dengan Keputusan KPK. '

Pengaturan kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam
Pasal 3 Keputusan Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen
Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terdiri dari Pegawai Tetap
dan Pegawai Negeri Sipil (Polisi dan Kejaksaan) dan karyawan tidak tetap.

Komisi Pemberantasan 'Korupsi akan diinstruksikan dalam menjalankan
kewajiban, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 5 UU KPK
Tahun 2002 dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
kepastian hukum
keterbukaan
akuntabilitas

kepentingan umum; dan
proporsionalitas.

o0 oW

Tugas dan kewajiban sumber daya manusia Komisi Pemberantasan
Korupsi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.Tugas dan
kewajiban sebagai berikut:

1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tentang

104 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, op.cit, him.161
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Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari :

a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi;

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi;

d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;

e. dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan
negara

2. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tentang
kewajiban Kbmisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari:

a. Melindungi saksi atau pelapor yang menyampaikan data terkait
kasus tindak pidana korupsi;

b. memberikan informasi kepada masyarakat umum yang
membutuhkan ‘bantuan untuk memperoleh data lain yang
berkaitan dengan' hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang
mereka hadapi;

c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada
Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;

d. menegakkan sumpah jabatan;

e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya
berdasarkan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi

Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan

tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada
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Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang telah didelegasikan kepada Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk
membandingkan 2 struktur organisasi diatas dapat diketahui adanya belasan

jabatan baru di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
2. Direktur Jejaring Pendidikan

3. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi
4. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat

5. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi

6. Sekretaris Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta
Masyarakat

7. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi

8-12.'Direktur Koordinasi-dan Supervisi Wilayah | sampai V
13. Sekretaris Deputi Koordinasi dan Supervisi

14. Direktur Antikorupsi dan Badan Usaha

15. Direktur Manajemen Informasi

16. Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi

17. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi

18. Staf Khusus

19. Inspektorat
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPK Baru
Sumber : Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom)

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata,K’erja Komisi

~ Pemberantasan Korupsi.
Mengacu:-ﬁ%%ez@nﬁ@@@giﬂfﬁ g{,lpat,gglhat bahwa secara
struktur Komisi Péfhﬁer%mtasan Korupsi (KPK)WItidéi{ -Iragi menjadi lembaga
negara yang bersifat independen baik secara fungsi dan struktur. Setidaknya
ada yang menjadi dasar argumentasi yaitu Pertama, kehadiran dewan
pengawas menyebabkan Pimpinan KPK harus tunduk pada hasil kebijakan
dan monitoring dari dewan pengawas. Dewan ini akan menjadi hambatan bagi
pimpinan untu melakukan upaya progresif dalam melakukan penindakan

karena pertimbangan-pertimbangan yang bersifat penindakan senantiasa akan
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melalui rekomendasi dari Dewan pengawas. Secara tidak langsung Dewan
Pengawas menjadi “pemimpinnya pimpinan KPK”.

Bahkan, dalam konteks teori lembaga negara independen, salah satu
prasyarat struktur dan fungsi sebuah lembaga itu memiliki otonomi
pengelolaan. Otonomi pengelolaan ini tidak tercermin dalam kostruksi
lembaga KPK yang baru karena pimpinan KPK musti harus “dipaksa” tunduk
pada pengawasan dewan pengawas. Pelbagai fungsi pelaksanaan kerja yang
bersifat ekstra Iegall sékarangv harus melalui penilaian dari dewan pengawas
seperti OTT, penyadapan, pemberhentian perkara.

Kedua, dalam perspektif teori fungsionalisme struktural. KPK sudah
berada dalam rumpun eksekutif sehinga secara otomatis musti tunduk pada
aturan umum yang membidangi kekuasaan eksekutif. Dalam kacamata
fungsionalisme struktural, KPK dalam arti fungsi akan senantiasa berada pada
bayang-bayang kekuasaan eksekutif dan tentu budaya yang dihadirkan akan
bersifat birokratis. Hal ini dapat dilihat dari pelbagai langkah strategis yang
menjadi kewenangan KPK sebagai lembaga negara independen sekarang
terpaksa harus dikordinasikan, padahal kewenangan-ini sangat diperlukan.
(penyadapan dan OTT).

Secara struktural pula, dewan pengawas mempunyai posisi yang setara
dengan Pimpinan KPK, bahkan dalam aspek kewenangan dewan Pengawas
lebih besar untuk mengendalikan kebijakan yang dilakukan pimpinan KPK.
Sehingga, dalam konteks teori fungsionlisme struktural, kebijakan- kebijakan

yang diemban oleh pimpinan KPK akan senantiasa terkooptasi oleh kehadiran
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dewan pengawas.

Tugas dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami
perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Penambahan asas dalam Pasal 5 yaitu penghormatan terhadap hak

asasi manusia.

2. Ketentuan Pasal 6 tentang Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sama
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
hanya saja‘ada penvambahan pada point yaitu Tindakan untuk
melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Ketentuan dalam Pasal 15 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
hanya saja ada penambahan dalam huruf e Komisi Pemberantasan
Korupsi berkewajiban untuk menyusun kode etik pimpinan dan
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Ketentuan dalam Pasal 20 tidak mengalami perubahan.

Dalam konteks independensi kelembagaan- itu" sendiri menurut Jimly
Asshiddigie menuliskan, secara substansif independensi harus dimiliki suatu
lembaga negara independent setidaknya mencakup 3 hal 1%:

1. Independensi institusional atau primer

2. Independensi fungsional, tercermin dalam siklus dinamis, yang

memiliki tujuan otonom dan instrumen otonom dapat didikte oleh

105 Jimly Asshidigie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Bhuana limu
Populer, Jakarta, hIm.879
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fondasi yang sebenarnya secara mandiri

3. Independensi administratif, dalam bentuk independensi keuangan dan

independensi personalia. Artinya, selain bebas secara kelembagaan,

fungsional, dan praktis, lembaga ini juga harus otonom.

Untuk melihat independensi kelembagaan itu sendiri penulis akan
menyandingkannya dengan lembaga negara independent lainnya yaitu Komisi
Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Komisi . Pe'milihén Umum dan Komisi Yudisial dasar
pembentukannya dalam ranah konstitusi (Pasal 23E ayat 5
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar pembentukan
KPU dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
sedangkan Komisi ;Pemberantasan Korupsi dasar pembentukannya
pada level undang-undang, dasar pembentukannya pada Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi

2. Melihat KPK dalam ketidakindependenan dari segi fungsional dan
administratif.-Independenan KPK dari segi fungsional terletak
pada langkah-langkah penyidik KPK dalam fungsi penyidikan
sedangkan dari segi administrative nasib para penyidik KPK masih
bergantung pada institusi asalnya (Kepolisian dan Kejaksaan),
maka pengukuhan keindependenan KPK mengharuskan kebutuhan
agar KPK memiliki penyidik sendiri tidak lagi meminjam dari

lembaga lain dan sekarang status pegawai KomisPemberantasan
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Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara, perpindahan penyidik
antar institusi akan berpotensi besar menggangu independensi
kelembagaan maupun independensi  fungsi KPK. Menurut
Asshidigie,’®® ketiadaan independensi penyidik KPK ini
mengancam Independensi personal yang menjamin kerja
kelembagaan guna mencapai tujuan ideal yang diharapakan.

3. Situasi yang hampir serupa juga terjadi di Komisi Pemilihan
Umum. l‘\/Iés'kipunv lembaga ini dinyatakan secara tegas sebagai
lembaga independent, akan tetapi cengkraman birokrasi
pemerintah masih sangat kuat terhadap pola dan kerja KPU.
Y7Model kesekretariat jendral yang dekat dan menjadi
perpanjangan dari  Departemen  Dalam  Negeri, punya
kencendrungan untuk mengerdilkan peran komisioner Lembaga
Negara Independent secara fungsionalnya. Situasi ini misalnya
terkait dengan begitu besarnya peran kepala-kepala biro dalam
pengembalian keputusan rapat pleno KPU. Padahal, dalam
lembaga negara independent seperti KPU, peran komisoner
menjadi puncak dari bekerjanya secara kelembagaan.%

Cabang kekuasaan kehakiman adalah cabang terlemah
dibandingkan dengan cabang kekuasaan yang lain. Hal ini telah

dikemukakan oleh Alexander Hamilton dalam The Federalist

1% Ibid, him.880
107 Zainal Arifin Mochtar, op,cit, him.138
1% |bid
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Papers No. 78, yang antara lain berbunyi:

. the legal executive, from the idea of its capacities, will
consistently be the most un-perilous to the political freedoms of the
Constitution; since it will be the most un-in an ability to irritate or
harm them. The leader administers the distinctions as well as holds
the blade of the local area. The lawmaking body orders the tote as
well as recommends-the principles by which the obligations and
freedoms. of each résident are to be controlled. The legal executive,
actually, has no impact over either the blade or the satchel... It
might genuinely be said to have neither FORCE NOR WILL yet
only judgment; and should eventually rely on the guide of the
chief arm in any| event, for the viability of its decisions... .The
total freedom ‘of the official courtrooms is exceptionally
fundamental in a restricted Constitution.'%®

Untuk kekurangan tersebut, membutuhkan kepastian dalam
UUD 1945 dan tersebar dalam pasal-pasal tentang peradilan.
Harus diakui-~bahwa jaminan yang ‘terkandung dalam UUD
1945 lebih unggul daripada UUD 1945 sebelum amandemen.
Sejujurnya jaminan UUD 1945 adalah jaminan minimal dan pasal
ini hanya memuat jaminan mandiri dan tidak ada jaminan lebih
lanjut. Jaminan masa jabatan hakim, seperti yang terdapat dalam

Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Filipina, tidak termasuk

109 https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed78.asp diakses pada tanggal 3 November
2021 pukul 01:30 WIB
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dalam UUD 1945. Jaminan lain yang tidak diatur termasuk tidak
dapat dipindahtangankan, gaji, dan pensiun. Selain itu, ketentuan
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 tidak secara tegas memuat ketentuan yang
melarang campur tangan terhadap lembaga peradilan.1

Independensi personal dan substantif diharapkan dapat
menjauhkan diri dari-dampak baik internal maupun eksternal, baik
secara étrétégis vmaupun moneter. Kewajiban hakim dalam
menyelesaikan kapasitasnya hanya diarahkan oleh pedoman
undang-undang.

4. Pendaftaraan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
tergantung pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang
diatur dalam pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2005, siklus pemilihan tenaga kerja merupakan kekuatan inisiatif
KPK untuk memutuskan penerimaan Pegawai KPK, namun sejak
disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kemudian,
pada saat"itu, interaksi pemilihan perwakilan akan mengikuti
Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial melalui tahap
pengadaan melalui penyaringan yaitu pemeriksaan administrasi, tes
kompetensi atau akademi, tes psikologi, tes kesehatan, dan

wawancara. Sehingga, Badan Kepegawaian Negara dan

110 Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018, Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan
Kehakiman, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial
Republikindonesia, Jakarta, him.76
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Kementrian PAN-RB akan mempertimbangkan dengan Menteri
Keuangan untuk menentukan calon yang lolos berdasarkan
keputusan tersebut.

Perbandingan desain manajerial kepegawaian Komisi Pemberantasan
Korupsi lama dan baru dari prespektif konsep lembaga negara independent
dan teori strukturalisme bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tahun pada
tahun 2002 dan 2019 yaitu:

1. Komisi Perﬁbér'antasavn Korupsi (KPK) pada tahun 2002, dalam
menjalankan kewajiban dan keahliannya, menurut undang-undang
dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretariat
Jenderal, yang dipilih dan diberhentikan oleh Presiden, yang secara
teknis bertanggung ‘jawab kepada pimpinan KPK. Sedangkan pada
tahun 2019 munculnya Dewan pengawas dibentuk dalam rangka
mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan
Korupsi.Sistem perekrutan dewan pengawas sama dengan perekrutan
Pimpinan KPK yang mempunyai jabatan selama 4 (empat) tahun dan
dapat diptlih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk | (satu)
kali masa jabatan serta membuat laporan pelaksanaan tugas secara
berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun disampaikan kepada Presiden
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, desain kepegawaian
menjadi bebas karena ada ketentuan tentang kepegawaian diangkat

berdasarkan keahliannya menjadi pegawai KPK yang diatur secara
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rinci dengan keputusan KPK. Tepat pada tahun 2019, diiringi dengan
aksi penolakan dari pelbagai stake holder, Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
akhirnya disahkan, lahirlah format kepegawaian yang dituangkan
dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019 dimana seluruh pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi-akandialihkan statusnya menjadi Aparatur
Sipil Negara‘m.e'nggunvakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bekerja
sama antara Pimpinan KPK dengan Badan Kepegawaian Negara
B. Manajemen Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi
Perkembangan hipotesis The New Separation of Power tentang
penyelenggaraan  Komisi ., Pemberantasan Korupsi  sebagai lembaga
independent di Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh Bruce Ackerman,
bagian-bagian kekuasaan negara harus ditemukan sepenuhnya sejauh model
kelembagaannya.***Model kelembagaan manajemen Komisi Pemberantasan
Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi tidak masuk kedalam ranah eksekutif, legislatif, dan
yudikatif melainkan diluar dari kekuasaan pemerintah dengan tujuan untuk
mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan
Kedua Komisi Pemberantasan Korupsi manajemen Komisi Pemberantasan

Korupsi masuk kedalam rumpun eksekutif mempengaruhi kinerja pegawai

11 Gunawan A. Tauda, op.cit., him.70
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Komisi Pemberantasan Korupsi karena lahirnya Dewan Pengawas Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Pada tahun 2020 kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi hanya mencapai
13 % berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), berikut

grafiknya:11?

Gambar 4.3 Grafik Penindakan Kasus Korupsi Oleh KPK 2015-2020
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Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat presentasi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menurun pada 2020, hanya ada 15 kasus
penegakan hukum, 13 persen dari 120 target. Jumlah ini sebanyak 62 orang,
turun dari tahun sebelumnya. Melihat kinerja tersebut, ICW memberikan nilai

E pada kinerja KPK di tahun 2020.

112 https://databoks. katadata.co.id/datapublish/2021/05/31/icw-kinerja-kpk-2020-hanya-
capai- 13-dari-target# yang diakses pada tanggal 10 juli 2021 pukul 00:06 WIB
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Lebih lanjut, ICW mengklarifikasi bahwa sebagian besar dakwaan kasus
pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK merupakan dampak dari
Operasi Penangkapan Tangan (OTT) sebanyak tujuh kasus dan pengembangan
kasus sebanyak tujuh kasus. Sementara kasus yang diteliti baru-baru ini hanya
menyumbang satu kasus di 2020. Diperkuat dengan laporan penindakan KPK

tahun 2019 dengan 2020 sebagai berikut :

—WVERSITAS ANDA T .
\ \ 4 - ""‘-“._\‘

. | Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi

DATA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

| Penyelldlkan 114
2 Penyidikan 145 91
3 Penuntutan 132 81
4 Inkracht 128 109
5 Eksekusi 120 111

Gambar 4.4 Daftar Tabel Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korupsi
Dapat disirhpulkan bahWa | Komvisi‘ Fv.>e'mberantasan~‘ -Korupsi (KPK)
perlu didukung melalui independensi, keahlian, transparansi, akuntabilitas,
akselerasi dan partisipasi untuk membangun sistem yang kuat dan kokoh. Dan
yang terpenting, bagaimana semua pemerintah negara bagian dapat

memberikan contoh dengan mengambil sikap anti korupsi dan memerangi

113 https://www.kpk.go.id/images/pdf/lampiran_laptah_2019/14.-PENINDAKAN.pdf
diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 23:49 WIB

114 https://www.kpk.go.id/images/pdf/L aporan_Tahunan_KPK_2020.pdf diakses pada
tanggal30 oktober pukul 00:10 WIB
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korupsi dan para pelakunya.

Selama pembentukan KPK, tak kalah pentingnya adalah sumber daya
manusia (SDM) yang akan memimpin dan menangani KPK. Undang- Undang
Nomor 30 Tahun 2002 memberikan landasan legitimasi yang kokoh agar
SDM tersebut dapat diandalkan dalam menyelesaikan kewajibannya dan
tenaga ahlinya sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi-merupakan lembaga negara yang otonom
yang dalam menyelles.aikan kewajibannya dan para ahlinya dibebaskan dari
kekuasaan apapun. Inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5
(lima) orang yang juga mengisi sebagai anggota, yang masing- masing
merupakan penyelenggara negara.

Pimpinan tersebut terdiri idari unsur pemerintah dan unsur masyarakat
sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap
presentasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sehubungan dengan-pengaturan tersebut, maka persyaratan untuk dapat
disebut sebagai anggota dari Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan
secara langsung dan mengikutsertakan dukungan masyarakat, juga harus
memenuhi persyaratan administrasi dan harus melalui (fit and proper test)
yang dipimpin oleh Dewan Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya

dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.
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Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca keluarnya
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/37/40/PUU-XV/2017,
temasuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif ini disebabkan adanya
kesamaan antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan. yang mejalankan
fungsi dan wewenangnya yang berada di ranah eksekutif serta KPK dianggap
sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang dikategorikan ke dalam
lembaga eksekutif. U '

Menurut penulis, alasan putusan MK tersebut ditkaitkan dengan
fungsi/status badan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sangat
bertentangan dengan tafsir original Undang-Undang KPK Tahun 2002 jo.
Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 @ Tahun 1999.
Dikarenakan, tidak ada satu maksudpun dari original legislator untuk
membentuk * lembaga pemberantasan yang diletakdan dibawah cabang
eksekutif. Kritiknya adalah putusan MK, baik putusan tentang status lembaga
KPK hingga putusan terbaru (2020-2021) tentang Pegawai KPK. Mahkamah
Konstitusi tidak pernah-menyandingkannya dengan maksud pembentuk UU
KPK 2002, sehingga MK itu gagal membangun premis, seharusnya MK dapat
menjelaskan konstruksi filosofis dan justifikasi metodologis aspek suatu
norma, aspek apriori yang dielaborasi melalui positivisasi lex menjadi ius
karena dibentuknya kelembagaan KPK dalam struktur negara.

Putusan ini menegaskan bahwa KPK sebagai bagian dari kekuasaan

eksekutif dapat menjadi obyek penggunaan hak angket Dewan Perwakilan
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Rakyat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hal independensi dan
bebasnya Komisi Pemberantasan Korupsi dari pengaruh kekuasaan manapun
adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam hakikatnya, berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. konsep negara hukum
dipahami sebagai filsafat atau teori politik yang menentukan sejumlah alasan
mendasar terhadap hukum, ataupun sebagai sarana prosedural yang diperlukan
oleh mereka yang m‘err.]érintahv berdasarkan hukum. bagi warga negara, konsep
negara hukum bersifat preskriptif sekaligus protektif. Preskriptif, karena ia
menetapkan tindakan yang dipersyaratkan oleh hukum. protektif, karena ia
menentukan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai hukum.!°

Putusan. Mahakamah ' Konstitusi Nomor 36/37/40/PUU-XV/2017
menyebabkan perubahan pada konsep Komisi Pemberantasan Korupsi yang
dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun
kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi-sesuai dengan Undang-Undang ini. Konsep Komisi
Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan filosofi pembentukan asal mula
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

115 Ni’matul Huda dan Imam Nasef. 2017, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia
PascaReformasi. Kencana, Jakarta, him 27
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Badan/badan-badan/orang-orang tersebut harus diberikan independensi
yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Negara
Pihak, untuk dapat menjalankanfungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh
yang tidak semestinya. Orang atau staf dari badan atau badan tersebut harus
memiliki pelatihan dan sumber daya yang sesuai untuk melaksanakan tugas
mereka.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Unda‘ng.-Undanvg Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, munculnya dewan pengawas sebagai
salah satu aorgan penting dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 37B
ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas dewan pengawas
Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK);

2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan,

penggeledahan, dan/atau penyitaan;

Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan Pegawai KPK;

4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai
adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai
KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan' Tindak Pidana Korupsi
dan perubahannya;

5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai KPK; dan

6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara
berkala satu kali dalam satu tahun.

w

Pasal 37B ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dewan Pengawas
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membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala satu kali dalam satu tahun,

yang disampaikan kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk

dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dalam Pasal 37D Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.

2.

10.

Warga negara Indonesia;

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Sehat jasmani dan rohani;

Memiliki integrifas morél dan keteladanan;

Berkelakuan baik;

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun;
Berusia paling rendah 55 tahun;

Berpendidikan paling rendah S1

Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;melepaskan jabatan
struktural atau jabatan lainnya;

Tidak menjalankan profesinya ‘'selama, menjadi anggota Dewan Pengawas;
dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam Konsep Manajemen Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi,

Pemerintah Indonesia harus melihat kembali Konvensi Antikorupsi Persatuan

Bangsa-Bangsa sebagai pertimbangan dalam merevisi Undang- Undang KPK

2019, Dalam Pasal 6 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption

(UNCAC) tentang pencegahan korupsi bahwa memastikan independensi
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badan-badan anti korupsi untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan
bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, dengan mempertimbangkan
Jakarta Statement on Principles for Anti- Corruption Agencies, termasuk
dukungan penuh terhadap sumber daya material yang diperlukan dan staf yang
memiliki keahlian.

Desain Ideal Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi

Desaian ideal Komisi Pemberantasan Korupsi menurut penulis sebaiknya
mengabungkan konéeb 'Iembaga anti korupsi Hongkong ICAC (Hong Kong's
Independent Commission Against Corruption) dan Konvensi anti korupsi
(United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Berikut perbedaan Hongkong ICAC dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Komisi Pemberantasan Korupsi:

a. Hong Kong's Independent Commission Against Corruption (ICAC)
sering dianggap sebagai faktor sentral dalam menjelaskan keberhasilan
kebijakannya karena tidak ada campur tangan pemerintah terhadap
kebijakan dan-prioritas kebijakan lembaga tersebut, sumber daya
untuk pekerjaannya harus dijamin, kemampuan untuk menyelidiki
tidak boleh tergantung pada kerja sama kepolisian regular.

b. Dalam struktur pemerintah Hong Kong, Komisaris ICAC melaporkan
langsung kepada kepala eksekutif Hong Kong, anggota komisaris
ICAC Hong Kong terdiri dari warga negara yang bertanggung jawab

yang diambil dari semua sektor masyarakat dan ditunjuk oleh kepala
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eksekutif bertindak sebagai badan penasihat dan mengawasi semua
kegiatan ICAC.116

c. Mereka memiliki kewenangan yang luar biasa luas untuk melakukan
investigasi. ICAC tak hanya bisa melakukan penyelidikan tindak
pidana korupsi yang dilakukan di lembaga negara dan swasta. Akan
tetapi, juga bisa menyelidiki semua tindak pidana yang berkaitan
dengan korupsi. ICAC berwenang untuk melakukan penyelidikan akun
bank, bisa fnérhinta gaksi memberi keterangan di bawah sumpah,
menyita harta tersangka yang berasal dari tindak pidana korupsi,
sampai mencekal tersangka.'*’

d. Kekuatan investigasi ICAC disusun untuk memastikan tidak akan ada
penyalahgunaan. Sistem checks and balances yang kuat telah
diberlakukan yang meliputi:

1. Dewan Legislatif
Dewan memegang wewenang untuk memberi dan mencabut
kekuatan ICAC. Komisaris ICAC diwajibkan untuk menjawab
masalah kebijakan dan pendanaan dewan.

2. Kekuatan Penuntutan Terpisah
Setelah menyelesaikan penyelidikan, kekuatan untuk mengadili

diberikan kepada Secretary for Justice, dan pemisahan kekuasaan

118 | eo W.J.C. Huberts,2017, Anticorruption Strategies: The Hong Kong Model in
InternationalContext, Journal Routledge Taylor & Francis Group Public Integrity, United
Kingdom, him.213

Y7 https:/www.hukumonline.com/berita/baca/It54dbafff7d855/ini-lima-jurus-kpk-hong-
kong-sukses-berantas-korupsi/ diakses pada tanggal 20 Juni 2021 Pukul 22:08 WIB
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memastikan bahwa tidak ada kasus yang dibawa ke pengadilan
semata-mata atas putusan ICAC.

Peradilan Independen

Peradilan independen memastikan bahwa ICAC tidak keluar dari
jalur. ICAC diharuskan untuk meminta persetujuan pengadilan
sebelumnya untuk menggunakan kekuatan tertentu, dan akan
mempertimbangkan komentar dari pengadilan dengan hati-hati
dan méla.lkukanvtinjauan tentang prosedur operasional untuk
menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Media

ICAC tunduk pada pengawasan publik yang ketat melalui media
massa.

Komite Pengaduan ICAC

Komite Pengaduan ICAC Independen memantau dan meninjau
semua.keluhan non-kriminal terhadap ICAC atau stafnya.
Komite ini mencakup anggota Dewan Legislatif dan anggota
terkemuka masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Eksekutif.
Pemantauan Internal

ICAC menuntut standar integritas yang tinggi dari stafnya. Unit
investigasi dan pemantauan internal, L Group, bertanggung
jawab untuk menyelidiki pelanggaran disiplin staf, tuduhan

korupsi terhadap staf ICAC dan keluhan non-kriminal terhadap
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ICAC atau stafnya.''®

7. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di ICAC juga dapat
dikatakan yang terbaik. Pola karir dan rekrutmen didasarkan pada
kompetensi dan Kkinerja (merit system) sehingga mampu
mendorong performa yang tinggi dari setiap staf. Remunerasi
yang diterapkan juga sangat memadai.

Dalam rangka pengadaan, ICAC juga mengirimkan para tenaga sumber
daya manuisanya ké be'rbaga'i seminar dan pelatihan lainnya baik di dalam
maupun luar negeri. Dari aspek organisasi, ICAC memiliki 3 (tiga)
departemen  yaitu investigasi, Pencegahan, dan Hubungan Masyarakat.
Departemen Investigasi (Operasional) merupakan departemen terbesar di
ICAC.1?

Turnover pegawai ICAC dapat dikatakan rendah. Selain karena
penghasilan yang diperoleh cukup memadai juga disebabkan oleh aturan yang
mempersyaratkan bagi staf ICAC yang berasal lingkungan birokrasi tidak
diperbolehkan untuk bekerja kembali di instansi pemerintah atau lembaga
yang terindikasi terjadi kasus korupsi selama 2 (dua) tahun setelah keluar dari

ICAC.

118 https://www.icac.org.hk/en/check/balance/index.html diakses pada tanggal 20 Juni
2021 Pukul 22:25 WIB
119 Cynthia Dewi Kusumastuti, et al, 2015, Perbandingan Tugas Dan Wewenang
Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan
Korupsi (Indonesia) Dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal Recidive Volume 4 No. 3 Sep.-
Des., him. 277
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BABV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis

menyimpulkan, sebagai berikut:
1. Seluruh Pegéwai Komisi Pemberantasan Korupsi dialihkan menjadi
Aparatur Sipil Negara (ASN), kecuali pegawai yang diperbantukan
di KPK seperti penyidik dan penuntut dari instansi kepolisian dan
kejaksaan. Pegawai KPK yang dialihkan tersebut terdiri dari Pegawai
Tetap KPK non PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
dengan ketentuan ‘jabatan struktural (PTJS) menjadi JPT dan
Administrator, Pegawai Tetap Jabatan Spesialis dan Administasi
(PTJSA) menjadi PNS, Pegawai Tidak Tetap menjadi Jabatan
Pelaksana, sehingga untuk mendukung kinerja, meskipun berstatus
ASN secara fungsional tetap tunduk pada‘prinsip-prinsip kelembagaan
KPK sebagai independence state institution Pencegahan dan

pemberantasan Korupsi
Pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi
Apartur  Sipil Negara bertentangan dengan dimensi teleologis
pembentukan norma KPK sebagai lembaga negara independen, hal ini

dapat ditemukan dalam risalah sidang UU KPK 2002, KPK
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ditempatkan diluar cabang kekuasaan manapun dalam pemberantasan
korupsi dan mempunyai sumber daya penting yang diperlukan dan staf
yang memiliki keahlian, serta pelatihan yang diperlukan staf tersebut
untuk menjalankan fungsinya, harus disediakan.

2. Desain manejerial kepegawaian KPK musti disesuaikan dengan
konsep lembaga negara independen yang lepas dari tiga rantai cabang
kekuasaan seperti desain struktural organisasi Komisi Pemberantasan
Korupsi berdaéa'rkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengutamakan pengelolaan
lembaga berupa status kepegawaian sebagai pegawai lembaga KPK
non ASN, struktur internal kepegawaian mengikuti peraturan internal
KPK non kementerian, dan fungsi, tugas, dan tanggung jawab
merupakan bagian dari pengaturan internal KPK sebagai lembaga
negara independent

B. SARAN

1. Pengalihan status pegawai Komisi Pemeberantasan Korupsi menjadi
Aparatur Sipil ‘Negara, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
terlebih dahulu harus melihat pembentukan latar belakang lembaga ini
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bukan berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/37/40/PUU-XV/2017
dikarenakan penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
rumpun eksekutif. Tanpa menyandang status Aparatur Sipil Negara,

pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tetap bekerja sesuai dengan
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peraturan yang berlaku dan tidak kehilangan putra putri terbaik
Indonesia dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Desain  manajemen Komisi Pemnnerantasan Korupsi, kedudukan
Dewan Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya masuk ke dalam
bagian struktur pimpinan KPK karena untuk mempermudah dalam
mengeluarkan izin penyadapan, OTT, dan operasional yang lain cukup
diwakilkan oleh pimpinanKPK di karenakan tiap setahun sekali
pimpinan KPK 'membvuat laporan kinerja kepada Presiden, DPR, dan

BPK.

150



DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU-BUKU

Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Aris Prio Agus Santoso, Hukum Administrasi Negara (Sebuah Pengantar bagi
Mahasiswa), Muha Medika, Yogyakarta, 2019.

Azyumardi /Azra-dan. Komaruddin ‘Hidayat})Pendidikan-Kewargaan (Civic
Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan
Antikorupsi “Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik”, Sinar Grafika,
Jakarta, 2016

Charles Simabura, Pengisian Jabatan Lembaga Negara Independen, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Ermansjah Djaja.,, Memberantas Korupsii Bersama KPK, Sinar Grafika,
Jakarta, 2008.

Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen, Genta, Yogyakarta, 2012.

Hotma P. Sibuea, llmu Negara, Erlangga, Jakarta,2014.

I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia
Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Setara Press,
Malang, 2012

__ _, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Setara Press dan
Anggota IKAPI, Malang,2015.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi,
CV.Alfabeta, Bandung, 2017.

Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid Il, Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006

John Alder, Constitutional and Administrative Law. The Macmillan Press
LTD, London, 1989

151



Komisi  Yudisial Republik Indonesia, Meluruskan Arah Manajemen
Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat
Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2018

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2002.

Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Prenadamedia Group,
Jakarta,2008.

_ _ _, Birokrasi & Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2014.

Morris L.Cohen-and. Kent ic.Olson, Legal\research in-a-nutshell, ST Paul,
Minn, West Publishing co, United State, 1992.

Munir Fuady, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, Kencana, Jakarta, 2011.

Ni’'matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, Ul
Press, Yogyakarta, 2007.\

__ _, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2011

Ni’matul Huda dan Imam 'Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di
Indonesia Pasca Reformasi. Kencana, Jakarta, 2017

Pipit Rochijat Kartawidjaja, Pemerintah Bukanlah Negara, Baraka Grafika,
Yogyakarta,2006

Rivai, Veithzal dan Basri, Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk
Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan.
PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Saldi Isra., Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,
Andalas University Press, Padang, 2006.

Sjachran Basah., Ilmu Negara, Citra Adhitiya Bakti, Bandung,1994
Soehino,llmu Negara,Liberty,Yogyakarta,1998.
Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta,

2003.

152



Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta,2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, 2010

Soetandyo Wignjosoebroto., Hukum Dalam Masyarakat, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2013.

Sri Hartini, et al., Hukum Kepegawaian Indonesia, Sinargrafika, Jakarta, 2008.

Zainal Arifin  Mochtar, Lembaga Negara Independen ‘“Dinamika
Perkembangan dan Urgensi penataannya Kembali Pasca- Amandemen
Konstitusi;-PT, Raja:Grafindo Persada, Jakarta, 2016

. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 TAP MPR
Nomor XI/MPR/1998

TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

Keppres Nomor 28 Tahun 1967

Putusan Perkara Mahakmah Konstitusi Nemor 006/PUU-1/2003 Putusan
Mahkamah Konstitusi-012-016-019/PUU-1V/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007 Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 36/37/40/PUU-XV/2017 Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021

. Tesis dan Jurnal
Afif Syah Putra, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam

Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang,2020.

153



Agung Kurniawan dan Suswanta Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kemudi Jurnal llmu
Pemerintahan Volume 05 Nomor 01 Agustus 2020

Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, Nurul Adhha, 2021, Construction of
Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision
Number 46P/HUM/2018, Jurnal Cita Hukum, Volume 9, Nomor 1, 2018

Ajib Rakhmawanto, Dikotomi Sitem Merit dan Poltisasi Birokrasi Dalam
Pengangkatan Jabatan ASN, Policy Brief, Nomor: 019-Mei, Pusat
Penngkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian
Nasional,2018

Ansgar Allen,-Michael Young's-The Rise\of the Meritocracy:A Philosophical
Critique, British-Journal of Educational Studies, Volume 59, Issue 4,
2011

Ali Abdul  Wakhid, Ekesistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam
Reformasi Birokrasi di Indonesia, Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-
Desember, IAIN Raden Intan Lampung, 2011.

Castilla, Emilio J. and Stephen Benard, The Paradox of Meritocracy in
Organizations, Administrative Science Quarterly, volume 55, issue 4,
2010

Carl Dahlstrom, Victor Lapuente and Jan Teorell, The Merit of
Meritocratization:  Politics, Bureaucracy, and the Institutional
Deterrents of Corruption, Political Research Quarterly , Volume 65,
issue 3, 2012

Chrisdianto Eko Purnomo, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga
Negara oleh Mahkamah Konstitusi,'Jurnal Konstitusi,-\VVolume 7, Nomor
3, Juni,2010.

Collen A. Wooddard, Merit in Principle, Merit in Practice: An Investigation
into Merit-Based Human esources Management through the Lens of
Title 5- exempt Organizations, Disertasion. Virginia Polytechnic
Institute and State University, 2000

Cory Amanda, Kewenangan Penyidik Independen Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Di Indonesia Pasca Putusan Praperadilan
Nomor.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL.  Tesis  Fakultas  Hukum
Universitas Andalas, 2016.

Cynthia Dewi Kusumastuti, et al, Perbandingan Tugas Dan Wewenang
Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi

154



Pemberantasan Korupsi (Indonesia) Dalam Pemberantasan Korupsi,
Jurnal Recidive Volume 4 No. 3 Sep.- Des, 2015.

Dany Wandira, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah putusan Mahkamah
Konstitusi N0.36/PUU-XV/2017, Tesis Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Padang, 2019.

Desy Mutia Ali, Eko Prasojo dan Lina M. Jannah, The Transformation of
Merit System in Indonesian Civil Servant Promotion System, Journals
International Journal of Management and Administrative Sciences
(IIMAS) Copyright ©Pakistan Society of Business and Management
Research, 2017

E. Rauch & P.B.-Evans, Bureaucratic structure and, bureaucratic performance
in less developed countries, Journal of public economics, volume 75,
issue 1, 2000

Harvad Law Review, THE NEW SEPARATION OF POWERS Bruce
Ackerman, United State, VVol. 113:633, 2000

Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State
Auxiliary Agencies) Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan
Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, VVol. 35. No. 3, 2005

Ida Hayu Dwimayanti, Netralitas Birokras: dan Kualitas Pelayanan Publik”,
Civil Service Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Pusat Pengkajian
dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Vol. 3 Juni,
Jakarta, 2009

Fauzul Mubin and Ali Rozikin, Meritocracy of Bureucracy in Indoesia
International Journal of Social Science and Humanity, Volume 8,
Number 8, 2018

Firmansyah Arifin, et al., Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar
lembaga Negara, KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The
Asia Foundation dan USAID, Jakarta, 2005

Kim L. Scheppele, Autocratic Legalisme, University of Chicago Law Review,
Volume 85, Issue 2, article 2. 2018

Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia
Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum, Sekolah Tinggi lImu Hukum
Padang, Padang, 2020.

Leo W.J.C. Huberts, Anticorruption Strategies: The Hong Kong Model in
International Context, Journal Routledge Taylor & Francis Group Public

155



Integrity, United Kingdom, 2017.

Muhammad Beni Kurniawan, Problematika Dalam Pengisian Jabatan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadao
Kewenangan DPR dalam Memilih Pimpinan KPK), Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum, VV12.137-150, 2018

Oly Viana Agustine, et al., Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan, Jurnal
Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019.

Redatin Pawardi., Manajemen Pemberantasan Korupsi, Jurnal Wawasan,
Oktober Volume 11, Nomor 2, 2005.

Steven van De Wallé, Public Service Performance and Trust in Government:
The Problem of Causality, International Journal of Public
Administration, Volume 26, Issue 9, 2003

Wahyudi Kumorotomo, Democracy.Meritocracy, Jurnal Administrasi Negara-
Fisipol dan Magister Administrasi Publik, Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta,2006

Yopi Gunawan Kristian, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca
Ratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Res Nullius Law Jurnal
Vol. 2 No. 1 Januari, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia,
2020

Zul Hendri Nov, Politik Hukum Perubahan Status Kelembagaan Pengawas
Pemilu Umum Di Tingkat Kabupaten / Kota, Tesis Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang,2020.

. Hasil Penelitian

Amsari, Feri., Hasil Penelitian "Penataan Ulang Kelembagaan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan  Sistem
Ketatanegaraan”,Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang,
2020.

. Laman Internet

https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/04-Modul-Kelembagaan-
KPK-UMUM_OK.pdf diakses pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 13:02
WIB

156



https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Modul-4-Cara-Cegah-
Korupsi-Korporasi.pdf diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 10:43 WIB

Allan Fatchan Gani Wardhana. KPK Bukan Eksekutif”,
https://pshk.uii.ac.id/2018/02/kpk-bukan-eksekutif/ diakses tanggal 19 Juli
2021. Pukul 10:26 WIB

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed78.asp diakses pada tanggal 3
November 2021 pukul 01:30 WIB

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/node/2278 diakses pada
tanggal 12 Juni 2021 pukul 11:52 WIB

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210525135043-12-646715/51-
pegawai-tak-lolos-twk-tak-bisa-lagi-di-kpk-24-dibina diakses pada tanggal 25
Mei 2021 pukul 21:30 WIB

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210531193413-12-648935/13-
daftar-indikator-hijau-kuning-twk-pegawai-kpk diakses pada tanggal 1 juni
2021 pukul 20:11 WIB

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/31/icw-kinerja-kpk-2020-
hanya-capai-13-dari-target# yang diakses pada tanggal 10 juli 2021 pukul
00:06 WIB

http://digilib.uinsby.ac.id/19607/5/Bab%202.pdf diakses pada tanggal 24
Oktober 2021 pukul 1:33 WIB

https://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/105 diakses pada tanggal 30 Agustus
2021 Pukul 00:20 WIB

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54db4fff7d855/ini-lima-jurus-
kpk-hong-kong-sukses-berantas-korupsi/ diakses: pada tanggal 20 Juni 2021
Pukul 22:08 WIB

https://www.icac.org.hk/en/check/balance/index.html diakses pada tanggal 20
Juni 2021 Pukul 22:25 WIB

https://jagokata.com/arti-kata/aparatur.html diakses pada tanggal 22 Juli 2021
Pukul 19:31 WIB

https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/komisi-pemberantasan-
korupsi diakses pada tanggal 25 maret 2021 pukul 22:00 WIB

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/05/24/pimpinan-kpk-didesak-cabut-
sk-652-terkait-penonaktifan-75-pegawai-kpk/ diakses pada tanggal 25 mei

157



2021 pukul 01:00 WIB

https://www.kompasiana.com/kristoforus.kinoe/550119df813311f51bfa7f48/s
trukturalismelevistrauss#:~:text=Levi%2DStrauss%20dianggap%?20sebagai%
20pendiri,melalui%20hubungan%20timbal%20balik%20mereka.&text=Secar
a%20singkat%2C%?20itulah%20inti%20dari,strukturalisme%20menurut%20p
endapat%?20Levi%2DStrauss. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul
1:12 WIB

https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi
diakses pada tangal 28 Januari 2021 pukul 06:15 WIB

https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2146-pengumuman-hasil-
asesmen-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk, diakses-pada tanggal 6 mei
2021 pukul 07:00 WIB

https://www.kpk.go.id/images/pdf/lampiran_laptah_2019/14.-
PENINDAKAN.pdf diakses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 23:49 WIB

https://www.kpk.go.id/images/pdf/Laporan_Tahunan_KPK_2020.pdf diakses
pada tanggal 30 oktober pukul 00:10 WIB

http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010519/swf/
4770/files/basic-html/page3.html diakses pada tanggal 31 Januari 2021 pukul
20:00 WIB

https://www.merdeka.com/peristiwa/24-pegawai-kpk-tolak-pembinaan-nama-
51-pegawai-yang-diberhentikan-belum-diumumkan.html diakses pada tanggal
28 mei pukul 13:06 WIB

https://media.neliti.com/media/publications/170253-1D-eksistensi-kpk-dalam-
memberantas-tindak.pdf, diakses. padatanggal 24 Februari 12:10 WIB
https://www.merdekacom/peristiwa/24-pegawai-kpk-tolak-pembinaan-nama-
51-pegawai-yang-diberhentikan-belum-diumumkan.html diakses pada tanggal
28 mei pukul 13:06 WIB

https://nasional.kompas.com/read/2015/02/03/15100031/Konstitusionalitas.A
nti.Korupsi?page=all diakses pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 00:32 WIB

https://republika.co.id/berita/gk2aw2428/kpk-pengisian-jabatan-baru
transparan-dan-akuntabel diakses pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 10:00
WIB

http://repository.uin-suska.ac.id/6979/3/BAB%2011.pdf diakses pada tanggal
22 Juli 2021 pukul 10:52 WIB

158



https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/25/51-pegawai-kpk-dipecat-
ingat-lagi-pesan-presiden-jokowi-soal-pemberhentian?page=2 diaksespada
tanggal 25 mei 2021 pukul 21:00 WIB

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/05/31/bkn-jawab-soal-9-
indikator-kriteria-merah-51-pegawai-kpk-tak-lolos-twk?page=all diakses pada
tanggal 1 juni 2021 pukul 22:13 WIB

https://unpar.ac.id/jalan-panjang-mewujudkan-meritokrasi-di-indonesia/
diakses pada tanggal 6 agustus 2021 pukul 00:59 WIB

https://youtu.be/KABIN5MgXOQ pada menit 2:34 diakses pada tanggal 3
Juni 2021 : ,

159



